BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Kondisi Umum

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.

A. Geografi

B. (II.A.4. Penginventarisasian sumberdaya potensial, Perencana Pertama, 0,2)
Kabupaten Banyumas terletak pada 108(39’17”–109(27’15”  Bujur Timur dan 7(15’05”–7(37’10” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 132.759 Ha atau sekitar 4,08% dari luas wilayah Jawa Tengah. Luas wilyah tersebut terbagi menjadi lahan sawah sekitar 32.226 Ha atau 24,27 %,  lahan pertanian bukan sawah seluas 52.062 Ha (39,22%) dan lahan  bukan pertanian seluas 48.669 Ha (36,66%).Secara administratif Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan yang terbagi lagi menjadi beberapa desa/kelurahan sejumlah 301 desa dan 30 kelurahan.
Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten  yaitu: 
1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.

2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. 

3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap.

4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. 
C. Topografi

Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar di bagian Tengah dan Selatan serta membujur dari Barat ke Timur.Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25-100 M dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha.dan 100-500 M dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.  

Berdasarkan kemiringan wilayah, Kabupaten Banyumas mempunyai kemiringan yang terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Kemiringan 0⁰-2⁰meliputi areal seluas 43.876,9 Ha atau 33,05% yaitu wilayah bagian tengah dan selatan.

2. Kemiringan 2⁰-15⁰ meliputi areal seluas 21.294,5 Ha atau 16,04% yaitu sekitar Gunung Slamet.

3. Kemiringan 15⁰-40⁰ meliputi areal seluas 35.141,3 Ha atau seluas 26,47% yaitu daerah lereng Gunung Slamet.

4. Kemiringan lebih dari 40⁰ meliputi areal seluas 32.446,3 Ha atau seluas 32.446,3 Ha atau seluas 24,44% yaitu daerah lereng Gunung Slamet.

D. Hidrologi dan Klimatologi
Kabupaten Banyumas memiliki karakteristik yang unik, kurang lebih 50% adalah wilayah pegunungan dengan konsekuensi rawan bencana tanah gerak, permasalahan lahan kritis menjadi tantangan bagi  dalam wilayah kabupaten Banyumas.

Curah hujan di Kabupaten Banyumas cukup tinggi yaitu 2.725 mm per tahun, dengan suhu udara rata-rata 26,30C, suhu minimum sekitar 24,40C dan suhu maksimum sekitar 30,90C, selama tahun 2012 di Kabupaten Banyumas terjadi hujan rata-rata pertahun sebanyak hari dengan curah hujan rata-rata 2.725 mm pertahun. Kecamatan yang paling sering terjadi hujan di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Baturaden dengan 126 hari dengan curah hujan rata – rata 3.048 mm per tahun. Kecamatan yang paling sering terjadi hujan di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Kembaran dengan 153 hari hujan dan curah hujan pertahun mencapai 434 mm selama tahun 2014, sedangkan Kecamatan yang sedikit terjadi hujan adalah Kecamatan Somagede dengan 52 hari hujan dan curah hujan mencapai 128 mm dan Kecamatanyang paling sdikit curah hujannya adalah Kecamatan Kemranjen dengan curah Hujan sebesar 62 mm dengan 54 hari hujan. 

Dilihat dari bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, wilayah Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori daerah yaitu :

1. Daerah pegunungan disebelah utara atau daerah lereng Gunung Slamet  dan daerah Pegunungan Serayu Selatan yang membujur hampir sepanjang wilayah dan hanya dipisahkan olehlembah di daerah Jatilawang.

2. Dataran rendah terletak diantara lereng Gunung Slamet dan Pegungungan Serayu Selatan dengan lebar rata-rata 15 km;

3. Dataran rendah di sebelah selatan Pegunungan Serayu selatan, membujur dari arah barat sampai dengan perbatasan Kabupaten Kebumen dengan lebar rata-rata 10 km.  

E. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain.

1. Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah

Wilayah rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak. Kawasan ini tertutup bagi pemukiman, persawahan, kolam ikan, kegiatan pemotongan lereng, atau budidaya lain yang membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan. 

Kegiatan pertanian tanaman tahunan masih dapat dilakukan. Di wilayah Kabupaten Banyumas kawasan rawan bencana gerakan tanah terdapat di beberapa wilayah, yaitu Kecamatan : Pekuncen, Gumelar, Lumbir, Wangon, Cilongok, Purwojati, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Kebasen, Patikraja, Kedungbanteng dan Rawalo.

2. Potensi Rawan Bencana Banjir

Kabupaten Banyumas memiliki wilayah Kecamatan yang memiliki potensi rawan bencana banjir.Wilayah-wilayah tersebut terdapat pada bagian selatan yang tercakup dalam wilayah Kecamatan Sumpiuh, Kemranjen, Wangon, Jatilawang dan Tambak.

Ancaman bencana banjir dikarenakan tingginya angka lahan kritis di daerah tangkapan air di wilayah tersebut. Disamping itu  tidak lepas dari pengaruh topografi di wilayah Kecamatan Tambak, Sumpiuh dan Kemranjen yang berupa cekungan. Berikut ini luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Banyumas.

Tabel 2.1.

Jumlah dan Luas Lahan Kritis
	No.
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1.
	Luas lahan kritis (ha) 
	17.697
	13.547 
	10.122 
	7.770
	7.270
	7.270

	2.
	Luas lahan kritis yang telah direhabilitasi (ha)
	78
	4.178 
	7.653 
	500
	500
	500


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, 2013 (Angka Sementara*
3. Potensi Rawan Bencana Gunung Api

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan gunung api terdapat pada lereng bagian utara Kabupaten Banyumas yang merupakan lereng Gunung Slamet, meliputi wilayah Kecamatan Baturraden, Sumbang, Karanglewas, Kedungbanteng, Cilongok dan Pekuncen.

4. Potensi Rawan Bencana Kekeringan

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana kekeringan terdapat pada beberapa desa yang terdapat antara lain meliputi wilayah Kecamatan : Cilongok, Banyumas, Gumelar, Jatilawang, Kalibagor, Kebasen, Kedungbanteng,  Kemranjen, Lumbir, Patikraja, Purwojati, Purwokerto Selatan, Sokaraja, Somagede, Sumpiuh, Tambak, Wangon, Pekuncen, dan Baturraden.

5. Potensi Rawan Bencana Angin Puting Beliung

Pada wilayah Kabupaten Banyumas potensi rawan bencana angin puting beliung terdapat pada Kecamatan Kedungbanteng, Karanglewas, Baturraden, Sumbang, Pekuncen, Ajibarang, Cilongok, Sokaraja, Purwokerto Timur, Sumpiuh, Kemranjen, Patikraja, Kebasen, Tambak, Lumbir, Purwojati, Rawalo, Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur dan Somagede.

F. Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir  tahun 2013 sebesar 1.605.579 jiwa yang terdiri dari 802.316 laki-laki dan 803.263 perempuan. Sebaran penduduk di Kabupaten Banyumas masih belum merata, hal ini dapat diketahui dari jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Cilongok sebanyak 113.187 jiwa, terdiri dari 57.036 laki-laki dan 56.151 perempuan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Purwojati sebanyak 31.414 jiwa, terdiri dari 15.644 laki-laki dan 15.770 perempuan. .

Tabel  2.2.
Jumlah Penduduk Tahun 2009 – 2013
	No.
	Jenis Kelamin
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Laki-laki
	797.715
	777.568.
	793.194
	800.728
	802.316

	2.
	Perempuan
	798.230
	776.334
	784.935
	802.309
	803.263

	3.
	Total
	1.595.945
	1.553.902
	1.578.129
	1.603.037
	1.605.579

	4.
	Laju Pertumbuhan Penduduk
	13.326

0,842%
	(42,04)

(2,63%)
	25.224 1,60%
	24.908

1,58%
	2.542

0,16


Sumber : BPS Kab. Banyumas 2014
Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.327,59 kilometer persegi yang didiami oleh 1.605.579 jiwa , maka rata – rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.209 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Purwokerto Timur yaitu sebesar 6.874 jiwa/km , dan terendah di kecamatan Lumbir sebesar 428 jiwa/km2. Kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas per kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan 

Kab. Banyumas Tahun 2013
	No.
	Kecamatan
	Luas wilayah

(km²)
	Jumlah penduduk 
	Kepadatan penduduk (jiwa/km²) 

	1.
	Lumbir
	102,66
	43.913
	428

	2.
	Wangon
	60,78
	74.507
	1.226

	3.
	Jatilawang
	48,16
	58.124
	1.207

	4.
	Rawalo
	49,64
	46.321
	933

	5.
	Kebasen
	54,00
	56.930
	1.054

	6.
	Kemranjen
	60,71
	64.189
	1.057

	7.
	Sumpluh
	60,01
	50.698
	845

	8.
	Tambak
	52,03
	42.475
	816

	9.
	Somagede
	40,11
	32.587
	812

	10.
	Kalibagor
	35,73
	47.259
	1.323

	11.
	Banyumas
	38,09
	46.229
	1.214

	12.
	Patikraja
	43,23
	52.270
	1.209

	13.
	Purwojati
	37,86
	31.414
	830

	14.
	Ajibarang
	66,5
	92.612
	1.393

	15.
	Gumelar
	93,95
	45.758
	487

	16.
	Pekuncen
	92,7
	65.458
	706

	17.
	Cilongok
	105,34
	113.187
	1.074

	18.
	Karanglewas
	32,5
	60.307
	1.856

	19.
	Kedungbanteng
	60,22
	52.959
	879

	20.
	Baturaden
	45,53
	49.418
	1.085

	21.
	Sumbang
	53,42
	78.337
	1.466

	22.
	Kembaran
	25,92
	76.437
	2.949

	23.
	Sokaraja
	29,92
	80.763
	2.699

	24.
	Purwokerto Selatan
	13,75
	73.643
	5.356

	25.
	Purwokerto Barat
	7,4
	50.842
	6.871

	26.
	Purwokerto Timur
	8,42
	57.881
	6.874

	27.
	Purwokerto Utara
	9,01
	61.061
	6.777

	Jumlah Total
	1.327,59
	1.605.579
	1.209


Sumber : BPS Kab. Banyumas 2014
Jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang berbeda mencerminkan adanya perbedaan daya dukung lingkungan terhadap kehidupan penduduk. Pada satu sisi wilayah dengan penduduk yang padat akan membutuhkan infrastruktur lebih banyak dan juga menyebabkan perubahan tata guna lahan, dengan konsekuensi pengurangan intensitas dan densitas flora dan fauna. Permasalahan kependudukan (demografi) terpusat pada wilayah perkotaan.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas menurut hasil Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 kategori rumah tangga sangat miskin sejumlah 20.625 KK, miskin 62.500 KK dan hampir miskin 58.046 KK, sedangkan hasil PPLS Tahun 2011 untuk kategori rumah tangga sangat miskin sejumlah 27.194 KK, miskin 42.750 KK dan hampir miskin 67.717 KK. Dan Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) akan dilaksanakan kembali pada tahun 2015 ini.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Banyumas selama periode tahun 2009-2013 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi  adalah sebagai berikut :

1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen maupun eksogen, yakni faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah Kabupaten Banyumas ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi keduanya.Berbagai riset empiris menunjukkan berbagai variabel determinan pembentuk PDRB seperti tenaga kerja, pembentukan modal, kualitas SDM, PAD, PMDN, PMA, dan sebagainya.Dari beberapa determinan diatas, faktor investasi nampaknya memberi konteribusi yang cukup signifikan. Meskipun secara jumlah mengalami penurunan, tetapi penurunan tersebut diatasi oleh besaran nilai investasi yang masuk.
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 Kabupaten Banyumas tahun 2010 sampai dengan 2013 memiliki tren yang positif. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp.10.335.959.041 ribu rupiah, meningkat menjadi sebesar Rp.14.237.625.750 ribu rupiah pada tahun 2013. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari sebesar Rp. 4.654.634.020 ribu rupiah pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 5.571.940.870 ribu rupiah pada tahun 2013. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
PDRB Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No.
	Variabel
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	1.
	PDRB ADHB
	10.335.939.041
	11.492.803.624
	12.768.631.813
	14.237.625.750
	N-1

	2.
	PDRB ADHK
	4.654.634.020
	4.927.351.427
	5.221.519.494
	5.571.940.870
	N-1


Sumber : BAPPEDA, BPS Kab. Banyumas, 2014 
Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2010-2013 cenderung meningkat, tahun 2010 sebesar 5,49 persen meningkat menjadi 5,97 persen pada tahun 2012 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2013 mencapai 6,71 persen, atau sekitar 0,74 point dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 6,71. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas berkembang dengan baik, hanya saja capaian tersebut masih dibawah capaian Jawa Tengah dan Nasional.
2. PDRB per Kapita

PDRB menunjukkan produktivitas dalam kegiatan ekonomi, sedangkan PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena menunjukkan rata-rata pendapatan tiap orang. PDRB per kapita Kabupaten Banyumas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp. 6.648.229 dan secara nominal terus mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.965.276 pada tahun 2012 hingga tahun 2013 mencapai RP. 8.867.596,00. Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Secara riil, PDRB per kapita sejak tahun 2010 terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 2.994.245,00 menjadi RP. 3.257.269,00 di tahun 2012 dan meningkat kembali menjadi Rp. 3.567.947,00 di tahun 2013. 
Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Banyumas masih didominasi dari sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor industri pengolahan sebagai 3 sektor utama penyumbang PDRB. PDRB per kapita yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan masyarakat Kabupaten Banyumas semakin meningkat dari segi kesejahteraannya. Perkembangan PDRB Per Kapita selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5.
PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Tahun 2010-2014
	No.
	Variabel
	Satuan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	PDRB Per Kapita ADHB
	Rupiah
	6.648.929
	7.318.902
	7.965.276
	8.867.596
	N-1

	2.
	PDRB Per Kapita ADHK 2000
	Rupiah
	2.994.245
	3.137.313
	3.257.267
	3.567.947
	N-1


Sumber : Bappeda – BPS Kab. Banyumas,2014.
PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Perkembangan PDRB perkapita lebih fluktuatif karena dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada tahun bersangkutan mengingat PDRB perkapita adalah rata-rata PDRB tiap penduduk. Jumlah penduduk yang besar tanpa disertai kenaikan PDRB yang besar pula bisa mengakibatkan penurunan tingkat kenaikan PDRB perkapita atau bahkan penurunan jumlah PDRB perkapita. Data diatas menunjukkan adanya pertumbuhan PDRB perkapita meskipun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini bisa jadi disebabkan karena Kabupaten Banyumas secara umum masih mengandalkan sektor pertanian. Daerah-daerah yang mengandalkan sektor-sektor non-pertanian seperti industri, perdagangan dan jasa-jasa umumnya memiliki nilai PDRB dan PBRB perkapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang mengandalkan sektor pertanian.
3. Laju Inflasi


Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat.Laju inflasi Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2010-2014 menunjukan cenderung berfluktuasi dengan trend mengalami penurunan dan searah dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Harga barang dan jasa di Kabupaten Banyumas relatif stabil, hal ini ditunjukan tingkat laju inflasi berkisar 7%, pada tahun 2010-2014 yaitu sebesar 6,04% - 7,09%. Inflasi yang terjadi tahun 2014 di Kabupaten Banyumas 7,09% lebih rendah dari Inflasi di Jawa Tengah sebesar 8,22% dan Inflasi Nasional sebesar 8,36%. Perbandingan laju inlfasi Kabupaten Banyumas dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6.
Laju Inflasi Tahun 2010-2014
	No.
	Variabel
	Satuan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Kabupaten Banyumas
	%
	6,04
	3,40
	4,73
	5,75
	7,09

	2.
	Provinsi Jawa Tengah
	%
	6,88
	2,28
	2,98
	7,99
	8,22

	3.
	Nasional
	%
	6,96
	3.79
	4,30
	8,38
	8,36


Sumber : BAPPEDA Kabupaten Banyumas, 2014.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 relatif stabil, terlihat dari kenaikan harga barang dan jasa yang tergolong wajar, laju inflasi tahun kalender 2013 (Januari–Desember) sebesar 5,75%. Kondisi perekonomian seperti ini menunjukan kondisi perekonomian yang cukup baik serta menunjukan bahwa daya beli masyarakat meningkat, sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2013.Inflasi pada tahun 2014 sebesar 7.09 lebih tinggi karena tekanan kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2014. Meskipun laju inflasi naik, ada manfaat besar sebagai dampak pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Situasi dalam pasar keuangan juga semakin menguntungkan karena investor di pasar keuangan merespons positif kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), terbukti dari menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) pada pembukaan perdagangan setelah pengumuman kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM memberikan sinyal positif ke pasar keuangan dalam negeri karena akan memberikan dampak yang baik bagi neraca fiskal dan neraca transaksi berjalan. Investor sudah menunggu realisasi kebijakan ini sejak lama dan menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan mendorong reformasi ekonomi.
4. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2010-2014 menunjukkan cenderung berfluktuasi, Indeks Gini tahun 2010 sebesar 0,340 naik pada tahun 2011 sebesar 0.49 dan turun pada tahun 2012 menjadi 0,458 sedangkan pada tahun 2013 mengalami sedikit menjadi 0.485 ketimpangan sedang. Perkembangan Indeks Gini tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.7.
Indeks Gini Ratio Tahun 2010 – 2014
	No.
	Variabel
	Satuan
	2010
	2011
	2012
	2013 
	2014

	1.
	Indeks Gini
	Ratio
	0,340
	0,490
	0,458
	0,485
	N-1


Sumber : Bappeda – BPS Kabupaten Banyumas, 2014. 
Data diatas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan perkapita per keluarga di Kabupaten Banyumas dalam keadaan cukup merata (ketimpangan sedang). Namun yang harus diperhatikan adalah secara runut waktu, dari tahun ke tahun indeks gini Kabupaten Banyumas mempunyai kecenderungan untuk terus meningkat. Kondisi ini memang tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyumas, tetapi juga di kabupaten-kabupaten sekitar seperti Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.
Ada tiga kemungkinan penyebab meningkatnya indeks Gini, pertama adalah meningkatnya jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk ini berpotensi menurunkan pendapatan perkapita. Kedua, laju inflasi. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Banyumas. Dari ketiga faktor diatas, masalah pemerataan pembangunan bisa jadi memberi kontribusi terbesar terhadap peningkatan indeks Gini. Laju pertumbuhan ekonomi yang diproksikan oleh prosentase perkiraan Produk Domestik Regional Bruto untuk setiap kecamatan Atas asar Harga Konstan di Kabupaten Banyumas selama 2010-2014 memang cukup bervariasi. Di luar empat kecamatan di Purwokerto, hanya Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Wangon, dan Kecamatan Cilongok yang prosentasenya dalam rentang yang sama (3,21-14,55 persen).  Selain tujuh kecamatan di atas, rata-rata besaran persentase berada pada kisaran dibawah 3 persen.
5. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indek Williamson memberikan gambaran tentang kondisi dan keberhasilan pembangunan ditinjau dari aspek penyebaran hasil pembangunan. Angka Indeks Williamsom yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan pendapatan antar wilayah yang semakin kecil atau dengan kata lain pendapatan yang semakin merata. Hasil perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Banyumas tahun 2011 sebesar 0,0106 meningkat menjadi 0,0114 pada tahun 2012 dan menurun menjadi 0,0004 pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Banyumas masih relatif kecil yang berarti tingkat pendapatan antara wilayah semakin merata.
Peningkatan indeks Williamson ini memperkuat hasil kalkulasi indeks gini Kabupaten Banyumas yang cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Kecenderungan peningkatan indeks Williamson berarti terjadi kecenderungan peningkatan disparitas kesejahteraan masyarakat.  Meskipun peningkatannya tidak signifikan, tetapi jika dibiarkan tanpa perhatian yang cukup, dikhawatirkan terjadi ketimpangan yang melebar pada periode yang akan datang.   
6. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin tahun 2010-2014, baik di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah maupun Nasional menunjukkan penurunan. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas sebesar 20,20% masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 16,11% dan Nasional sebesar 13,33%. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebesar 21,11% juga masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar 16,21% dan Nasional sebesar 12,36%. Demikian juga pada tahun 2012 prosentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas sebesar 19,44% masih lebih tinggi dibanding dengan Jawa Tengah sebesar 14,98% dan Nasional sebesar 11,66%. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas menurun menjadi 18,44%, lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 14,44% dan lebih tinggi dibanding Nasional sebesar 11,47%. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dengan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel 2.8.


Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2014
	No.
	Persentase Penduduk Miskin
	Satuan
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Kabupaten Banyumas
	%
	21,52
	20,20
	21,11
	19,44
	18,44

	2.
	Provinsi Jawa Tengah
	%
	17,72
	16,11
	16,21
	14,98 
	14,44

	3.
	Nasional
	%
	14,15
	13,33
	12,36
	11,66
	11,47


Sumber : Bappeda – BPS Kabupaten Banyumas, 2014
7. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang masuk di Pengadilan Banyumas. Apabila kita lihat, data jumlah kriminalitas yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2010-2014, terlihat bahwa kasus kriminalitas mengalami fluktuasi dan kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 467 kasus. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas selama tahun 2010-2014adalah terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.9.

Jumlah Kriminalitas Tahun 2010 – 2014
	No.
	Variabel
	Satuan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1.
	Jumlah Kriminalitas
	Kasus
	305
	367
	467
	460
	380

	2.
	Jumlah Kriminalitas tertangani
	Kasus
	268
	333
	235
	393
	309


Sumber : POLRES Kab. Banyumas, 2014(Data Sementara*)
B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang luas meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Namun cakupan IPM lebih sempit sebagai  ukuran tingkat pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia hanya mampu mengukur sebagian aspek pembangunan manusia karena beberapa aspek sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya dan sulit untuk memadukan data dari berbagai aspek yang berbeda menjadi satu indeks komposit.

Pengukuran pembangunan manusia perlu dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang menggambarkan empat komponen, yaitu angka harapan hidup, yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang mewakili capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan pengeluaran per kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas pada tahun 2013   sebesar 73,9 yang berada pada peringkat 16 di Jawa Tengah. Dengan memodifikasi klasifikasi menengah terhadap klasifikasi pembangunan manusia menurut UNDP yang mengelompokkan tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah (0 ≤ IPM < 50), kategori menengah bawah (50 ≤ IPM < 66), kategori menengah atas (66 ≤ IPM < 80) dan kategori tinggi (80 ≤ IPM ≤100), tingkat pembangunan manusia di Kabupaten Banyumas termasuk ke dalam kategori “menengah atas”.
Tabel 2.10.
IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya 

Tahun 2010-2014
	Kabupaten
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*
	Reduksi Shortfall
	Peringkat IPM

Tahun 2013

	
	
	
	
	
	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	Jateng
	Mas-barlingcakeb

	Banyumas 

Banjarnegara 

Purbalingga 

Cilacap 

Kebumen 
	72,6

69,9

72,1

71,7

71,1
	72,9

70,3

72,5

72,3

71,6
	73,3

70,7

72,9

72,8

71,9
	73,9

71,1

73,5

73,3

72,2
	73,9

71,1

73,5

73,3

72,2
	1,3

1,5

1,5

2,2

1,7
	1,4

1,1

1,7

1,6

0,9
	2,3

1,5

1,9

2,1

1,4
	16

34

20

21

26
	1

5

2

3

4

	Jawa Tengah 
	72,5
	72,9
	73,4
	74,1
	74,1
	1,6
	1,5
	2,6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2014


2. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup adalah rata-rata usia hidup penduduk di satu wilayah. Angka usia harapan hidup Kabupaten Banyumas tahun 2010-2014 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2012 sebesar 69,83 tahun menjadi sebesar 73,90 pada tahun 2013. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas berada pada urutan paling tinggi dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam lingkup wilayah Provinsi Jawa Tengah angka usia harapan hidup Kabupaten Banyumas masih dibawah rata-rata usia harapan hidup Provinsi Jawa tengah.
3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia  15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal.Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 adalah 7,79 tahun. Angka tersebut menunjukan bahwa rata –rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Banyumas hanya mengikuti pendidikan dasar .Hal ini konsisten dengan masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan menengah.
4. Angka Melek Huruf


Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Banyumas sejak tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebesar 94,80%. Namun di tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 94,24% pada data capaian kinerja RKPDTahun 2014. Kondisi dilapangan menunjukan bahwa sebagian kecil penduduk Kabupaten Banyumas yang belum melek huruf adalah kelompok umur usia lanjut sehingga meskipun angka melek huruf belum mencapai 100%, namun angka tersebut cukup optimal.


Angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf, serta paritas daya beli sebagai komponen IPM Kabupaten Banyumas selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2.11.

Komponen IPM Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2012-2013
	No. 
	Kabupaten
	Angka Harapan Hidup (tahun)
	Pendidikan
	Paritas Daya Beli (000)

	
	
	
	Angka Melek Huruf (%)
	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
	

	
	
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013 
	2012 
	2013 

	1
	Banyumas 
	69,8 
	70.2 
	94,2
	94.8
	7,8 
	7.8 
	641,8 
	645.5 

	2
	Banjarnegara 
	69,4 
	69.6 
	88,5
	89.0
	6,4 
	6.4 
	641,5 
	644.1 

	3
	Purbalingga 
	70,7 
	71.1 
	93,5
	93.8
	7,2 
	7.2 
	638,4 
	641.6 

	4
	Cilacap 
	71,4 
	71.6 
	91,5
	92.0
	6,9 
	7.1 
	639,8 
	642.7 

	5
	Kebumen 
	69,4 
	69.7 
	91,5 
	91.8
	6,9 
	6.9 
	641,8 
	644.0 


Sumber: BPS Kabupaten Banyumas 2014
5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tenaga kerja  (man power) adalah unsur utama dalam proses produksi barang dan jasa serta mengatur sarana produksi untuk menghasilkan sesuatu. Pembangunan ketenagakerjaan memiliki permasalahan berkaitan dengan pengangguran.Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Banyumas cenderung menurun secara fluktuatif dari 7,37% pada tahun 2010 menjadi sebesar 5,37% pada tahun 2014. Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas pada tahun 2010– 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 2.12.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banyumas 

Tahun 2010 – 2014
	Wilayah
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	Kab. Banyumas
	7,37
	4,95
	5,06
	5,46
	5,37

	Jawa Tengah
	6,21
	5,93
	5,63
	6,02
	5,68

	Nasional
	7,14
	6,56
	6,14
	 6,14
	5,94


  Sumber data: BPS, 2014
6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2009-2012 selalu mengalami peningkatan, tahun 2009 sebesar 63,83 menjadi 65,02 tahun 2012. IPG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-20.
7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variable yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG mempunyai kegunaan untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan.IDG Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2009-2012mengalami penurunan, tahun 2009 sebesar 62,59 menjadi sebesar 57,52 pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, IDG Kabupaten Banyumas menempati peringkat ke-28 dari 35 kabupaten/kota.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
A. Fokus Layanan Urusan Wajib
1. Urusan Pendidikan
Pembangunan Pendidilan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari lima aspek yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan (5K). Ketersediaan dalam pelayanan pendidikan diukur melalui tingkat ketersediaan sarana dan prasarana. Indikator terkait ketersediaan sarana prasarana tersebut adalah persentase ruang kelas kondisi bangunan baik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan  kabupaten/kota yaitu : 1) persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik, 2) Persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi bangunan baik, 3) Persentase ruang kelas SMA/SMK/MA  kondisi bangunan baik, Capaian indikator tersebut pada tahun 2014 untuk jenjang SD/MI sebesar 72,75, ruang kelas SMP/MTs  sebesar 87,81%, dan ruang kelas SMA/SMK/MA sebesar 90,59%. Perkembangan kondisi ruang kelas selama kurun waktu 2009-2014 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13.
Capaian Indikator Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas 

Tahun 2009-2014
	No.
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	 1
	Ruang Kelas SD/MI Kondisi bangunan baik (%)
	58,05
	60,82
	61,31
	65,11
	65,90
	72,75

	 2
	Ruang Kelas SMP/MTs  Kondisi bangunan baik (%)
	76,75
	86,77
	86,91
	88,16
	93,36
	87.81

	 3
	Ruang Kelas SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik (%)
	92,00
	93,53
	94,25
	90,25
	92,09
	90.59


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyumas, 2014

Berdasarkan tabel tesebut diatas ruang kelas SD/MI dengan kondisi bangunan baik pada tahun 2014 meningkat 6,85% dan capaiannya melebihi target kinerja tahunan sebesar 67,65%. Sebaliknya persentaseruang kelas SMP/MTs dan SMA/SMK/Ma dengan kondisi bangunan baik menurun 5,5%, sedangkan untuk ruang kelas SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik menurun 1,5%. Dengan penurunan capaian indicator tersebut akan mempengaruhi kondisi kinerja akhir indicator daerah.  

Ketersediaan guru di Kabupaten Banyumas ditunjukan dengan indicator rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD/MI, SMP/MT, SMA/SMK/MA. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu untuk jenjang pendidikan SD/MI ,SMP/MTs dan SMA/SMK/MA per 1000 jumlah murid tingkat pendidikanyang sesuai. Untuk  Rasio masing-masing jenjang pendidikan capaian indikator tersebut sebagaimana table berikut :. 

Tabel 2.14.
Capaian Indikator Rasio Guru terhadap Murid Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs Dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas 

Tahun 2010 – 2014
	No.
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	  1.
	SD/MI
	19
	19
	19
	19
	18

	2.
	SMP/MTs
	18
	18
	18
	18
	18

	3.
	SMA/SMK/MA
	15
	15
	15
	15
	15


Sumber  : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2014.

Capaian nilai  tersebut mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar untuk  masing-masing jenjang pendidikan di Kabupaten Banyumas.  Semakin tinggi rasio guru terhadap murid maka jumlah guru relatif tersedia.

Keterjangkauan pendidikan ditunjukan oleh indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), dan Angka Melanjutkan. Capaian APK PAUD di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 adalah 75,80%  lebih rendah dari target kinerja indikator pada tahun tersebut sebesar 76,51%. 

Pada jenjang pendidikan dasar APK SD/MI/Paket A telah mencapai 101,47 %, dan APM SD/MI/Paket A sebesar 91,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah SD di Kabupaten Banyumas hampir semuanya bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. APK SMP/MTs/Paket B telah mencapai 97,93%, namun APM SMP/MTs/Paket B baru mencapai 71%. Pada jenjang pendidikan menengah, APK SMA/SMK/MA/Paket C baru mencapai sebesar 80,45% dan APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 52,84%. APM yang masih rendah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah untuk sekolah pada jenjang SMP dan SMA masih rendah. Angka Putus Sekolah (APS) pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,07% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,24% untuk jenjang SMP/MTs, dan mencapai 1,04% untuk jenjang SMA/SMK/MA. 

Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs perlu diupayakan untuk terus turun sampai dengan 0%. Angka Putus sekolah SMA/SMK/MA yang cukup tinggi dan cenderung meningkat memerlukan perhatian khusus agar mereka yang putus sekolah dapat kembali sekolah,  mengikuti pendidikan  non formal, atau bekerja, sehingga tidak membebani angka pengangguran.

Capaian indikator-indikator keterjangkauan pendidikan yang belum optimal memiliki sebab mendasar yaitu kemiskinan. Beberapa kasus seperti anak putus karena harus bekerja untuk membantu orang tua, atau belum  optimalnya BOS untuk mengurangi angka putus sekolah karena siswa tidak memiliki biaya transportasi ke sekolah memerlukan terobosan program yang terintegrasi dengan sektor lain. 

Secara rinci capaian indikator keterjangkauan pendidikan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.15.
Capaian Indikator Keterjangkauan untuk SD/MI, SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2014
	No
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013 
	2104

	1
	Angka Partisipasi Kasar (APK)
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	APK PAUD/TK
	68,29
	69,29
	72,30
	73,30
	74,90
	75,80

	
	APK SD/MI/Paket A (%)
	110,19
	110,19
	110,81
	102,03
	106,03
	101,47

	
	APK SMP/MTs/Paket B (%)
	95,30
	98,30
	96,21
	96,26
	96,26
	97,93

	
	APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)
	61,12
	60,09
	60,69
	76,24
	76,24
	80,45

	2
	Angka Partisipasi Murni (APM)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	APM SD/MI/Paket A (%)
	93,88
	94,38
	95,13
	87,72
	91,16
	91,18

	
	APM SMP/MTs/Paket B (%)
	70,54
	70,32
	69,97
	67,73
	70,73
	71,00

	
	APM SMA/SMK/MA/Paket C (%)
	38,51
	40,27
	40,67
	50,49
	52,78
	52,84

	3
	Angka Putus Sekolah (APS)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	APS SD/MI (%)
	0,12
	0,16
	0,16
	0,06
	0,06
	0,07

	
	APS SMP/MTs (%)
	0,57
	0,47
	0,47
	0,29
	0,36
	0,24

	
	APS SMA/SMK/MA (%)
	1,04
	1,25
	1,25
	1,18
	1,58
	1,044

	4
	Angka Melanjutkan (AM)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	AM dari SD/MI ke SMP/MTs (%)
	100
	100
	97
	100
	100
	100

	
	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
	99,80
	94,04
	94
	73,07
	79,41
	76,90


Sumber  : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas,  2014

Kualitas pendidikan diukur melalui indikator angka kelulusan dan angka kualifikasi guru.Pada tahun 2014 angka kelulusan pada semua jenjang pendidikan tergolong baik, walaupun belum mencapai 100%. Untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2014 angka kelulusan mencapai 100%, sedangkan pada jenjang SMP/MTs sebesar 98,01%, dan jenjang SMA/MA/SMK sebesar 97,95%. 
Kualitas guru di Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2010-2014. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2014 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 29,51%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 79,55 dan jenjang SMA/MA/SMK sebesar 93,09.Walaupun kualifikasi guru cenderung meningkat tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang tidak memiliki motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Secara rinci perkembangan indikator angka kelulusan dan kualifikasi pendidik terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16.
Capaian Indikator Kualitas Pendidik pada Jenjang SD/ SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013 
	2104

	1.
	Angka Kelulusan (AL)
	
	
	
	
	
	

	
	AL SD/MI (%)
	94,26
	100
	100
	96,93
	100
	100

	
	AL SMP/MTs (%)
	86,96
	92,73
	93,21
	94,80
	93,33
	98,01

	
	AL SMA/SMK/MA (%)
	95,81
	98,13
	98,28
	99,93
	99,96
	97,95

	2.
	Kualitas Pendidik 

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV
	
	
	
	
	
	

	
	TK (Guru PAUD) (%)
	8,57
	10,21
	14,29
	23,42
	23,42
	29,51

	
	SD,SMP ( Guru Dikdas) (%)
	50,43
	58,50
	65,61
	72,31
	72,31
	79,55

	
	SMA/SMK (Guru Dikmen) (%)
	89,92
	91,46
	90,65
	93,15
	93,15
	93,09


Sumber  : Dinas Pendidikan Kab.Banyumas, 2014

2. Urusan Kesehatan

Kinerja makro urusan kesehatan pada fokus pelayanan wajib antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan universal child immunization, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas.

Rasio posyandu per satuan balita tahun 2014 menurun dari tahun 2013 pada Posyandu Pratama, Posyandu Purnama, dan Posyandu Mandiri. Tahun 2013, rasio posyandu Pratama sebesar 7,2 menurun menjadi 6,56 pada tahun 2014, posyandu Purnama tahun 2013 sebesar 46,8 menurun menjadi 45,05 pada tahun 2014, posyandu mandiri tahun 2013 sebesar 15,9 menurun menjadi 15,86 tahun 2014. Peningkatan terjadi pada rasio posyandu madya, tahun 2013 sebesar 30,1 menjadi 32,52 pada tahun 2014.  

Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantupersatuan penduduk selama enam tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 0,06.  Rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan peningkatan selama tiga tahun, tetapi menurun di tahun 2014, berturut-turut 0,04 di tahun 2011; 0,05 di tahun 2012; 0,06 di tahun 2013 dan 0,01 di tahun 2014. Rasio dokter per satuan penduduk menunjukkan adanya peningkatan, tahun 2013 sebesar 0,01 menjadi 0,35 pada tahun 2014. Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 0,78 tahun 2013 menjadi 0,35 pada tahun 2014. 

Tahun 2014, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 100%. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2014 sebesar 100 % meningkat dari capaian tahun 2013  yaitu sebesar 94,35 %. 

Cakupan desa/kelurahan universal child immunization selama tahun            2011 – 2014 menunjukan angka yang sama  yaitu sebesar 100%.  Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan selama enam tahun terakhir (2011 – 2014) menunjukkan angka yang membanggakan, yaitu sebesar 100%.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2014 sebesar 100% meningkat dari tahun 2013 sebesar 70,04. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD tahun 2014 sama dengan capaian tahun 2013 sebesar 100.Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama empat tahun menunjukkan angka cakupan 100%. Cakupan kunjungan bayi  tahun 2014 sebesar  98,2 % meningkat dari capaian tahun 2013 sebesar 97,62 %. Cakupan puskesmas selama tahun lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 144,40%.
Tabel 2.17.
Tabel Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2009-2014 

pada Aspek Pelayanan Umum
	No.
	Indikator
	Satuan
	
Tahun 


	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Rasio posyandu per satuan balita : 

a. Posyandu Pratama

b. Posyandu Madya

c. Posyandu Purnama

d. Posyandu Mandiri
	%
	-
-
-
-
	-
-
-
-
	-
-
-
-
	7,41
34,04
42,81
15,74
	7,20
30,10
46,80
15,90
	6,56
32,52
45,05
15,86

	2.
	Rasio Puskesmas,

Rasio Poliklinik, 

Rasio Puskesmas pembantu 

(per satuan penduduk) 
	Rasio
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	3.
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 
	Rasio
	0,02
	0,03
	0,04
	0,05


	0,06
	0,01

	4.
	Rasio dokter per satuan penduduk 
	Rasio
	0,9
	0,9
	0,9
	0,10
	0,10
	0,35

	5.
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk 
	Rasio
	0,588
	0,834
	0,828
	0,761
	0,780
	0,35

	6.
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
	%
	87,63
	100
	100
	90,52
	100
	100

	7.
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	%
	98,17
	95,24
	97,82
	98,11
	94,35
	100

	8.
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	%
	99,4
	99,1
	100
	100
	100
	100

	9.
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	10.
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
	Rasio
	24
	83,76
	86,66
	69
	70,04
	100

	11.
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
	Rasio
	129
	42
	201
	67
	100
	100

	12.
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	13.
	Cakupan kunjungan bayi
	%
	92,22
	103,36
	100
	103,70
	97,62
	98,2

	14.
	Cakupan puskesmas
	%
	144,4
	144,4
	144,4
	144,40
	144,4
	144,4

	15.
	Cakupan puskesmas pembantu
	%
	144,4
	144,4
	144,4
	144,4
	144,4
	11,7


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Banyumas, 2009-2014
3. Urusan Pekerjaan Umum

Kinerja makro urusan pekerjaan umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan lingkungan permukiman. Kabupaten Banyumas memiliki panjang jalan 804,78 km, dengan persentase kondisi jalan baik terus meningkat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yaitu sebesar 33,85%, 50,98%, 59,42%, dan 61,26%. Persentase kondisi sedang panjang jalan di Kabupaten Banyumas cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar 30,73%, tahun 2012 sebesar 26,71%, tahun 2013 sebesar 15,06% dan tahun 2014 sebesar 20,88%.  Persentase kondisi jalan rusak di Kabupaten Banyumas juga menurun dari tahun 2011 sebesar 34,89%, tahun 2012 sebesar 22,32%, tahun 2013 sebesar 25,51% dan tahun 2014 sebesar 17,86%. Potensi sumber daya air di Kabupaten Banyumas antara lain air baku dari mata air sebanyak 383 buah, dan air permukaan berupa air sungai. Kabupaten Banyumas termasuk dalam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Tipar, Ijo dan Cimeneg. Jumlah embung di Kabupaten Banyumas sebanyak 10 buah, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air, khususnya di daerah-daerah kering. Guna mencukupi kebutuhan air untuk pertanian, terdapat jaringan irigasi sepanjang 620,933km. Persentase kondisi jaringan irigasi baik dari tahun 2011 sampai dengan 2014 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 48,61%, 51,11%, 55,88%, dan 59,56%. Sedangkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi rusak tahun 2011-2014 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 51,39%, 48,89%, 44,12%, dan 40,44%. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan, jalan poros, jaringan irigasi,  embung di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.18.

Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2014

	No
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun (%)

	
	
	2009                  (akhir 2008)
	2010                  (akhir 2009)
	2011                  (akhir 2010)
	2012                  (akhir 2011)
	2013                  (akhir 2012)
	2014                  (akhir 2013)
	2015                  (akhir 2014)

	1
	Panjang Jalan Kabupaten
	804,784
	804,784
	804,784
	804,784
	804,784
	804,784
	804,784

	 
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
	33,93
	50,51
	34,03
	33,85
	50,98
	59,42
	61,26

	 
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)
	52,45
	34,14
	30,90
	30,73
	26,71
	15,06
	20,88

	 
	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak (%)
	13,62
	15,35
	35,08
	34,89
	22,32
	25,51
	17,86

	2
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten
	614.008
	615.008
	620.933
	620.933
	620.933
	620.933
	620.933

	 
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)
	36,45
	39,43
	47,34
	48,61
	51,11
	55,88
	59,56%

	 
	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak (%)
	63,55
	60,57
	52,66
	51,39
	48,89
	44,12
	40,44%


Sumber : Dinas SDABM Kab. Banyumas, 2014

Kinerja penanganan pencemaran lingkungan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, persentase luas pemukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah per satuan penduduk dan penegakan hukum lingkungan, dan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih. Volume produksi sampah perkotaan mencapai 414.650 m3 pada tahun 2013, meningkat dari tahun 2009 hanya sebanyak 3.752 m3.
Tabel  2.19.

Kinerja Penanganan Sampah di Kabupaten Banyumas  Tahun 2009-2013
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Volume produksi sampah perkotaan (m3)
	1.559.729

3.752
	1.601.927

4.053
	1.584.045

4.224
	1.592.853

4.682
	1.650.234

5.238

	2.
	Volume sampah yang tertangani (m3)
	204.400

370
	165.345

422
	178.850

458
	155.855

527
	165.857

694

	3.
	Persentase penanganan sampah (%)
	13,10

9,87
	10,32

10,42
	11,29

10,85
	12,87

11,25
	13,25

13,25


Sumber : DCKKTR Kab. Banyumas, 2013
4. Perumahan Rakyat

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas, berdampak terhadap peningkatan jumlah hunian. Jumlah rumah permanen di Kabupaten Banyumas meningkat dari 168.118 unit di tahun 2009, , tahun 2012 mencapai sebanyak 393.698 unit tahun 2013 sebanyak 400.120 unit. Jumlah rumah semi permanen juga mengalami peningkatan, pada tahun 2012 mencapai sebanyak 171.976 unit dan tahun 2013 sebanyak 182.650 unit sedangkan rumah non permanen sebanyak 106.911 unit.
Pemenuhan air bersih di Kabupaten Banyumas ditangani oleh PDAM, dengan kapasitas produksi maksimum air PDAM Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 sebanyak 12.729.085 m³. Produksi air tersebut disalurkan pada pelanggan terbagi untuk kegiatan rumah tangga sebesar 7.357.981 m³, Hotel/Obyek Wisata sebesar 1.371.540 m³, badan sosial/rumahsakit/peribadatan sebesar 510.341 m³, sarana umum sebesar 182.265 m³, perusahaan/ pertokoan/industri sebesar 8.410 m³, instansi pemerintah sebesar 2.778.608 m³, dan lain-lain sebesar 519.940 m³. Kebutuhan air minum untuk masyarakat ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah rumah tangga pengguna air bersih yang meningkat selama lima tahun, yaitu dari sebesar 52,82% rumah tangga di tahun 2009 menjadi sebesar 55,08% rumah tangga di tahun 2013 dan untuk tahun 2014 angka sementara 63,78%%.

Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih meningkat namun capaiannya baru mencapai sebesar 63,78% tahun 2014, masih lebih rendah dari target MDG’s Indonesia sebesar 68,87%. Cakupan rumah tangga bersanitasi juga mengalami peningkatan, namun sampai dengan tahun 2014 baru mencapai 56,20%, , lebih rendah dari target MDGs tahun 2015 sebesar 62,41%. Pemukiman kumuh dari rumah tidak layak huni juga masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Banyumas. Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Banyumas sebesar 26,85%. Sementara itu persentase jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Banyumas sebanyak 27,00%. Selengkapnya perkembangan kinerja urusan perumahan dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20.

Perkembangan Kinerja Urusan Perumahan Kabupaten Banyumas

Tahun 2010 -2014
	No.
	Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1.
	Jumlah Rumah :
	385.994
	389.846
	672.585
	688.981
	688.981

	
	a. Permanen
	168.118
	169.972
	393.698
	400.120
	400.120

	
	b. Semi permanen
	104.485
	105.484
	171.976
	182.650
	182.650

	
	c. Non permanen
	113.391
	114.390
	106.911
	106.211
	106.211

	2.
	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih
	215.562
	219.062
	223.142
	225.000
	277.902

	3.
	Persentase rumah tangga memiliki akses air bersih  (%)
	53,75
	54,08
	54,54
	55,08
	63,78

	4.
	Persentase rumah tangga bersanitasi  (%)
	37,87
	38,24
	39,00
	39,39
	56,20

	5.
	Persentase Lingkungan Pemukiman kumuh perkotaan (%)
	7,50
	7,37
	7,24
	7,11
	

	6.
	Persentase rumah  layak huni (%)
	87,10
	86,70
	87,05
	87,26
	86,70


Sumber :DCKKTR Kab. Banyumas. (* angka sementara)

5. Urusan Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan pada tahun 2010 semua Kabupaten/Kota harus menetapkan Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota. Kabupaten Banyumas telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Perda RTRW tersebut menjadi pedoman bagi Kabupaten Banyumas menjadi acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat dalam penataan wilayah.Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. RTRW tersebut perlu dijabarkan menjadi berbagai Rencana Tata Ruang Kawasan.
Dalam konstelasi penataan ruang Provinsi Jawa Tengah, Kota  Purwokerto yang merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang diharapkan menjadi kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kota/kabupaten terutama di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dan barat. Selain Kota Purwokerto terdapat pula beberapa perkotaan di Kabupaten Banyumas yang ditetapkan sebagai  Pusat  Kegiatan Lokal (PKL) yang difungsikan untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Perkotaan tersebut meliputi Wangon, Ajibarang, Banyumas dan Sokaraja. . Sampai dengan tahun 2014 telah disusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Purwokerto, RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja, RDTR Kawasan Perkotaan Ajibarang, RDTR Kawasan Perkotaan Wangon, RDTR Kawasan Perkotaan Banyumas, dan RDTR Kawasan Perkotaan Sumpiuh.
Selama kurun waktu tahun 2009-2010 masih ditemui pelanggaran terhadap tata ruang. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya bangunan yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Sampai dengan tahun 2014 masih Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan baru mencapai 22,03%.
Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan Purwokerto selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami peningkatan.Prosentase RTH pada tahun 2014 baru mencapai 10,77%, hal ini masih dibawah Undang – Undang Penataan Ruangan yang mengamanatkan prosentase RTH perkotaan sebesar 30%. Tahun 2008 luas RTH perkotaan sebesar 116.460 Ha, menurun menjadi 116.287 Ha.Meskipun mengalami penurunan luas RTH di Kabupaten Banyumas lebih dari 20% dari luas wilayah. Kondisi ini sudah dapat mencapai indikator SPM yaitu tersedianya luas RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan.

Tabel 2.21.

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas 

Tahun 2010-2014
	No
	Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014 *)

	1.
	Persentase Ruang Terbuka Hijau  persatuan luas wilayah ber HPL/HGB (%)
	8,50
	9,00
	9,20
	9,92
	10,77

	2.
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)
	11,72
	15,50
	17,72
	20,00
	22,03


Sumber :DCKKTR Kab. Banyumas, 2014. (*angka sementara)
6. Urusan Perencanaan
Dalam pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Melalui  daerah  kendala keterbatasan dana dapat dimaksimalkan kemanfaatannya bagi pembangunan daerah Kabupaten Banyumas.  akan memunculkan skala prioritas dalam memecahkan permasalahan strategis bersifat yang mendesak. Penyusunan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan ketersediaan data yang up to date dan akurat untuk memprediksi kondisi di masa mendatang.
Kabupaten Banyumas memiliki beberapa dokumen perencanaan, baik  daerah, maupun perencanaan sektoral.Kabupaten Banyumas telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 (Perda Nomor 7 tahun 2009), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Perda Nomor 10 Tahun 2013). Dokumen perencanaan lain yang dimiliki adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda Nomor 10 Tahun 2011), dokumen perencanaan sektoral seperti RAD Pendidikan Untuk Semua (PUS) dan Rencana Induk Pemberdayaan Perempuan. Juga tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERBUP yang merupakan penjabaran program RPJMD. 
Tabel 2.22.
Kinerja Makro Urusan  

Tahun 2010-2014
	Indikator
	Tahun

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada


Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2014.
7. Urusan Perhubungan

Sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Banyumas meliputi terminal, dan sarana dan prasarana lalu lintas. Terminal Bus di Kabupaten Banyumas ada 3 buah terdiri dari 1 unit terminal tipe A, dan 2 unit terminal tipe B. Sementara itu jumlah rambu lalu lintas di Kabupaten Banyumas dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1.124 unit, 1.328 unit, 1.719 unit, 2.427 unit, dan 3.114 unit. Sedangkan rambu pendahulu petunjuk jalan juga terus meningkat dari tahun 2010-2014 yaitu sebanyak 209 unit, 219 unit, 227 unit, 289 unit, dan 351 unit. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas meningkat sejak tahun 2012-2014 yaitu sebanyak 46 unit, 51 unit, dan 56 unit. Warning lamp terus meningkat sejak tahun 2010-2014 yaitu sebanyak 60 unit, 64 unit, 78 unit,  95 unit, dan 125 unit. Marka jalan meningkat sejak tahun 2010-2014 yaitu sepanjang 4.464m2, 4.707m2, 5.195m2, 10.557m2, dan 15.540m2. Beberapa ruas di Kabupaten Banyumas memerlukan sarana dan prasarana pengatur lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. Perkembangan jumlah terminal dan sarana prasarana lalu lintas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23.

Fasilitas Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Banyumas

Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Terminal
	
	
	
	
	

	
	· Jumlah Terminal Kelas A (unit)
	1
	1
	1
	1
	1

	
	· Jumlah Terminal Kelas B (unit)
	2
	2
	2
	2
	2

	2.
	Angkutan Darat
	
	
	
	
	

	
	· Jumlah bus AKAP
	100
	85
	47
	47
	47

	
	· Jumlah bus AKDP
	675
	675
	675
	675
	675


Sumber : Dinhubkominfo Kab. Banyumas, 2014

Tabel 2.24.

Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah sarana dan prasarana lalu lintas (unit) :
	
	
	
	
	

	 
	· Rambu Lalu Lintas (unit)
	1.124
	1.328
	1.719
	2.427
	3.114

	 
	· Rambu (pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) (unit)
	209
	219
	227
	289
	351

	 
	· Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit)
	46
	46
	46
	51
	56

	 
	· Warning Lamp (unit)
	60
	64
	78
	95
	125

	 
	· Marka Jalan (m2)
	4.464
	4.707
	5.195
	10.557
	15.540


Sumber : Dinhubkominfo Kab. Banyumas, 2014

Jumlah penumpang angkutan umum, baik Bus AKAP, Bus AKDP, Mikrobus, maupun Angkota/angkudes dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penumpang Bus AKAP sebanyak 1.669.650 orang, penumpang Bus AKDP 2.059.964 orang, penumpang Mikrobus 3.007.140orang, penumpang Angkota/ Angkudes 1.208.571 orang.

Jumlah trayek bus menunjukkan penurunan dalam kurun waktu tahun 2010-2014. trayek Bus AKDP pada tahun 2010 dan 2011 sebanyak 679 trayek, mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 410 trayek dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebanyak 589 trayek. Sedangkan trayek AKAP pada tahun 2010 dan 2011 sebanyak 109  trayek dan mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi sebanyak 43 trayek dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebanyak 47 trayek dan tahun 2014 sebanyak 52 trayek. Sementara itu trayek AJDP (Antar Jemput Dalam  Provinsi) pada tahun 2012 dan 2013 sebanyak 54 trayek dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi sebanyak 85 trayek. Angkutan wisata di Kabupaten Banyumas dari tahun 2010-2013 tidak menunjukkan perubahan yaitu sebanyak 54 unit, tapi tahun 2014 menunjukkan perubahan cukup besar menjadi sebanyak 102 unit.

Angkutan umum yang melakukan uji KIR di Kabupaten Banyumas mengalami perubahan kenaikan jumlah untuk jenis mobil penumpang umum, bus, mobil barang, maupun mobil gandengan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25.

Jumlah penumpang Angkutan Umum, Trayek, dan Uji KIR

di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah penumpang angkutan umum (orang) 
	 
	 
	
	
	

	
	Bus AKAP
	3.865.596
	3.681.980
	3.102.426
	2.921.580
	1.669.650

	
	Bus AKDP
	8.630.796
	8.371.872
	4.284.868
	3.654.201
	2.059.964

	
	Mikrobus
	6.640.329
	6.461.704
	5.009.141
	4.501.250
	3.007.140

	
	Angkota/Angkudes
	2.588.742
	2.529.200
	1.983.423
	1.834.560
	1.208.571

	2.
	Jumlah trayek angkutan umum (unit)
	 
	 
	
	
	

	
	AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)
	679
	679
	410
	675
	589

	
	AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)
	109
	109
	43
	47
	52

	
	AJDP (Antar Jemput Dalam  Provinsi)
	NA
	NA
	54
	54
	85

	
	AJAP (Antar Jemput antar Provinsi)
	NA
	NA
	6
	6
	16

	
	Angkutan Kota
	344
	344
	344
	344
	344

	
	Angkutan Desa
	506
	506
	506
	506
	506

	
	Taksi
	
	
	120
	120
	120

	3.
	Rasio ijin trayek
	0,045
	0,045
	0,044
	0,044
	

	4.
	Jumlah angkutan wisata (unit)
	40
	40
	54
	54
	102

	5.
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji
	10,446
	10,857
	11,212
	11,212
	11.764

	6.
	Jumlah Uji KIR  angkutan umum :
	 
	 
	
	
	

	
	Mobil penumpang umum
	219
	242
	237
	237
	245

	
	Mobil Bus
	2.979
	3.206
	3.164
	3.206
	3.213

	
	Mobil Barang
	756
	1.440
	2.142
	2.442
	3.699

	
	Mobil Gandengan
	278
	260
	225
	225
	227


Sumber: Dinhubkominfo Kab. Banyumas, 2014
8. Urusan Lingkungan Hidup
Kinerja makro urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan.

Di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas: pelayanan pencegahan pencemaran air; pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dan; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup. Selain itu pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup juga harus memperhatikan target-target yang ada dalam Millenium Development Goals (MDGs) khususnya tujuan nomor 7 (Tujuh) yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup.

Kondisi pencapaian atas indikator SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Banyumas tahun 2014 belum mencapai hasil yang optimal. Indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup hanya mencapai 60% pada tahun 2014, menurun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 100%. Secara rinci kondisi capaian SPM bidang lingkungan hidup tersaji pada tabel berikut.
Tabel 2.26.

Capaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Tahun 2010-2014
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun
	

	
	
	22009
	22010
	22011
	22012
	22013
	22014

	1.
	Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
	0
	0
	 37,5 
	67,5
	92,5
	13,3

	2.
	Pelayanan Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
	0
	0
	0
	27,5
	47,5
	0

	3.
	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)
	0
	0
	0
	14
	20
	36,236

	4.
	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%).
	100
	100
	100
	100
	100
	60


Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Banyumas, 2014

Ancaman pencemaran lingkungan di Kabupaten Banyumas semakin meningkat, terlihat dari penambahan jumlah usaha yang berpotensi mencemari lingkungan dari tahun 2010 hanya sebanyak 70, menurun pada tahun 2011 sebanyak 66 kegiatan, namun kemudian meningkat tajam pada tahun 2012 sampai tahun 2014  yaitu sebanyak 96 kegiatan, 169 kegiatan dan 1.096 kegiatan. Sementara itu jumlah usaha yang telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah pada tahun 2011 menurun dibandingkan tahun 2010 sebanyak 37 kegiatan, kemudian meningkat pada tahun 2012-2013 sebanyak 70 kegiatan dan 99 kegiatan, namun kemudian menurun cukup tajam menjadi sebanyak 18 kegiatan pada tahun 2014. Untuk cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan telah mencapai 100% pada tahun 2014. Sedangkan jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan AMDAL, UKL-UPL, SPPL terus meningkat dari tahun 2010 hanya sebanyak 420 dokumen, maka pada tahun 2012-2014 terus meningkat yaitu sebanyak 542 dokumen,  825 dokumen, dan 1.096 dokumen. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa mulai tahun 2012 sebanyak 14 % terus meningkat pada tahun 2013 menjadi 20% dan tahun 2014 mencapai 36,26%. Sedangkan cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan atau lahan kritis walaupu tahun 2010-2012 mengalami peningkatan dari 40 Ha menjadi 63,08 ha dan 210 ha, namun kemudian tahun 2013-2014 menurun menjadi 125,88 ha dan 75 ha. 
Tabel  2.27.

Kinerja Penanganan Pencemaran Lingkungan

di Kabupaten Banyumas  Tahun 2010-2014
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah usaha yang berpotensi mencemari lingkungan (Kegiatan)
	70 
	 66  
	96 
	169
	1.096

	2.
	Jumlah usaha yang telah memiliki IPAL (Kegiatan)
	37 
	 15 
	70 
	99
	18

	3.
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%)
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Penegakan hukum lingkungan (%)
	-
	-
	-
	100
	100

	5.
	Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan AMDAL, UKL-UPL, SPPL (Dokumen)
	420
	231
	542
	825
	1.096

	6.
	Cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan atau lahan kritis (Ha)
	40
	63,08
	210
	125,855
	75

	7.
	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (%)
	-
	-
	14
	20
	36,236


Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, 2014
9. Urusan Pertanahan
Kinerja makro urusan Pertanahan bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. Pensertifikatan tanah sangat penting untuk menunjukkan kepemilikan tanah. Besarnya persentase luas lahan bersertifikat dapat dilihat dari luas lahan bersertifikat dibandingkan dengan luas lahan yang seharusnya bersertifikat. Pada Tahun 2012 di Kabupaten Banyumas, luas lahan yang seharusnya bersertifikat seluas 108.941,69 ha, dan lahan belum bersertifikat seluas 23,818 ha, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini baru mencapai sebesar 82,44%. Berkaitan dengan konflik-konflik pertanahan dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013) di Kabupaten Banyumas tidak terjadi kasus sengketa tanah. 

Terkait dengan perizinan lokasi, penyelesaian izin lokasi diperoleh dari jumlah Izin Lokasi dibandingkan dengan Permohonan Izin Lokasi. Pada tahun 2014 di Kabupaten Banyumas terdapat Permohonan Izin Lokasi sebanyak 3 izin sedangkan yang diterbitkan sebanyak 3 izin, dengan demikian capaian kinerjanya sebesar 100%. Perkembangan capaian kinerja pembangunan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel  2.28.

Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan 

 Kabupaten Banyumas  Tahun 2010-2014
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	
	Capaian kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	
2013
	2014*)

	1.
	Persertifikatan tanah
	
	
	
	
	

	
	Persentase luas lahan bersertifikat (%)
	76,93
	81,68
	82,06
	82,44
	82,44

	2.
	Izin Lokasi
	
	
	
	
	

	
	Jumlah Permohonan Ijin Lokasi
	4
	2
	16
	3
	3

	
	Penyelesaian ijin lokasi
	4
	2
	16
	3
	3

	
	Prosentase ijin lokasi
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas.(*angka sementara)
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipi

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil mempunyai peran sangat penting. Hal ini dikarenakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil terkait dan menjadi akses kepada pelayanan lain kepada masyarakat. Dengan demikian tuntutan dan harapan masyarakat akan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil  semakin besar.  

Kinerja pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Banyumas belum terwujud secara optimal meskipun terdapat kecenderungan untuk terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja pelayanan KTP, KK maupun akte kelahiran yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kinerja  pelayanan KTP pada tahun 2014 telah mencapai 81,09% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP sebanyak 1.492.040 orang. Capaian   kinerja pelayanan tersebut lebih besar dari target kinerja tahun 2014 sebesar 80,57%, bahkan melebihi target kinerja akhir tahun RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018 sebesar 80,76%.

Pada tahun 2014 prosentase penduduk yang memiliki akte sebesar 73,1%. Angka tersebut menunjukan target kinerja  pelayanan akte kelahiran pada tahun 2014 sebesar 61% telah tercapai. Namun demikian pelayanan akte kelahiran masih perlu ditingkatkan karena meskipun pelayanan tersebut gratis bagi sebagian masyarakat terutama yang jauh dari ibu kota Kabupaten rmemiliki akte kelahiran memerlukan baya tinggi.  Upaya pelayanan akte kelahiran dengan sistem jemput bola masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga tahun 2009-2014 menunjukan peningkatan. Hingga tahun 2014 prosentase kepemilikan KK telah mencapai 93,55% dari total jumlah KK sebanyak 633.989. 

 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Banyumas mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Sementara itu untuk pelaksanaan   e-KTP di Kabupaten Banyumas baru dimulai pada tahun 2012.Namun demikian masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Tingkat pendidikan SI/S2/S3 sumber daya manusia di Kabupaten Banyumas setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun 2014 jumlah SDM yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 44.377 orang;   S2 sebanyak 2.982 orang dan untuk S3 sebanyak 332 orang. selengkapnya perkembangan pelaksanaan Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK dan SDM di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29.
Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran dan KK di Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2014
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah penduduk yang wajib KTP
	1.340.042
	1.345.897
	1.396.733
	1.444.659
	1.466.810
	1.493.040

	
	Persentase Kepemilikian KTP bagi wajib KTP (%)
	73,2%
	73,6%
	78,72%
	80,47
	80,52
	81,09

	2.
	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (%)
	44,95
	51,77
	52,40
	51
	56
	73,1

	3.
	Jumlah Tempat Perekaman Data Kependudukan Kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) 
	SIAK Offline
	SIAK Offline
	SIAK
	27 Kec.
	27 Kec
	37 Kec

	4.
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
	-
	-
	sudah
	sudah
	Sudah
	sudah

	5.
	Jumlah Keluarga (KK)
	573,861
	585,572
	531,313
	561,427
	622.151
	633.989

	6.
	Persentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%) 
	69,3%
	69,9%
	79,6%
	84,94
	92,81
	93,55

	7.
	Rasio Lulusan :

S1

S2

S3
	33.088

2.300

239
	36.347

2.338

240
	40.182

2.580

260
	41.578

2.703

283
	42.812

2.883

298
	44.377

2.982

332

	8.
	Raso Ketergantungan (%)
	52,26
	52,4
	-
	-
	-
	-


Sumber : Dinpendukcapil Kab. Banyumas, 2014

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas dapat diketahui dari besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IPG Kabupaten Banyumas pada tahun 2011 sebesar 64,65 lebih rendah dari Jawa Tengah sebesar 66,45. IDG Kabupaten Banyumas sebesar 67,64. Nilai IPG yang masih rendah disebabkan antara lain rata-rata melek huruf, lama sekolah dan sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Banyumas lebih rendah daripada laki-laki. Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam peningkatan IDG, antara lain rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, rendahnya sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangga dan sebagian perempuan sebagai pekerja domestik (ibu rumah tangga). 

Berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, di Kabupaten Banyumas banyak terjadi kasus KDRT, dengan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Pada tahun 2013 jumlah KDRT anak korban kekerasan sebanyak 53 orang dan perempuan korban kekerasan sebanyak 9 orang.Penanganan korban kekerasan di Kabupaten Banyumas telah diupayakan seoptimal mungkin.Setidaknya terdapat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten sebanyak 27 unit. Penanganan pengaduan maupun penanganan kesehatan terhadap korban kekerasan juga sudah optimal, cakupan layanan rehabilitasi sosial baru mencapai 75%, jumlah focal point gender SKPD yang terbentuk sudah mencapai 35 unit dan partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 telah mencapai 58,42%, sedangkan prosentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah ( PNS PEMDA) sebesar 48,21%.

Gambaran kondisi dan capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.30.
Capaian Indikator Kinerja PP dan PA Kabupaten Banyumas

Tahun 2009 – 2014
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Jumlah anak korban kekerasan(Anak)
	74
	57
	58
	49
	53
	44

	5.
	Cakupan perempuandan anakkorban kekerasanyang mendapatkan penanganan pengaduanoleh petugasterlatihdi dalamunit pelayananterpadu(%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.
	Cakupan perempuandan anakkorban kekerasanyang mendapatkan layanankesehatan olehtenaga kesehatanterlatih diPuskesmas mampu tatalaksana KtP/Adan PPT/PKT diRS(%)
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Cakupanlayanan rehabilitasisosial yangdiberikanoleh petugasrehabilitasi sosialterlatihbagi perempuandan anakkorban kekerasandidalam unitpelayanan terpadu.(unit)
	75
	75
	75
	75
	64,28
	11

	8.
	Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)
	27
	27
	27
	27
	27
	27

	16.
	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)
	16
	16
	16
	16
	16
	16


Sumber : Bapermas PKB, BKD dan Sekretariat DPRD Kab. Banyumas, 2014.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera               
Indikator kinerja urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018 meliputi rasio akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, prosentase cakupan peserta KB aktif, jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan rata-rata jumlah anak per keluarga. Di samping indikator tersebut terdapat indikator lain untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Capaian  kinerjanya indikator-indikator tersebut pada tahun 2014 ditunjukan oleh tabel berikut: 
Tabel 2.31.

Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kabupaten Banyumas Tahun 2009-2013
	No.
	Indikator
	Capaian kinerja Setiap Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1. 
	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)
	2,31
	2,30
	2,30
	2,31
	2,20
	2,17

	2. 
	Rasio Aseptor KB
	72,07
	72,04
	72,43
	72,40
	74,24
	73,20

	3. 
	Jumlah peserta KB aktif
	220.932
	221.602
	223.374
	228.160
	250.867
	248.138

	4. 
	Cakupan peserta KB aktif (%)
	72,07
	72,04
	72,43
	73,81
	78,34
	73,20

	5. 
	Jumlah peserta KB baru 
	47.097
	58.321
	60.815
	61.712
	56.318
	48.208

	6. 
	Unmetneed KB
	51.913
	53,839
	51.290
	47.491
	46,240
	49.625

	7. 
	Persentase Drop Out (DO) KB
	43.463
	57.751
	58.047
	55.260
	17,480
	17,030

	8. 
	Persentase peserta KB Mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)
	81,32
	82,71
	83,64
	87,34
	83,49
	74,72

	9. 
	Rasio PLKB dengan Desa/Kelurahan (orang)
	3,4
	3,8
	3,6
	2,63
	2,75
	2,80

	10. 
	Rasio PPKBD dengan Desa/Kelurahan (orang)
	331
	331
	331
	331
	331
	1

	11. 
	Persentase keluarga Pra Sejahtera (%)
	25,77
	25,12
	23,78
	23,66
	23,35
	22,5

	12. 
	Persentase keluarga Pra Sejahtera I(%)
	45,05
	43,98
	43,3
	43,13
	

19,60
	19,77

	13. 
	Cakupan PUS dengan Istri usia dibawah 20 tahun (%)
	1,2
	1,22
	1,21
	1,11
	1,21
	1,72

	14. 
	Jumlah PIK
	27
	38
	41
	54
	54
	50

	15. 
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
	80,16
	80,59
	80,6
	82,41
	80,35
	83,30


Sumber : Bapermas PKB Kab. Banyumas, 2014

Berdasarkan tabel tersebut cakupan PUS yang telah menjadi peserta KB aktif pada tahun 2014 sebesar 73,20% menurun dari tahun 2013 sebesar 1,04%. Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2013 sebesar 250.867 orangturunmenjadi 248.138. Capaian tersebut telah memenuhi target RKPD pada tahun 2014 sebesar 73%.   

Dalam rangka meningkatkan pelayanan keluarga Berencana telah disiapkan petugas PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana). Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menentukanrasio PLKB dengan kelurahan/desa pada tahun 2015 adalah 1:2 artinya 1 PLKB melayani 2 desa. Hasil capaian pembangunan keluarga berencana, rasio ini dari tahun 2009–2013 cenderung menurun, namun pada tahun 2014 rasio PLKB dengan kelurahan/desa kembali naik dari  2,75 menjadi 2,80 artinya setiap PLKB mendampingi 2 sampai 3 kelurahan/desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PLKB di Kabupaten Banyumas belum sesuai dengan target SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 

13. Urusan Sosial

Masalah kemiskinan menjadi salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Jumlah keluarga fakir miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2010-2014 cenderung menurun , pada tahun 2010 jumlah fakir miskin sebanyak 97.091 keluarga menurun menjadi 84.523 keluarga pada tahun 2014. 

Dalam kurun waktu 2010-2014, jenis PMKS yang mengalami penurunan jumlah meliputi: Anak Balita Terlantar pada tahun 2010 sebanyak 666 balita turun menjadi 425 balita pada tahun 2013; Anak Terlantar pada tahun 2010 sebanyak 1.512 anak turun menjadi 1.100 anak pada tahun 2013; Anak Nakal pada tahun 2010 sebanyak 273 anak turun menjadi 105 anak pada tahun 2013; Anak Cacat pada tahun 2010 sebanyak 2.407 anak turun menjadi 2.230 anak pada tahun 2013; Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) tahun pada 2010 sebanyak 7.803 orang turun menjadi 4.817 orang pada tahun 2013; Wanita Korban Tindak Kekerasan pada tahun 2010 sebanyak 21 orang turun menjadi 12 orang pada tahun 2013. 

Jumlah Lanjut Usia Terlantar pada tahun 2010 sebanyak 4.647 orang turun menjadi 4.010 orang pada tahun 2013; Penyandang Cacat pada tahun 2010 sebanyak 6.410 orang naik menjadi 7.407 orang pada tahun 2013; Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis pada tahun 2010 sebanyak 1.055 orang turun menjadi 1.037 orang pada tahun 2012; Gelandangan pada tahun 2010 sebanyak 163 orang naik menjadi 260 orang pada tahun 2013; Korban Penyalahgunaan NAPZA pada tahun 2010 sebanyak 84 orang naik menjadi 240 orang pada tahun 2013; Keluarga Bermasalah Sosial  Psikologis pada tahun 2010 sebanyak 409 Keluarga turun menjadi 129 Keluarga pada tahun 2013, Korban Bencana Alam pada tahun 2010 sebanyak   2.169 orang turun menjadi  1.728 orang pada tahun 2013, Korban Bencana Sosial pada tahun 2010 sebanyak 39 orang naik menjadi 83 orang pada tahun 2013, walau pada tahun 2011 terjadi penurunan hanya terdapat korban bencana sosial sebanyak 6 orang.

Jenis PMKS yang mengalami peningkatan jumlah meliputi Lanjut Usia yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah, Pengemis, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tak Layak Huni dan Keluarga Rentan. Perkembangan jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.32.

Perkembangan Jumlah PMKS di Kabupaten Banyumas

Tahun 2010-2014
	No.
	Jumlah PMKS
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	1. 
	Anak Balita Terlantar
	666
	450
	541
	425
	425

	2. 
	Anak terlantar
	1.512
	1.250
	1.206
	1.100
	1.100

	3. 
	Anak nakal
	273
	111
	125
	105
	105

	4. 
	Anak jalanan
	278
	231
	199
	95
	95

	5. 
	Anak cacat
	2.407
	2.301
	2.336
	2.230
	2.230

	6. 
	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
	7.803
	5.941
	4.879
	4.817
	4.817

	7. 
	Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan
	21
	14
	16
	12
	12

	8. 
	Lanjut Usia terlantar
	4.647
	4.007
	4.076
	4.010
	4.010

	9. 
	Lanjut Usia yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah.
	3
	3
	8
	7
	7

	10. 
	Penyandang Cacat
	6.410
	5.454
	8.323
	7.407
	7.407

	11. 
	Penyandang Cacat bekas penderita penyakit kronis.
	1.055
	977
	1.037
	-
	

	12. 
	Tuna Susila
	382
	282
	217
	194
	194

	13. 
	Pengemis
	362
	259
	202
	219
	219

	14. 
	Gelandangan
	163
	257
	257
	260
	260

	15. 
	Bekas Narapidana
	964
	tad
	tad
	462
	453

	16. 
	Korban Penyalahgunaan NAPZA
	84
	142
	281
	240
	240

	17. 
	Keluarga Fakir Miskin
	97.091
	94.451
	89.487
	84.523
	84.523

	18. 
	Keluarga Berumah Tak Layak Huni
	23.490
	22.408
	22.114
	21.614
	21.614

	19. 
	Keluarga yang Bermasalah Sosial  Psikologis
	409
	149
	178
	129
	129

	20. 
	Keluarga Rentan
	612
	917
	664
	788
	778

	21. 
	Korban Bencana Alam         
	2.169
	1.735
	1.754
	1.728
	1.728

	22. 
	Korban Bencana Sosial
	39
	6
	105
	83
	83

	23. 
	Komunitas Adat Terpencil
	0
	0
	0
	2
	2

	24. 
	Pekerja Migran Bermasalah Sosial
	0
	15
	655
	43
	43

	25. 
	Pemulung
	0
	0
	78
	81
	81

	26. 
	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
	0
	0
	12
	10
	10

	27. 
	Korban Trafficking
	0
	0
	0
	0
	0


Sumber : Bappeda Kabupaten Banyumas, 2014 (*angka sementara)
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada tahun 2013 terjadi peningkatan menjadi 15 panti yang semula pada tahun 2010 berjumlah 14 panti. Penanganan kasus penyandang masalah sosial sampai dengan tahun 2013 baru mencapai 60%.Kedepan penanganan kasus penyandang masalah sosial tetap menjadi prioritas, sebab berpotensi menimbulkan permasalahan baru di masyarakat. Penanganan bencana alam di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2013 semuanya tertangani dengan baik, dimana penanganan korban bencana alam yang terjadi pada tahun 2013 sebanyak 576 KK dapat tertangani semua ,dengan demikian dapat diketahui bahwa penanganan korban bencana alam telah dilakukan secara optimal.
Tabel 2.33.
Kinerja Penanganan PMKS dan Korban Bencana di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No
	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1.
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
	14
	14
	15
	15
	15

	2
	Peningkatan penanganan kasus penyandang masalah sosial (%)
	21,80
	30,74
	50,30
	            60
	60

	3
	Penanganan Korban bencana alam yang terjadi (KK) 
	           543 
	229 
	1.400 
	576 
	576


Sumber : Dinsosnakertrans Kab. Banyumas, 20134  (*angka sementara)
14. Urusan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2009 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Banyumas sebanyak 1.145.444 jiwa, tahun 2010 sebanyak 1.138.747 jiwa, tahun 2011 sebanyak 1.141.061, dan tahun 2012 sebanyak 1.191.537 jiwa. Pada tahun 2009, angka partisipasi angkatan kerja sebanyak 740.042 orang meningkat pada 2013 menjadi sebanyak 780.890 orang dan peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 800.633 orang. 

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2009-2011 mengalami peningkatan, dan menurun pada tahun 2012. Tahun 2009, tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,61%, tahun 2010 sebesar 69,55 %, tahun 2011 sebesar 70,17%, dan pada tahun 2013 kembali turun menjadi sebesar 65,34%. Dilihat dari jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan berdasarkan data BPS, dapat diketahui selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 rata-rata pencari kerja sebanyak 58.535 orang. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan. Tahun 2009 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,05%, tahun 2010 sebanyak 7,37%, tahun 2011 sebesar 4,95%, sedangkan tahun 2012 naik menjadi 5,06% dan tahun 2013 sebesar 5,46%

Tingkat kejadian perselisihan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas relatif dapat dikendalikan dan dipecahkan. Pada tahun 2009-2013 tidak terdapat kasus perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah. Dari aspek keselamatan dan perlindungan yang terlihat dari adanya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) diketahui bahwa tiap tahun jumlah Jamsostek bagi tenaga kerja di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang terjamin Jamsostek sebanyak 16.163 orang, meningkat menjadi 23. 495 orang dan pada tahun 2013.

Tabel 2.34.

Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan

Tahun 2009-2013
	No.
	Indikator
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Angka partisipasi angkatan kerja 
	Orang
	740.042
	792.012
	800.633
	780.933
	780.690

	2.
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 
	Kasus
	0,035

(20 kasus)
	0,024

(15 kasus)
	0,003

(2 kasus)
	0,59


	0,58

	3.
	Tingkat partisipasi angkatan kerja 
	%
	64,61
	69,55
	70,17
	65,64
	65,34

	4.
	Tingkat pengangguran terbuka
	%
	8,05
	7,37
	4,95
	5,06
	5,46

	  5.
	Keselamatan dan perlindungan (tenaga kerja yang memperoleh perlindungan sosial)
	Orang
	16.163
	20.279
	21.293
	20.800
	23.495

	6.
	Kasus kecelakaan kerja di perusahaan (orang )
	Orang
	25
	28
	36
	50
	52

	  7.
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
	Kasus
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	 Upah minimum Kabupaten Banyumas 
	Rupiah
	612.500
	670.000
	750.000
	877.500


	1.000.000

	9.
	Jumlah Pendaftar Transmigrasi 
	KK
	176
	90
	50
	26
	25

	10.
	Jumlah Transmigrasi yang berangkat
	KK
	43
	20
	18
	25
	22


Sumber :  Bappeda Kab. Banyumas, 2013.

15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Di Kabupaten Banyumas jumlah koperasi menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun dari sebanyak  509 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi menjadi 522 unit pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 527 unit pada tahun 2014. Tingkat keaktifan dan kesehatan koperasi menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Jumlah koperasi aktif  pada tahun 2010 sebanyak 88,02%, pada tahun 2013 jumlah koperasi aktif menurun menjadi sebanyak 75,48%, meningkat kembali jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 menjadi 75,90%. Sedangkan untuk koperasi sehat  pada tahun 2010 mencapai 88,02%, menurun pada tahun 2011 menjadi  67,25 %, pada tahun 2013 jumlah koperasi sehat meningkat kembali menjadi 51,24 % dan pada tahun 2014 jumlah koperasi sehat meningkat kembali menjadi 96,23 %, adanya peningkatan tersebut karena adanya pembinaan secara kontinue oleh Dinperindagkop. Secara jelas perkembangan Kinerja Urusan  Koperasi, Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.35.
Kinerja Makro  Koperasi Tahun 2010 - 2014 
	No.
	Indikator
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Koperasi
	Unit
	509
	513
	518
	522
	527

	2.
	Persentase koperasi aktif 
	%
	88,02
	67,25
	68.34
	75,48
	75,90

	3.
	Koperasi Kategori Sehat
	%
	88,02
	67,25
	48,59
	51,24
	96,23

	4. 
	Koperatsi Kategori tidak Sehat
	%
	11,98
	32,75
	51,41
	48,76
	3,77


Sumber : Dinperindagkop Kab. Banyumas, 2014.
Pertumbuhan jumlah koperasi tersebut nampaknya sejalan dengan pertumbuhan di tingkat nasional, yang meningkat 1,27% pada tahun 2014 lalu. Meskipun mengalami pertumbuhan, kualitas keaktifan koperasi perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Relatif berimbangnya persentase koperasi yang sehat dan yang tidak sehat menjadi sinyal pentingnya faktor pengembangan koperasi diperhatikan. Peremajaan kembali koperasi dalam komitmen menjadi penting dalam memaknai koperasi sebagai salah satu instrumen untuk memberdayakan diri sendiri dan untuk kepentingan bersama, sehingga terwujud kedaulatan ekonomi dalam lingkup kabupaten.
Peran dan perkembangan koperasi berkaitan erat dengan sektor usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas.  Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).
Dalam hal ini pemberdayaan UMKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor).Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth).
Keberadaan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job).
Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang baik.Hal ini terlihat dari tumbuhnya unit UMKM dan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM. Pada tahun 2013 jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas mencapai sebanyak 581.642 unit dengan tenaga kerja yang mampu terserap mencapai sebanyak 876.668 orang, terjadi peningkatan jumlah UMKM dimana pada tahun 2009 yaitu sebanyak 580.536 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 875.412 orang. Dengan demikian  rata- rata setiap unit usaha mempekerjakan 1-3 orang pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah memberikan kontribusi yang positif terhadap penurunan jumlah pengangguran di Kabupaten Banyumas,  terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja, penggunaan bahan baku lokal dan perekonomian daerah. Sebagian besar hasil produksi UMKM masih dipasarkan di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam hal perijinan usaha dan permodalan, ketrampilan manajemen, dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha.Keterbatasan tersebut menjadikan perkembangan omset usaha dan keuntungan yang diperoleh sebagian besar UMKM masih kecil.Jumlah unit usaha yang memperoleh fasilitas permodalan usaha di Kabupaten Banyumas menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 sebanyak 1.413 unit meningkat menjadi sebanyak 1.183 unit pada tahun 2014. Dari jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas diketahui bahwa yang memperoleh fasilitasi permodalan usaha mencapai 25,23%. 
Usaha mikro, kecil dan menengah juga menghadapi tantangan dalam  peningkatan mutu dan pemasaran produk UMKM. Dukungan pemerintah dalam peningkatan UMKM di Kabupaten Banyumas masih sangat diperlukan. Perkembangan UMKM dan jumlah tenaga kerja terserap di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.36.
Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)
	581.049
	581.049
	581.351
	581.642
	63.504

	2.
	Jumlah tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (orang)
	875.925
	875.925
	876.227
	876.668
	95.719

	3.
	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki ijin usaha (unit)
	3.883
	4.880
	5.672
	6.475
	-

	4.
	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang)
	1.413
	1.391
	1.201
	1.176
	1.783


Sumber : Dinperindagkop Kab. Banyumas, 2015
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mulai tahun 2010 sampai dengan 2013 mengacu pada kriteria jumlah UMKM yang didalamnya termasuk petani, sedangkan sesuai dengan ketentuan dan atau kriteria yang diacu pada tahun 2014 tidak termasuk pada matapencaharian petani, dengan demikian untuk data jumlah UMKM pada tahun 2014 yang tidak mengikutkan petani maka tercatat sebesar 63.504 unit. Pertumbuhan UMKM selama 2010-2014 cukup signifikan, setelah sebelumnya mengalami stagnasi 2010-2011. Trend yang positif ini mengindikasikan semakin membaiknya iklim bisnis/usaha di Kabupaten Banyumas menurut persepsi pelaku usaha UMKM.Iklim bisnis ini tentu tidak bisa dilepaskan dari lingkup makro baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa determinan yang menentukan iklim usaha adalah adanya kepastian hukum. Semakin mudahnya informasi mengenai perijinan usaha serta pengurusannya mendorong terciptanya iklim bisnis yang menguntungkan.  Kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Banyumas yang stabil, yang diindikasikan oleh menurunnya angka kriminalitas dan unjuk rasa pada tahun 2013 adalah kondisi yang dinilai penting bagi semua pelaku usaha, termasuk pelaku usaha UMKM.
16. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal di daerah menjadi bagian penting dalam upaya pengurangan pengangguran.Keberadaan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas. Jumlah investor PMDN yang masuk ke Kabupaten Banyumas menunjukkan kenaikan yang fluktuatif dari sebanyak 878 investor pada tahun 2010 menjadi 936 investor pada tahun 2011 dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 927 investor. Nilai realisasi investasi PMDN/PMA terjadi peningkatan yang fluktuatif pada tahun 2010 mencapai Rp. 808.514.158,00 tahun 2013 mencapai Rp. 589.016.435.717,00 dan tahun 2014 menurun menjadi Rp. 360.321.440.329,00. Tenaga kerja yang terserap dari adanya investasi PMDN/PMA ini menunjukkan peningkatan dari sebanyak 6.234 orang pada tahun 2010, menjadi  7.304 orang pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014 sebanyak 8.461 orang. Secara umum perkembangan investasi di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Dalam rangka peningkatan realisasi investasi, di Kabupaten Banyumas telah dikembangkan pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.Sampai dengan tahun 2013 BPMPP melayani dan memproses 24 jenis perizinan. Duapuluh empat jenis perijinan tersebut meliputi: (1) Ijin Gangguan (HO); (2) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); (3) Ijin Usaha Perdagangan (IUP); (4) Ijin Usaha Industri (IUI); (5) Tanda Daftar Perusahaan; (6) Tanda Daftar Industri; (7) Tanda Daftar Gudang; (8) Ijin Tempat Menjual Minumaan Beralkhohol; (9) Ijin Penggunaan Lokasi Kaki Lima; (10) Ijin Penggunaan Tanah Kekayaan Pemda; (11) Ijin Usaha Jasa Konstruksi; (12) Ijin Pemakaian Air Bawah Tanah; (13) Ijin Bahan Galian Golongan C; (14) Ijin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan; (15) Ijin Usaha Rumah Makan; (16) Ijin Usaha Salon; (17) Ijin Usaha Perjalanan Wisata; (18) Ijin Usaha Angkutan; (19) Ijin Reklame/Pajak Reklame; (20) Ijin Lokasi; (21) Ijin Usaha Pasar Modern; (22) Persetujuan Prinsip dan Pendirian SPBU; (23) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Hotel; dan (24) Persetujuan Prinsip dan Ijin URHU. Capaian kinerja Urusan penanaman modal di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.37.
Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal
Tahun 2010 – 2014
	No.
	Indikator 
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Investor  (PMDN/ PMA)
	878
	936
	538
	612
	927

	2.
	Peningkatan jumlah investasi 
(Rp 000) 
	808.514.158
	999.857.105
	3.100.484.166
6.500.000
	589.016.435.717
	360.321.440.329

	3.
	Peningkatan jumlah tenaga kerja terserap (Orang)
	6.234
	4.015
	17.832
	7.304
	8.461

	4.
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
	7
	8
	33
	12
	9

	5.
	Lama Proses Perijinan (hari)
	14
	14
	14
	14
	14

	6. 
	Jumlah jenis Retribusi yang dilayani BPMMP (jenis)
	4
	4
	4
	4
	4


Sumber : BPMPP Kab. Banyumas, 2014.
Kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Banyumas menentukan daya saing Kabupaten Banyumas.Dari data 5 tahunan diatas menunjukkan volatilitas pola investasi yang masuk ke Kabupaten Banyumas.  Meskipun secara besaran dana mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun dari jumlah investor mengalami peningkatan yang cukup signifikan.  Hal ini menunjukkan posisi Kabupaten Banyumas yang semakin kompetitif, atau semakin menarik bagi investor-investor besar. Investasi besar memang diperlukan untuk menyerap banyak tenaga kerja, sehingga minimal dua hal bisa tereduksi, yaitu kemiskinan dan masalah migrasi penduduk ke kota besar untuk mencari pekerjaan.  
Meskipun sudah menunjukkan kinerja yang cukup bagus sejak 2010 hingga 2014, namun belum ada perubahan yang signifikan dalam proses pelayanan, jumlah hari yang dibutuhkan dalam proses perijinan masih sama yaitu 14 hari.  Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena seluruh daerah saat ini sedang menyederhanakan proses perijinan, dengan asumsi semakin sederhana proses, maka waktu pelayanan akan semakin cepat.  Menurut survey yang dilakukan BKPM pada 2014 lalu, dari 20 nominee tingkat kabupaten untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hanya 3 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang masuk nominasi, yaitu Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Boyolali. Tidak dinominasikannya Kabupaten Banyumas harus dimaknai sebagai masukan masih perlunya urusan ini ditingkatkan melalui inovasi-inovasi khususnya yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi serta penyederhanaan prosedur.
17. Urusan Kebudayaan
Sebagai tonggak penunjang berdirinya kebudayaan nasional di Indonesia, kebudayaan daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan pelik terus menerus eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang muncul antara lain semakin melunturnya nilai-nilai serta penghargaan terhadap kebudayaan daerah itu sendiri. Salah satu faktor pendorong yang dianggap melatarbelakangi semakin lunturnya minat masyarakat untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal yang ada adalah minimnya usaha pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah serta menguatnya gempuran budaya asing yang masuk melalui saluran teknologi informasi yang semakin bebas dan cepat. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas mengantisipasi permasalahan yang muncul tersebut dengan melakukan beberapa program kegiatan yang mengarah kepada pembinaan, pelestarian dan juga pembangunan sarana prasarana penyelenggaraan kebudayaan lokal beserta dengan unsur yang terbentuk  di dalamnya. 
Dalam rangka menjaga serta melestarikan beberapa benda bersejarah, Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya. Capaian kinerja indikator tersebut hingga tahun 2014 mencapai 21,65% atau dengan kata lain sebanyak 59 benda bersejarah, situs dan kawasan cagar budaya telah mendapatkan tindakan pelestarian/konservasi. Pelestarian kesenian dan kebudayaan juga dilakukan dengan melakukan penyelenggaran festival seni dan budaya yang rutin digelar setiap tahun antara lain menampilkan pagelaran kesenian Buncis, Karawitan, Calung dan Macapat, serta beberapa kebudayaan lain seperti wayang kulit, lengger dan kesenian kenthongan. 
Pembinaan terhadap unsur kebudayaan dan seni juga tidak luput dari perhatian Pemerintah. Jumlah group kesenian yang ada di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2010 mengalami peningkatan dari 1.456 group menjadi 1.469 group pada tahun 2013 dan sampai dengan tahun 2014 sudah ada sebanyak 1.490 grup. Jumlah group kesenian yang telah mendapatkan pembinaan meningkat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 117 group menjadi 135 group pada tahun 2014. 
Dukungan pemerintah dalam rangka memberikan ruang untuk mengekpresikan bentuk kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Banyumas dilakukan dengan pembangunan dan penyediaan sarana penyelenggaran seni dan budaya yang hingga tahun 2014 mencapai 3 unit. Capaian indikator pembangunan bidang kebudayaan pada Tahun 2010 - 2014 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Banyumas
Tahun 2010-2014
	No.
	Bidang.Urusan/ Indikator
	Capaian kinerja setiap tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya (kali)
	4
	4
	5
	7
	9

	2.
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (buah)
	2
	2 
	3 
	3
	3

	3.
	Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
	-
	-
	-
	59
	59

	4.
	Jumlah group kesenian (kelompok)
	1.456
	1.456
	1.469
	1.469
	1490

	5.
	Jumlah group kesenian yang telah dibina (kelompok)
	117
	117
	117
	117
	135

	6.
	Jumlah seniman (orang)
	
	
	
	
	

	
	· Penari
	912
	1.457
	1.457
	1.457
	1.501

	
	· Pemain teater
	153
	244
	244
	244
	249

	
	· Pelukis
	3
	5
	5
	5
	10

	
	· Pemusik
	2.275
	3.636
	3.636
	3.636
	3.705


Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2014.
Meskipun penyelenggaraan festival seni dan budaya meningkat cukup signifikan, kualitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.Tema maupun isi setiap festival hendaknya dipertajam, sehingga jelas perbedaan antar masing-masing festival tersebut.Pemasaran untuk setiap event tersebut juga perlu dikoordinasi dengan lebih baik lagi, sehingga benar-benar mampu menarik wisatawan seluas-luasnya. Jumlah kelompok kesenian relatif stabil, namun jika aspek pembinaan minim, dikhawatirkan aktivitasnya akan berkurang.  Peningkatan porsi pembinaan ini penting selain sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas produk keseniannya, adanya pembinaan juga penting untuk merawat komitmen dan semangat para pelaku seni.Jumlah pelaku seni yang masih minim adalah pelukis, padahal Banyumas, khususnya Sokaraja di masa lalu dikenal sebagai gudangnya pelukis dengan tema naturalis yang khas.  Seiring dengan perkembangan sektor ekonomi lain, pelukis semakin tidak mendapatkan tempat sehingga saat ini cukup sulit menjumpai lukisan-lukisan dengan tema keindahan alam yang khas Banyumas/Sokaraja.  Aspek ini ke depan perlu ditingkatkan dengan fasilitasi mulai dari hulu ke hilir, mulai dari pembinaan secara teknis hingga ke aspek ekonomi/pemasarannya.  Penanganan yang holistik ini perlu karena seni bukan semata-mata untuk seni, tetapi juga harus bernilai ekonomi khususnya bagi para pelaku yang berkecimpung di dalamnya.
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi pembangunan urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Banyumas tahun 2010 - 2014 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pada tahun 2010 jumlah organisasi kesiswaan (Organisasi Siswa Intra Sekolah/OSIS) ada sebanyak 177 unit meningkat menjadi 304 unit pada tahun 2014. Organisasi kesiswaan tesebut seluruhnya telah mendapat pembinaan dari pemerintah. Jumlah Organisasi Mahasiswa (BEM) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ada sebanyak 10 unit. Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2014 berjumlah satu dan telah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Jumlah organisasi kepramukaan (Gudep) dari tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan, tahun 2010 berjumlah 3.414 dan pada tahun 2014 menurun menjadi 2.606 Gudep.
Pembangunan di bidang olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup dan menggembirakan. Organisasi olahraga di Kabupaten Banyumas selama lima tahun 2010-2014, jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 2010 ada sebanyak 147 klub meningkat menjadi menjadi 202 klub pada tahun 2014. Fasilitas olahraga berupa prasarana olahraga di Kabupaten Banyumas cukup tersedia, untuk jumlah lapangan olahraga tercatat pada tahun 2010 ada sebanyak 515 buah meningkat sampai dengan tahun 2014 ada sebanyak 540 buah.
Perkembangan jumlah organisasi pemuda, organisasi olahraga dan jumlah lapangan di Kabupaten Banyumas tahun 2010-2014, dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.39.
Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga dan Lapangan Olahraga di Kabupaten Banyumas 
Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	Capaian kinerja setiap tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah organisasi pemuda (unit)
	
	
	
	
	
	

	
	Organisasi kesiswaan (OSIS )
	Unit
	177
	178
	304
	304
	304

	
	Organisasi Mahasiswa (BEM)
	Unit
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Organisasi KNPI
	Unit
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Organisasi kepramukaan (Gudep)
	Unit
	3.414
	3.414
	2606
	2.606
	2.606

	2.
	Jumlah Organisasi Pemuda yang telah dibina (Unit)
	
	
	
	
	
	

	
	Organisasi kesiswaan (OSIS )
	Unit
	177
	178
	304
	304
	304

	
	Organisasi Mahasiswa (BEM)
	Unit
	10
	10
	10
	10
	10

	
	Organisasi KNPI
	Unit
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Organisasi kepramukaan (Gudep)
	Unit
	3.414
	3.414
	2.606
	2.606
	2.606

	3.
	Jumlah organisasi olahraga
	
	147
	202
	202
	202
	202

	4.
	Jumlah lapangan olahraga
	
	515
	515
	515
	540
	540


Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2014.
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja makro urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri bisa dilihat dari indikator yaitu kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah.Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) reatif baik. Penduduk yang memiliki hak pilih pada Pemilukada tahun 2008 yang mengggunakan hak pilihnya sebesar 72,96%.  Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat pada Pemilukada tahun 2008 masih rendah. Sedangkan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2013, penduduk yang memiliki hak pilih  sebanyak 1.315.267 orang dan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 919.119 orang (tingkat partisipasi sebesar 69,88%). Kegiatan pemilihan umum baik Pilkada dan Pilpres telah diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak sosial di dalam masyarakat.

Situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat relatif kondusif, bisa dilihat dari jumlah selesai kasus tindak pidana yang menunjukkan kecenderungan menurun namun masih termasuk kategori tinggi. Pada tahun 2010  mencapai 268 dan naik pada tahun 2011  dan 2012 menjadi 333 kasus dan 412 kasus dan menurun pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 393 kasus dan 309 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas yang bekerjasama dengan pihak terkait khususnya pihak kepolisian sangat optimal dalam menekan kasus-kasus tindak pidana. Terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan masyarakat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2010 sebanyak 55 kali dan tahun 2011 meningkat sebanyak 61 kali tahun 2011 menjadi 84 kali dan tahun 2013 menurun menjadi 43 kali namun tahun 2014 naik kembali menjadi 45 kali.Lebih jelas terkait dengan capaian kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tertuang pada tabel berikut ini :
Tabel  2.40.

Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam 

Negeri Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1. 
	Jumlah tindak pidana (crime total) Angka kriminalitas (kasus)
	305
	367
	467
	460
	380

	2. 
	Jumlah Selesai Kasus Tindak Pidana (Kasus)
	268
	333
	412
	393
	309

	3. 
	Jumlah unjuk rasa (kali)
	55
	61
	84
	43
	45

	4. 
	Jumlah Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu (orang)
	-
	-
	-
	1.315.267
	1.315.267

	5. 
	Jumlah pemilih yang menyalurkan hak suaranya pada pemilu.
	-


	-
	-
	919.119
	968.266

	6. 
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
	3
	6
	7
	8
	4

	7. 
	Kegiatan pembinaan politik daerah
	7
	5
	9
	27
	11

	8. 
	Jumlah LSM Yang Aktif
	64
	53
	53
	56
	29


Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab . Banyumas, 2014
Jumlah LSM yang aktif adalah LSM yang mendaftarkan kembali ke Kantor Kesbangpol pada tahun 2014, karena masa berlaku SKT (surat Keterangan Terdaftar) adalah 3 tahun dan tahun 2014 banyak LSM yang masa SKT nya habis. Jumlah pemilih sebagai berikut :

1. Pileg 2014 DPT 1.315.239 yg menggunakan suaranya 899.874 (partisipasi 68,41%)

2. Pilpres 2014 DPT 1.318.750 yg menggunakan suaranya 968.266 (partisipasi 72,40%)

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja makro urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio Linmas per 10.000 penduduk, rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan PERDA, cakupan patroli petugas Satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten, tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik, sistem Informasi Manajemen Pemda, dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

Tabel 2.41.

Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010 – 2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	
	Tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	1.
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 
	Rasio
	1.16
	1.13
	1,18


	1,18
	1,18

	2.
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 
	Orang
	9.885
	9.885
	  62.5
	52.20
	52.20

	3.
	Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
	%
	39
	46
	    53
	53
	53

	4.
	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
	Rasio
	2900
	2.900
	2.900
	3000
	3000

	6.
	Penegakan PERDA
	
	-
	-
	-
	-
	-


Data sementara Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2014. 
Jumlah limas per 10.000 penduduk berkurang karena sudah banyak limas yang usianya sudah tua sehingga mengundurkan diri dari limas dan meninggal dunia, jumlah limas di Kabupaten Banyumas 5220 orang, jumlah RT 9635 jumlah RW 1691,penegakan perda jumlah kegiatan adalah 6 kegiatan akan tetapi secara target kegiatan mencapai 100% dengan rincian sebagai berikut :
a. bando jalan jumlah 11 buah sudah di tetibkan semua

b. reklame jumlahnya tidak terdapat (ribuan) setiap hari masih dilaksanakan penertiban

c. indomart jumlahnya 19 sudah dapat di tertibkan semuanya

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten  Banyumas dilayani oleh pegawai negeri sipil sebanyak 16.095 orang pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 menurun antara lain dikarenakan purna tugas (pensiun) menjadi 15.537 orang, dan 15.178 orang di tahun 2014. Yang terdiri dari PNS yang tingkat pendidikan SD sebanyak 384 , berpendidikan SMP sebanyak 593, berpendidikan SMA sebanyak 2.713, berpendidikan D.1 dan D.II sebanyak 806, berpendidikan D.III sebanyak 1193, berpendidikan D IV dan S1 sebanyak 8969, dan yang berpendidikan S2 sebanyak 519 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuantitas PNS masih perlu penambahan dengan berkurangnya PNS sebanyak 558 0rang pada tahun 2013 dikarenakan Purna tugas (pensiun),namun tidak diimbangin dengan pengadaan CPNS dan dalam hal ini  sangat dibatasi oleh pusat namun apabila dilihat dari kualitas PNS dilihat dari tingkat pendidikannya cukup baik. Dengan tingkat pendidikan yang cukup diharapkan PNS akan dapat melayani masyarakat dengan baik. 

Perkembangan jumlah PNS dari tahun 2009-2012 berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan secara rinci terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42.

Perkembangan Jumlah PNS, menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Kepangkatan Kabupaten Banyumas

Tahun 2010 -2014
	No.
	Indikator
	
	Capaian kinerja setiap tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah PNS Daerah menurut tingkat pendidikan
	17.091
	16.687
	16.095
	15.537
	15.178

	
	· SD
	609
	564
	485
	419
	384

	
	· SMP
	875
	772
	714
	628
	593

	
	· SMA
	3.530
	3.338
	3.120
	2.983
	2.713

	
	· D.I dan D.II
	3.049
	2.284
	1.772
	1.332
	806

	
	· D III
	1.269
	1.289
	1.251
	1.202
	1.193

	
	· D IV dan S1
	7.348
	8.015
	8.295
	8504
	8.969

	
	· S2
	411
	425
	458
	476
	519

	
	· S3
	-
	-
	-
	-
	1

	2.
	Jumlah PNS Daerah menurut golongan
	17.091
	16.687
	16.095
	
	

	
	· Golongan I
	908
	865
	816
	768
	666

	
	· Golongan II
	3.951
	3.874
	3.620
	3.459
	3.130

	 
	· Golongan III
	6.271
	5.794
	5.472
	5.279
	5.373

	 
	· Golongan IV
	5.961
	6.154
	6.187
	6.031
	6.009


Sumber : BKD Kab. Banyumas, 2014.

Jumlah temuan pengawasan terjadi peningkatan yang sigfinikan pada tahun 2014  sebanyak 625 temuan bila bila dibandingkan tahun 2013 sebanyak 1.437 temuan. Dari hasil temuan 625 tersebut tahun 2014 , terdiri dari 518 temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti, 107 temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut, dan  0 temuan pengawasan belum ditindaklanjuti. Jumlah rekomendasi sebanyak 625 buah pada tahun 2014, sebanyak 518 buah rekomendasi selesai ditindaklanjuti, 107 buah rekomendasi dalam proses tindaklanjut, dan 0 rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2014 sebanyak 28 kasus, 26 kasus yang telah ditindaklanjuti. Secara rinci capaian kinerja di bidang pengawasan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.43.

Capaian Kinerja Pengawasan di Kabupaten Banyumas

Tahun 2010-2014
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	
	Capaian kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1. 
	Jumlah temuan pengawasan (temuan)
	753
	686
	507
	1.437
	625

	2.
	Jumlah temuan pengawasan yang telah selesai ditindaklanjuti (temuan)
	727
	424
	257
	758
	518

	3.
	Jumlah temuan pengawasan yang dalam proses tindak lanjut (temuan)
	23
	108
	153
	390
	107

	4.
	Jumlah temuan pengawasan belum ditindaklanjuti (temuan)
	3
	154
	97
	289
	0

	  5.
	Jumlah rekomendasi
	1001
	907
	512
	1.437
	625

	6.
	Jumlah rekomendasi selesai ditindaklanjuti
	974
	533
	281
	758
	518

	7,
	Jumlah rekomendasi dalam proses tindaklanjut
	22
	137
	160
	390
	107

	8.
	Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti
	5
	236
	71
	289
	0

	9
	Jumlah pengaduan masyarakat (kasus)
	19
	18
	18
	25
	28

	10..
	Jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti (kasus)
	19
	18
	10
	25
	26


Sumber : Inspektorat Kab. Banyumas, 2014.
Terjadi penurunan jumlah pengawasan di tahun 2014,semula 1.437 di tahun 2013 menjadi 625 pengawsan di tahun 2014 dan jumlah temuan uang selesai ditindaklanjuti 518 sedangkan dalam proses tindak lanjut sejumlah 107. Untuk tahun 2014 tidak ada temuan pengaawasan yang belum di tindaklanjuti, akan tetapi terkait aduan masyarakat masih terdapat 2 kasus yang belum ditindaklanjuti.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat sebagai produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stok ditambah impor dan Kabupaten Banyumas telah melakukan regulasi ketahanan pangan.  Berdasarkan analisis neraca bahan pangan, ketersediaan energi per Kapita (Kkal/kap/hari) di Kabupaten Banyumas dari kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan, tahun 2010 mencapai sebesar 2.150,80 kkal/kap/hari meningkat menjadi 2.311,00 kkal/kap/hari pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 2.306,00 kkal/kap/hari . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan energi di Kabupaten Banyumas lebih tinggi dari standar yang ditetapkan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004 yaitu ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein per kapita mengalami peningkatan dari sebesar 51,06 gram/kap/hari pada tahun 2010 menjadi 52.30 gram/kap/hari pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 86,00 gram/kap/hari . Namun demikian ketersediaan protein per kapita Kabupaten Banyumas masih lebih rendah dibandingkan standar yang ditetapkan dalam WKNPG VIII tahun 2004 yaitu ketersediaan protein sebesar 57 gram/kap/hari.
Di Kabupaten Banyumas, desa rawan pangan sebanyak 1 desa. Terhadap desa rawan pangan tersebut telah dilakukan penanganan. Dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan di Kabupaten Banyumas  dikembangkan desa mandiri pangan. Sampai dengan tahun 2014 jumlah desa mandiri pangan di Kabupaten Banyumas sebanyak 18 desa. Untuk menunjang ketersediaan pangan dikembangkan pula lumbung pangan masyarakat sejak tahun 2010 tercatat ada 2 buah dan sampai dengan tahun 2014 sudah ada sebanyak 15 lumbung pangan.
Konsumsi energi per Kapita penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami perkembangan konsumsi yang fluktuatif dari sebesar 1.702,3 Kkal/kap/hari pada tahun 2010 menjadi 1.637,60 Kkal/kap/hari pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 2.306,00 Kkal/kap/hari. Tingkat konsumsi energi tersebut sudah mencapai standar yang ditetapkan dalam Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2004, yaitu sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Konsumsi protein perkapita penduduk Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dari sebesar 38,00 gram/kap/hari pada tahun 2010 menjadi 39,50 gram/kap/hari pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 mencapai 46,80 gram/kap/hari. Capaian tersebut masih jauh dari standar WKNPG VIII tahun 2004 yaitu konsumsi protein sebesar 54,00 gram/kap/hari. 
Konsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di Kabupaten Banyumas belum optimal. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Banyumas pada tahun 2010 mencapai 82,7 meningkat pada tahun 2013 mencapai 89,8  dan pada tahun 2014 meningkat lagi hingga mencapai 90,00 jenis bahan pangan yang perlu ditingkatkan adalah jenis pangan umbi-umbian, buah, sayur dan pangan hewani. 
Secara jelas capaian kinerja ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	Capaian Kinerja Setiap Tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Regulasi Ketahanan Pangan
	Ada
	Ada
	ada
	Ada
	ada
	Ada

	2.
	Ketersediaan Pangan Utama (%)
	%
	83
	84
	85
	85
	85

	3.
	Ketersediaan energi per Kapita
 (Kkal/kap/hari) 
	Kkal
	2.150,80
	2.258,99
	2.311,00
	2.311,00
	2.306,00

	4.
	Ketersediaan protein per Kapita
(Gram/kap/hari) 
	Gram
	51,02
	53,68
	52,30
	52,30
	86

	5
	Konsumsi Energi per Kapita (Gram/Kap/Hari)
	Kkal
	1.702,3
	1.625,3
	1.637,6
	1.637,6
	2.306

	6.
	Konsumsi protein per Kapita(Gr/kap/hari)
	Gram
	38,0
	37,6
	39,50
	39,50
	46,8

	7.
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
	-
	82,7
	83,7
	86,3
	89,8
	90

	8.
	Jumlah Desa Rawan Pangan 
	Desa
	-
	1
	1
	1
	1

	9.

	Jumlah desa Rawan Pangan yang tertangani (%)
	%
	-
	100
	100
	100
	100

	10.
	Jumlah Desa Mandiri Pangan
	Desa
	4
	3
	4
	18
	18

	11.
	Jumlah Lumbung Pangan
	Buah
	2
	3
	3
	15
	15

	12.
	Penanganan daerah rawan pangan
	%
	-
	-
	-
	59
	60

	13.
	Penguatan cadangan pangan
	%
	-
	-
	-
	60
	60

	14.
	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal
	%
	-
	-
	-
	90
	90

	15.
	Stabilitas harga pasokan pangan
	%
	-
	-
	-
	90
	90


Sumber  :
Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan pangan 

Kab.Banyumas, 2014.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, LPM berprestasi, PKK aktif, Posyandu aktif, Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, dan Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat. Jumlah LSM selama tahun 2010 - 2014 menunjukkan peningkatan, tahun 2010 sebanyak 80 LSM, menjadi 29 pada tahun 2014. Jumlah swadaya masyakat dalam program pemberdayaan masyarakat juga terjadi peningkatan yang sigfinikan dari Rp. 2.947.897 pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 16.960.000 pada tahun 2014. 

Tabel 2.45.

Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	
	Tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 
	
	36,35
	36,62
	36,81
	36,81
	37,21

	2.
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 
	
	106,69
	110,31
	113,60
	113,60
	135,36

	3.
	Jumlah LSM 
	Unit
	80/64
	107/53
	161/53
	161/56
	29

	4.
	LPM  Berprestasi
	Unit
	0,9063
	0,3021
	0,9063
	0,9063
	0,3021

	5.
	PKK aktif
	Unit
	7,104
	7.438
	7.746
	7.746
	

	6.
	Posyandu aktif
	Unit
	2.444
	2.479
	2.499
	2.499
	2.515

	7.
	Swadaya Masyarakat ter-hadap Program pembe-dayaan masyarakat
	Ribuan  Rupiah
	2.947.897
	3.186.216
	6.160.000
	6.160.000
	16.960.000

	8.
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
	Program
	4
	4
	4
	4
	4


Sumber :Bapermas PKB Kab. Banyumas, 2010-2014.
jumlah LSM sama dengan data dari Kantor Kesbangpol untuk setiap tahun mengalami perubahan dengan urutan sebagai berikut 58,64,53,53,56,29 angka terakhir 29 merupakan LSM yang mendaftarkan kembali dan memperpanjang Surat keterangan Terdaftar (SKT) sebagai LSM di Kabupaten Banyumas.

Lonjakan swadaya masyarakat ini terjadi karena kegiatan PNPM yang telah berjalan memberikan pembelajaran kepada masyarakat cara membangun dan memelihara program yang bersifat keberlanjutan, sehingga masyarakat merasa memiliki kegiatan/program tersebut. Dengan kesadaran tinggal akhirnya masyarakat memberikan swadaya yang tidak sedikit demi menyukseskan kegiatan/program yang telah di rencanakan sendiri, dilaksanakan, dan di awasi sendiri oleh masyarakat.

23. Urusan Statistik

Penyusunan data statistik dibagi dalam tiga kategori yaitu, statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus.Ketiga data statistik ini mempunyai pemanfaatan tersendiri-sendiri. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS.Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Kegiatan pengumpulan data yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas secara mandiri maupun yang bekerjasama dengan instansi/SKPD lain antara lain Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi; Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Potensi Desa, serta kegiatan penyediaan data statistik dasar lainnya. 

Bappeda bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas setiap tahun secara rutin telah menyusun data publikasi yang berupa Daerah Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Harga Konsumen serta Inflasi dan penyediaan  data statistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan  daerah  dan  nasional.

Tabel 2.46.
Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	Tahun
	

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Dokumen ”Kabupaten dalam angka”
	Buku
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	2.
	Dokumen ”PDRB Kabupaten”
	Buku
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	3.
	Dokumen “Nilai Tukar Petani”
	Buku
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	4.
	Dokumen “Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)
	Buku
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	5.
	Dokumen Indek Gini Ratio
	Buku
	-
	-
	Ada
	Ada
	Ada


Sumber : Bappeda Kab . Banyumas, 2014

24. Urusan Kearsipan

Pengelolaan kerasipan merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dan perlu adanya penyeragaman dan penyamaan persepsi dari masing-masing institusi dalam menyusun dan mengorganisir kearsipan untuk menunjang   tata pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas melalui Perbup Nomor 190 Tahun 2005 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Perbup Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Berkas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyusun  pedoman penataan dan klasifikasi arsip sebagai acuan seluruh SKPD dalam menyelenggarakan kearsipan. Selanjutnya pada tahun  tahun 2009 diterapkan Sistem Pengelolaan Arsip secara baku sesuai dengan pedoman sebanyak 288 instansi, kemudian bertambah menjadi 447 instansi pada tahun 2012 dan bertambah 124 pengelola arsip dari UPK dan Sekolah pada tahun 2013. Dukungan sumberdaya manusia yang memadai dan kompeten di bidang pengelolaan kearsipan diharapkan penyelenggaraan kearsipan akan  optimal. Untuk itu peningkatan SDM pengelola kearsipan selama periode tahun 2009-2013 dilaksanakan Bintek Pengelolaan Kearsipan, yang jumlah pesertanya  tersebut bertambah setiap tahunnya.  

Sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengorganisasian data dan arsip, Kantor Perpusarda memiliki inisiatif dengan melakukan penarikan arsip dari instansi pemerintah.Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keterlambatan dan resiko hilang dari arsip-arsip yang ada.Mulai tahun 2009 arsip yang ditarik dari beberapa institusi pemerintahan bertambah secara gradual setiap tahun. Akan tetapi tahun 2014 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Perkembangan kinerja  pembangunan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.47.

Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Pengelolaan arsip secara baku
	instansi
	340
	392
	447
	124


	68

	2.
	Peningkatan SDM  pengelola kearsipan
	orang
	29
	130
	215
	233


	233

	3.
	Penarikan arsip dari instansi pemda
	berkas
	160
	195
	225
	254
	254


Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kab. Banyumas, 2009-2014.

untuk tahun 2014, Kantor perpusarda tidak melakukan bintek pengelolaan kearsipan sehingga jumlah pegelola kearsipan sama dengan tahun 2013.
25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informasi menjadi satu bagian yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat bisa menjadi sebuah bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan prima pemerintah terhadap warganya.

Media massa sebagai salah satu alat penyebaran informasi kepada masyarakat luas juga banyak beredar di wilayah Kabupaten Banyumas. Dengan  jumlah penduduk cukup besar, Kabupaten Banyumas merupakan pasar yang sangat baik bagi perkembangan media massa. Media massa di Kabupaten Banyumas terdiri atas media cetak dan elektronik yang masing-masing ada yang berskala nasional dan lokal. Tahun 2014 jumlah  surat kabar nasional di Kabupaten Banyumas sebanyak 19 surat kabar dan surat kabar lokal sebanyak 5 surat kabar. 

Selain melalui surat-menyurat, telepon dan media massa, penyebaran informasi dan kemudahan komunikasi juga ditunjang oleh semakin memasyarakatnya teknologi internet. Masyarakat, dunia usaha kini dapat memanfaatkan berbagai fasilitas internet yang mampu menjadi sumber berbagai informasi, sehingga memudahkan berbagai aktivitas mulai dari untuk keperluan akademis hingga kepentingan ekonomis. Kemudahan ini didukung juga oleh semakin menjamurnya warung internet (warnet) dilingkungan masyarakat. Rasio jumlah warnet terhadap penduduk pada tahun 2010 sebanyak 193 warnet meningkat menjadi 207 warnet pada tahun 2011, dan terjadi penurunan pada tahun 2012menjadi 133 warnet, tetapi pada tahun 2013 jumlah warnet meningkat menjadi 141 warnet, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 135 warnet. Sedangkan media komunikasi wartel sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami penurunan rasio jumlahnya terhadap penduduk yaitu pada tahun 2010 sebanyak 150 wartel, tahun 2011 sebanyak 50 wartel, tahun 2012 sebanyak 30 wartel, tahun 2013 sebanyak  20 wartel dan 2014 sebanyak 17 wartel. Hal ini disebabkan makin menjamurnya layanan handphone yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Banyumas, sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam penggunaannya.

Dalam rangka memberikan berbagai informasi kepada masyarakat umum, pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan kerjasama dengan dengan berbagai media. Selain itu, kemudahan terhadap akses informasi juga dilakukan melalui  update web site Kabupaten Banyumas (http:/www. banyumaskab.go.id), dialog interaktif, press rilis, akses internet yang lancar, publikasi keliling, penyampaian aspirasi masyarakat melalui layanan SMS, layanan call centre, iklan layanan masyarakat, sosialisasi kegiatan Pemkab, dan penyebaran informasi pembangunan melalui buku informasi dan media elektronik.
Tabel  2.48.

Kinerja Makro Urusan Komunikasi dan Informatika 
Tahun 2009-2014

	No.
	Indikator
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah jaringan komunikasi (unit)
	5
	5
	8
	8
	8

	2.
	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk (rasio)
	150

193
	50

207
	30

133
	20

141
	17

135

	3.
	Jumlah surat kabar nasional/lokal (unit)
	19

4
	19

4
	19

5
	19

5
	19

5

	4.
	Jumlah penyiaran radio/TV lokal (unit)
	24

1
	13

1
	14

1
	14

1
	14

1

	6.
	Jumlah TV Nasional (unit)
	7
	7
	7
	7
	7

	5.
	Web site milik pemerintah daerah (unit)
	1
	1
	1
	1
	1


Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas, 2014

26. Urusan Perpustakaan

Sebagai salah satu pusat penyebaran ilmu pengetahuan, perpustakaan mempunyai peran dan tujuan yaitu sebagai wahana untuk mencerdaskan bangsa supaya tercapai masyarakat yang terdidik dan berwawasan luas. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Banyumas sebanyak 1 unit, perpustakaan keliling sebanyak 1 unit, perpustakaan rumah ibadah sebanyak 3 unit dan perpustakaan sekolah sebanyak 815 unit. Selain perpustakaan terdapat pula taman bacaan masyarakat sebanyak 71 unit.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah dari tahun 2009-2013 cenderung meningkat dari tahun ke tahun, penurunan hanya terjadi pada tahun 2011.Tahun 2009 pengunjung perpustakaan sebanyak 28.282 orang, meningkat menjadi 42.742 orang pada tahun 2013.Jumlah koleksi buku perpustakaan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah koleksi buku perpustakaan daerah tahun 2009 sebanyak 30.531 buku, meningkat menjadi 48.309 pada tahun 2013. Dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan daerah selain menambah koleksi buku, juga bisa menambah fasilitas berupa Internet Gratis, serta fasilitas Wi fi / Hot Spot secara gratis / free acces. Selain itu Perpustakaan  daerah Kabupaten Banyumas  bisa menggunakan sistem otomasi dalam hal layanan pencarian katalog buku. Jumlah anggota Perpustakaan Daerah terjadi peningkatan yang cukup sigfinikan yaitu pada tahun 2009 sebanyak  680 orang menjadi sebanyak 8.501 orang pada tahun 2013 , demikian juga pengunjung dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas juga terjadi peningkatan  yang menggembirakan, capaian indikator Urusan Perpustakaan tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.49.

Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2009-2014
	No.
	Kondisi
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah perpustakaan (unit)
	921
	939
	963
	989
	989
	

	
	· Perpustakaan Daerah
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	· Perpustakaan keliling
	-
	-
	-
	1
	2
	3

	
	· Perpustakaan Sekolah
	815
	815
	815
	815
	815
	815

	
	· Perpustakaan Desa
	17
	35
	59
	85
	85
	89

	
	· Perpustakaan Rumah ibadah
	3
	3
	3
	3
	4
	4

	
	· Taman Bacaan Masyarakat
	71
	71
	71
	71
	71
	71

	
	· Perustakaan Perguruan Tinggi
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	2.
	Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah
	680
	2.150
	3.356
	6.395
	8.501
	3.597

	    3.
	Jumlah peminjam buku perpustakaan pertahun (orang)
	20.751
	20.758
	19.061
	23.500
	27.654
	39.650

	      4.
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan pertahun (orang)
	28.282
	35.335
	34.542
	39.877
	42,742
	57.621

	     5.
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)
	30.531
	32.151
	44.835
	45.980
	48.309
	50.083


Sumber :  Kantor Perpusarda Kab. Banyumas, 2009-2013

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pertanian

Kinerja makro urusan pertanian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu Nilai Tukar Petani, luas panen padi atau bahan pangan lainnya, produksi padi atau bahan pangan lainnya, dan cakupan bina kelompok tani. Nilai tukar petani tahun 2010 - 2014 cenderung mengalami penurunan, yaitu dari posisi 104,51 pada tahun 2010 menjadi 101,72 pada tahun 2014, meskipun demikian masih terjadi surplus dari hasil produksi yang diterima petani yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan petani, baik untuk kebutuhan rumah tangga petani maupun untuk biaya prodiksi pertaniannya. Perkembangan luas panen padi atau bahan pangan lainnya masih fluktuatif, untuk padi yang terdiri dari padi sawah dan padi gogo tahun 2010 seluas 71.674 ha, menurun tahun 2011 menjadi 64.123 ha dan meningkat kembali pada tahun 2012-2013 seluas 64.635 pada tahun 2013 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2014 menjadi 63.831 ha. Produksi padi atau bahan pangan lainnya juga masih fluktuatif, untuk produksi padi yang terdiri dari padi sawah dan padi gogo tahun 2010 sebesar 401.261 ton, menurun pada tahun 2011 menjadi 345.761 ton, meningkat kembali pada tahun 2012-2013 sebanyak 398.912 ton pada tahun 2013 dan menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 317.515 ton. Untuk produktivitas padi atau bahan pangan lainnya dari tahun 2010 – 2014 cenderung perkembangan yang fultuatif, tahun 2010 sebesar 5,60 ton/ha dan pada tahun 2013 menjadi 5,98 ton/ha.
Tabel  2.50.
Capaian Indikator, Produksi Tanaman Pangan dan 
Tanaman Perkebunan Kabupaten Banyumas 
Tahun 2009-2014
	No.
	Kondisi
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Nilai Tukar Petani
	104,51
	104,50
	104,11
	 101,712 
	-

	2.
	Luas panen padi atau bahan pangan lainnya (Ha)
	 
	 
	 
	 
	

	a.
	Padi (Ha)
	71.674
	64.123
	64.338
	    64.635 
	63.831

	 
	- Padi Sawah (Ha)
	68.860
	61.318
	61.667
	  61.885 
	61.552

	 
	- Padi Gogo (Ha)
	2.814
	2.805
	2.661
	    2.750 
	2.279

	b.
	Jagung (Ha)
	3.089
	3.971
	3.224
	    3.331 
	2.683

	c.
	Kedelai (Ha)
	2.350
	4.051
	2.702
	    2.987 
	1.952

	3.
	Produksi padi atau bahan pangan lainnya (Ton)
	 
	 
	 
	
	

	a.
	Padi (Ton)
	401.261
	345.761
	377.682
	 398.912 
	317.515

	 
	- Padi Sawah (Ton)
	389.044
	336.197
	366.499
	 386.567 
	306.393

	 
	- Padi Gogo (Ton)
	12.217
	9.564
	11.183
	  11.345 
	11.122

	b.
	Jagung (Ton)
	14.208
	22.931
	18.612
	  18.986 
	14.219

	c.
	Kedelai (Ton)
	3.051
	4.803
	5.643
	    5.986 
	1.865

	4.
	Produktifitas padi atau bahan pangan lainnya (Ton/Ha)
	 
	 
	 
	
	

	a.
	Padi (Ton/Ha)
	5,60
	5,39
	5,92
	      5,98 
	

	 
	- Padi Sawah (Ton/Ha)
	5,65
	5,48
	5,94
	      5,99 
	4,98

	 
	- Padi Gogo (Ton/Ha)
	4,34
	3,41
	4,2
	      4,25 
	4,88

	b.
	Jagung (Ton/Ha)
	4,6
	5,77
	5,77
	     6,00 
	6,10

	c.
	Kedelai (Ton/Ha)
	1,3
	1,19
	1,25
	      1,28 
	1,33

	5.
	 Produksi Hortikultura  
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 -  Durian ( Kuintal ) 
	3.465,67 
	   45.238 
	12.887 
	13.107 
	21.032

	 
	 -  Pisang ( Kuintal ) 
	87.964,00 
	   94.975 
	148.381 
	164.463 
	86.970

	 
	 - Cabe Merah ( Kuintal ) 
	8.928,00 
	     3.436 
	1.051 
	 3.121 
	2.301

	6.
	 Produksi Tanaman Perkebunan : 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 - Cengkeh ( Ton ) 
	  112,23 
	     39,85 
	202,95 
	    232,95 
	414,55

	 
	 - Kelapa Dalam ( Ton ) 
	12.367,76 
	   12.391 
	12.892,41 
	13.192,41 
	13.303,27

	 
	 - Kelapa Deres ( Ton ) 
	51.663,39 
	   51.740 
	52.114,56 
	52.164,56 
	49.568,52

	5.
	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)
	27,65
	31,41
	32,8
	    36,14 
	42,78


Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2014 dan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Banyumas,  2010-2014. 
Potensi pertanian tanaman hortikultura di Kabupaten Banyumas meliputi kacang panjang, timun, terong, cabe besar, mangga, rambutan, durian, dan pepaya. Potensi perkebunan utama Kabupaten Banyumas meliputi cengkeh, tebu, teh, kopi arabika, kopi robusta, nilam, tembakau rakyat dan kapas saat ini perkembangannya juga sangat baik.
Komoditas peternakan utama di Kabupaten Banyumas meliputi sapi potong, kerbau, kambing dan domba. Populasi sapi potong selama kurun waktu lima tahun (2010-2014) menunjukkan perkembangan fluktuatif, pada tahun 2010 mencapai 17.655 ekor, meningkat menjadi 17.832 ekor pada tahun 2011, namun pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan menjadi 12.347 ekor pada tahun 2014. Populasi kerbau selama kurun waktu tahun 2010-2014 cenderung mengalami penurunan, tahun 2014 ada sebanyak 1.531 ekor, padahal pada tahun 2010 populasi kerbau mencapai 3.267 ekor. Populasi kambing mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014, tahun 2010 mencapai sebanyak 197.715 ekor, tahun 2013 meningkat menjadi 208.763 ekor dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 21.332 ekor. Populasi domba selama kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, tahun 2010 ada sebanyak 21.269 ekor, meningkat menjadi 21.332 ekor pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 213.354 ekor. Perkembangan populasi ayam ras petelur meningkat selama kurun waktu tahun 2010-2014, tahun 2010 ada sebanyak 1.363.826 ekor, meningkat menjadi 1.432.110 ekor pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 1.460.752 ekor. Populasi ayam ras pedaging meningkat dari kurun waktu tahun 2010-2014, tahun 2010 ada sebanyak 5.695.722 ekor meningkat menjadi 6.064.838 ekor pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi sebanyak 6.246.783 ekor. Populasi ayam buras meningkat dari kurun waktu 2010-2014, pada tahun 2010 ada sebanyak 1.110.743 ekor, meningkat menjadi 1.213.740 ekor pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 1.250.152 ekor. Untuk populasi itik dari kurun waktu 2010-2015 mengalami peningkatan, tahun 2010 ada sebanyak 143.827 ekor, meningkat menjadi 166.494 ekor pada tahun 2013 dan meningkat kembali menjadi 174.819 ekor pada tahun 2014.
Produksi daging di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari daging sapi, kerbau, kambing, domba dan ayam dalam kurun waktu tahun 2010-2014 menunjukkan kencenderungan yang selalu meningkat. Pada tahun 2010 produksi daging di Kabupaten Banyumas ada sebanyak 13.349,5 ton, meningkat menjadi 15.002,4 ton pada tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 15.038,9 ton. 
Untuk produksi daging kerbau pada tahun 2013 ada sebanyak 1,4 ton dan pada tahun 2014 sebanyak 2,5 ton, sangat jauh jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebanyak 5,6 ton, kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang lebih menyukai daging sapi dibandingkan daging kerbau, sehingga permintaan terhadap kerbau menurun. 
Produksi susu yang terdiri dari susu sapi perah dan kambing dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, tahun 2010 ada sebanyak 2.067.356 liter, tahun 2013 meningkat menjadi 2.930.678 liter dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 3.000.698 liter. Produksi telur yang berasal dari ayam ras, ayam buras dan itik dalam kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, tahun 2010 ada sebanyak 15.153,4 ton, meningkat pada tahun 2013 menjadi 15.901,7 ton dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi 16.383,2 ton.
Angka kesakitan ternak dan angka kematian ternak yang terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk angka kesakitan ternak besar pada tahun 2010 sekitar 72,20%, menurun pada tahun 2013 menjadi 15,50% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 16,52%. Angka kesakitan ternak kecil pada tahun 2010 ada sekitar 89,30%, menurun pada tahun 2013 menjadi 19,50% dan menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 3,52%. Angka kesakitan pada ternak unggas pada tahun 2010 ada sebanyak 0,10%, meningkat menjadi 1,90% pada tahun 2013 dan menurun pada tahun 2014 sekitar 0,65%. 
Untuk angka kematian ternak besar pada tahun 2010 ada sekitar 25,27%, menurun pada tahun 2013 menjadi 5,0% dan pada tahun 2014 mengalami penurun kembali menjadi 3,2%. Angka kematian ternak kecil pada tahun 2010 ada sekitar 31,26%, menurun pada tahun 2013 menjadi 6,5% dan pada tahun 2014 menurun kembali menjadi 5,7%. Angka kematian ternak unggas pada tahun 2010 ada sekitar 0,092%, meningkat menjadi 1,7% pada tahun 2013 dan menurun kembali pada tahun 2014 sekitar 0,37%. Secara lengkap perkembangan ternak dan produksi hasil ternak di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.51.
Populasi Ternak, Produksi Hasil Ternak dan Angka Kesakitan Ternak Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Populasi Produksi komoditas Peternakan Utama
	
	
	
	
	

	
	Sapi Potong
	17.655 
	17.832 
	 17.704 
	14.845
	12.347

	
	Sapi Perah
	1.124
	1.567
	1.688
	2.213
	2.2250

	
	Kerbau
	 3.267 
	 1.928 
	 1.947 
	1.590
	1.531

	
	Kambing
	197.715 
	200.186 
	203.672 
	208.763
	213.983

	
	Domba
	21.269 
	21.278 
	 21.311 
	21.332
	21.354

	
	Ayam Ras Petelur
	1.363.826
	1.377.000
	1.404.540
	1.432.110
	1.460.752

	
	Ayam Ras Pedaging
	5.695.722
	5.730.600
	5.902.518
	6.064.838
	6.246.783

	
	Ayam Buras
	1.110.743
	1.144.065
	1.178.387
	1.213.740
	1.250.152

	
	Itik
	143.827
	151.018
	158.569
	166.494
	174.819

	2.
	Produksi Daging (ton)
	13.349,5 
	14.157,5
	14.676,8 
	15.002,4
	15.038,9

	
	Sapi 
	3.603,8
	4.360,2
	4.479,9
	4.528,5
	3.415,1

	
	Kerbau
	 5,6
	 4,1
	 1,1
	1,4
	2,5

	
	Kambing
	1.119,1
	1.118,6
	1.244,2
	1.402,1
	1.307,9

	
	Domba
	140,3
	116,4
	137,6
	110,0
	128,9

	
	Babi
	97,40
	80,60
	80,00
	96,50
	108,8

	
	Ayam 
	8.148,4
	8.230,9
	8.471,8
	8.595,8
	9.803,7

	
	Itik
	234,9
	246,7
	261,6
	268,2
	271,9

	3.
	Produksi Susu (liter) :
	2.067.356
	2.283.460
	2.336.529
	2.930.678
	3.000.698

	
	Sapi Perah 
	2.017.356
	2.228.460
	2.277.529
	2.868.678
	2.935.698

	
	Kambing
	50.000
	55.000
	59.000
	62.000
	65.000

	4.
	Produksi Telur (ton)
	15.153,4
	15.365,1
	15,719
	15.901,7
	16.383,2

	
	Ayam Ras
	13.242,4
	13.370,4
	13.637,8
	13.774,1
	14.052

	
	Ayam Buras
	598,6
	616,6
	635,0
	644,5
	732,7

	
	Itik
	1.312,4
	1.378,1
	1.446,9
	1.483,1
	1.598,5

	5.
	Angka Kesakitan Ternak (Morbiditas)
	
	
	
	
	

	
	Ternak Besar (%)
	 72,20 
	 38,70 
	 37,21 
	15,50
	16,52

	
	Ternak Kecil (%)
	 89,30 
	 69,30 
	 0,41 
	19,50
	3,52

	
	Ternak Unggas (%)
	 0,10 
	 0,23 
	 1,96 
	1,90
	0,65

	6.
	Angka Kematian Ternak (Mortalitas)
	
	
	
	
	

	
	Ternak besar (%)
	25,27
	13,55
	9,68
	5.0
	3,2

	
	Ternak Kecil (%)
	31,26
	20,81
	0,21
	6,5
	5,7

	
	Ternak Unggas (%)
	0,092
	0,21
	1,76
	1,7
	0,37


Sumber : Dinnakan Kab. Banyumas, 2014
2. Kehutanan

Pembangunan kehutanan di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 20109-2014 memiliki capaian kinerja cukup baik. Pembangunan kehutanan dilihat melalui beberapa indikator antara lain rehabiitasi lahan kritis. Sampai dengan tahun 2014 luas areal hutan rakyat di Kabupaten Banyumas mencapai seluas 21.417 hektar.Peningkatan luas hutan rakyat dari tahun ketahun perlu terus ditingkatkan mengingat fungsinya yang sangat baik sebagai investasi sekaligus mengurangi lahan kritis.Luas areal hutan lahan kritis di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2014 tercatat ada seluas 5.795 ha. Capaian kinerja urusan kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Makro Urusan Kehutanan
Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	 1. 
	 Luas Areal Hutan Rakyat ( Ha ) 
	13.482
	16.957
	19.492
	21.492
	21.417

	 
	 Peningkatan areal hutan rakyat ( Ha ) 
	  3.875 
	  3.475 
	  2.535 
	   2.000 
	1.475

	 2. 
	Luas areal hutan kritis dan lahan kritis ( Ha) 
	13.547
	8.270
	7.770
	4.117
	5.795

	
	Rehabilitas lahan kritis / berkurangnya lahan kritis (Ha ) 
	4.178
	5.277
	500
	3.653
	1.475


Sumber : Dinpertanbunhut Kab. Banyumas, 2014.
Rehabilitasi yang berkaitan dengan tanam-menanam harus mempertimbangkan efektivitas waktu pelaksanaan, sehingga kegiatan penanaman dapat dilakukan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik lokal iklim wilayah.
Aspek sosial ekonomi memainkan peran penting dalam rehabilitasi hutan dan lahan. Kekeliruan dalam menemukenali peluang dan tantangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat akan menyebabkan kesulitan untuk mencapai keberhasilan rehabilitasi.  Dengan semakin berkurangnya lahan kritis, pertanian dan peternakan yang diusahakan masyarakat juga akan semakin terbantu karena meningkatnya daya dukung lingkungan.
3. UrusanEnergi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja makro urusan ESDM antara lain bisa dilihat dari indikator pertambangan tanpa ijin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, ijin usaha pertambangan, pertambangan tanpa ijin, rasio elektrifikasi dan potensi energi baru terbarukan.

IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari sebanyak 62 IUP, 105 IUP menjadi 144 IUP, sedangkan mulai tahun 2013-2014 mengalami penurunan yaitu tahun 2013 menjadi sebanyak 125 IUP dan tahun 2014 sebanyak 32 IUP. Penerbitan IUP dimaksudkan untuk memastikan kegiatan penambangan dapat dilaksanakan secara efektif dan mudah dipantau keberadaannya. Jumlah Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang teridentifikasi tahun 2010-2011 meningkat yaitu tahun 84 menjadi 103 penambang dan terus menurun dari tahun 2012-2014 yaitu dari 29 penambang pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 26 penambang pada tahun 2014.

Perkembangan yang positif juga ditunjukkan oleh indikator Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (RERT). RERT di Kabupaten Banyumas hingga tahun 2014 mencapai 91,61% naik dibandingkan tahun 2013 sebesar 84,14% dari total rumah tangga yang ada. Capaian ini memiliki arti dari 418.468 rumah tangga yang ada di Kabupaten Banyumas, sebanyak 352.468 rumah tangga telah mendapatkan pelayanan listrik. Capaian Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga pada tahun 2012 hampir memenuhi tarrget elektrifikasi nasional pada tahun 2013 yaitu sebesar 85%. 
Langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, baik yang telah mendapatkan aliran listrik PLN maupun yang belum, dilakukan dengan membangun beberapa pembangkit listrik dengan Potensi Energi Terbarukan (EBT). EBT dilaksanakan dengan menggunakan tenaga Mikro Hidro, Tenaga Surya, dan Tenaga Surya Komunal. 

Jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh EBT mikro hidro hingga tahun 2014 mencapai 130 kVA mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010-2013 yaitu sebesar 115 kVA atau meningkat sebesar  88,5%. Capaian Sumber EBT lain yaitu tenaga surya pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun kurun waktu 2010-2013. Pada tahun 2010, jumlah Tenaga Surya yang telah terpasang mencapai 186 unit meningkat menjadi 634 unit pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan lagi menjadi 701 unit pada tahun 2013, tapi sedikit mengalami penurunan menjadi 628 unit pada tahun 2014 . Sedangkan untuk tenaga surya lainnya pada tahun 2014 seperti tenaga surya komunal masih tetap berjumlah 1 unit dan Bahan Bakar Nabati (BBN) masih sebanyak 4 unit, dan biogas mengalami penurunan dari tahun 2010-2011 berjumlah 14 unit digester menjadi 4 unit pada tahun 2012-2013 dan sedikit meningkat pada tahun 2014 menjadi 6 unit. 

Tabel  2.53.

Perkembangan Kinerja Pembangunan Urusan Energi

Dan Sumberdaya MineralKabupaten Banyumas Tahun 2010 – 2014
	No
	Bidang Urusan/Indikator
	Capaian kinerja

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB
	1.40
	1.39
	1.40
	1.40
	-

	2.
	Jumlah Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
	62
	105
	144
	125
	32

	3.
	Jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI)
	84
	103
	29
	29
	26

	4.
	Rasio elektrifikasi rumah tangga (RERT) (%)
	76.49
	79,02
	84
	84.53
	91,61

	5.
	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT)
	
	
	
	
	

	
	Mikro Hidro (kVA)
	115
	115
	115
	115
	130

	
	Tenaga Surya (Unit)
	186
	401
	634
	701
	628

	
	Tenaga Surya Komunal
	-
	-
	1
	1
	1

	
	Biogas (Digester)
	14
	14
	4
	4
	6

	
	Bahan Bakar Nabati (BBN) 
	4
	4
	4
	4
	4

	6.
	Pemanfaatan Air Tanah (ijin pengusahaan/ pemakaian Air Tanah)
	n/a
	n/a
	15
	18
	23

	7.
	Rasio Penerangan Jalan Umum (%)
	n/a
	n/a
	50.5
	57
	60,5

	8.
	Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Pasca Tambang (%)
	n/a
	n/a
	10
	15
	34,45

	9.
	Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Unit)
	n/a
	n/a
	758
	800
	644

	10.
	Penanganan Mitigasi Bencana Geologi (%)
	n/a
	n/a
	25
	30
	100

	11.
	Penertiban Distribusi BBM dan Gas (Agen/Pangkalan)
	n/a
	n/a
	712
	724
	730

	12.
	Pemahaman Masyarakat terhadap usaha panas bumi (%)
	n/a
	n/a
	15
	20
	50


Sumber : Dinas ESDM Kab. Banyumas, 2014
4. Urusan Pariwisata

Kinerja makro urusan pariwisata dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu dari kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, umumnya mudah di jangkau karena di dukung sarana dan prasarana yang memadai.Namun demikian masih terdapat beberapa obyek wisata yang belum tergarap secara optimal dan membutuhkan investasi untuk pengembangannya. Berbagai potensi pariwisata tersebut yaitu: Baturaden, Taman Rekreasi Nirwala Manggala, Bendung Gerak Serayu, Wana Wisata, Pancuran Pitu, Pancuran Telu,  Goa Sarabadak, Telaga Sunyi, Curug Cipendok, Curug Ceheng, Pemandian Kali Bacin, Museum BRI.
Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Banyumas terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Banyumas menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2010 jumlah wisatawan nusantara di Kabupaten Banyumas ada sebanyak 540.719 orang, meningkat mencapai 1.359.359 orang pada tahun 2014. Untuk jumlah pengunjung wisatawan manca negara yang berkunjung ke Kabupaten Banyumas juga mengalami peningkatan dari sebanyak 1.053 pada tahun 2010 menjadi 1.625 orang pada tahun 2014, untuk jumlah pengunjung terbanyak di obyek wisata Baturaden. 
Dilihat dari lamanya waktu berkunjung, rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara hanya 1 hari, tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tahun 2010-2014.Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas memerlukan penanganan yang lebih serius untuk dapat menambah lama tinggal wisatawan sehingga dapat membelanjakan uangnya di Kabupaten Banyumas. Untuk perkembangan hotel dari kurun waktu 2010-2014, pada tahun 2010 ada sebanyak 9 buah hotel bintang dan 163 buah hotel non bintang, pada tahun 2014 untuk hotel bintang tetap masih ada sebanyak 9 buah dan hotel non bintang bertambah menjadi 1buah.  
Perkembangan jumlah wisatawan, lama tinggal dapat dilihat pada tabel berikut 

Tabel  2.54.
Jumlah Kunjungan Wisata, Lama Tinggal Wisatawan dan 
Pengeluaran Belanja Wisatawan Pariwisata Kabupaten Banyumas 
Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah kunjungan wisata (orang)
	Orang
	541.772
	864.019
	953.359
	1.464,104
	1.360.984

	
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang)
	Orang
	540.719
	860.862
	952.051
	1.462.379
	1.359.359

	
	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
	Orang
	1.053
	3.157
	1.308
	1.815
	1.625

	3.
	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara
	Hari
	1
	1
	1
	1
	1

	4.
	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara
	Hari
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Hotel (buah)
· Hotel bintang
· Hotel non bintang
	Buah
Buah
	9
163
	9
164
	9
164
	9
164
	9
164


Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2014
Infrastruktur pendukung seperti perhotelan sudah cukup memadai di Kabupaten Banyumas.  Wisatawan tidak akan kesulitan dalam menemukan akomodasi karena beragamnya jenis hotel yang tersedia.  Semua indikator pada tabel di atas menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, kecuali indikator lama tinggal wisatawan (dalam negeri dan mancanegara) yang tidak meningkat dari tahun ke tahun.Ada beberapa faktor yang menjelaskan fenomena tersebut.Pertama, minimnya informasi destinasi wisata di Kabupaten Banyumas, atau meskipun ada tetapi hanya sebatas memberi informasi, belum memasarkan.  Kedua, belum adanya paket-paket wisata yang terintegrasi di setiap kawasan wisata, misalnya dari apa produk atau destinasi unggulannya, estimasi durasi waktu kunjungan dan perjalannya, moda transportasi yang melayani, dan sebagainya.  Ketiga, masih kurangnya alternatif produk wisata jadi yang layak jual.Sejauh ini pariwisata di Kabupaten Banyumas masih bertumpu pada wisata alam.  Potensi wisata lain seperti kekayaan budaya dan heritage belum tergarap maksimal karena minimnya pembinaan sebagaimana nampak pada pembahasan pada aspek kebudayaan.
5. Perikanan 

Produksi perikanan di Kabupaten Banyumas terutama adalah perikanan tangkap dari perairan sungai (perairan umum) dan perikanan budidaya, untuk luas lahan perikanan tangkap di Kabupaten Banyumas tahun 2014 seluas 1.296 ha dan luas perikanan budidaya pada tahun 2014 seluas 425,49 ha. Dalam kurun waktu tahun 2010-2014, produksi perikanan tangkap meningkat dari sebanyak 719 ton senilai Rp 6.016.584.000,00 pada tahun 2010 menjadi 802,1 ton senilai Rp 10.495.000.000,00 pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 meningkat kembali produksinya mencapai 820 ton senilai Rp. 10.716,500.000,00. Sementara itu produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu tahun 2010-2014 meningkat, pada tahun 2010 ada sebanyak 5.066 ton senilai Rp 110.692.100,00, meningkat pada tahun 2013 sebanyak 7.723 ton senilai Rp. 187.015.976.000,00 dan pada tahun 2014 meningkat kembali dengan produksi mencapai 8.318,6 ton senilai Rp. 193.137.888.000,00. 
Jumlah ikan yang ditebar diperairan umum untuk kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami perkembangan fluktuatif, pada tahun 2010 jumlah ikan yang ditebar diperairan umum sebanyak 207.607 ekor, meningkat pada tahun 2013 sebanyak 352.000 ekor dan pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah ikan yang ditebar diperairan umum sebanyak 216.100 ekor. Perkembangan produksi perikanan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.55.
Jumlah Produksi  dan Lahan Perikanan Kabupaten Banyumas
Tahun 2010-2014
	No.
	Bidang Urusan/Indikator
	Capaian Kinerja Setiap Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Produksi Perikanan
	         5.785
	 6.995
	       7.856
	        8.524,1
	9.138,6

	
	· Perikanan Tangkap (ton)
	719 
	749 
	      778,3
	802,1
	820

	
	· Perikanan Budidaya (ton)
	 5.066 
	 6.206 
	       7.128 
	7.723
	8.318,6

	2.
	Nilai Produksi Perikanan
	116.708.684
	 142.164.855
	144.623.505
	197.510.976
	203.854.388

	
	· Perikanan Tangkap (Rp 1.000)
	 6.016.584 
	 6.327.565 
	6.537.300 
	10.495.000
	10.716.500

	
	· Perikanan Budidaya Rp.1.000)
	110.692.100 
	135.837.290 
	138.086.205 
	187.015.976
	193.137.888

	3.
	Penebaran Ikan di Perairan Umum (ekor)
	207.607
	309.445
	264.000
	352.000
	216.100

	4
	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)
	 13,30 
	 13,45 
	 13,50
	13,55
	13,68

	5.
	Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (kelompok)
	217 
	316 
	408 
	425
	471

	6.
	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan (rupiah/bulan)
	469.623,34 
	573.297,88 
	1.974.500 
	2.337.700
	908.286

	7.
	Jumlah Usaha Pengolahan Ikan (unit)
	186 
	186 
	192 
	152
	154

	8.
	Luas Lahan Perikanan :
	
	
	
	
	

	
	Perikanan Tangkap (ha)
	1.296
	1.296
	1.296
	1.296
	1.296

	
	Perikanan Budidaya (ha)
	409,00
	424,01
	424,01
	424,99
	425,49


Sumber : Dinnakkan Kab. Banyumas, 2014  
Hasil produksi perikanan di Kabupaten Banyumas sebagian dilakukan pengolahan melalui unit-unit usaha yang dimiliki masyarakat.Jumlah usaha pengolahan ikan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 ada sebanyak 154 unit usaha. Dilihat dari konsumsi ikan oleh penduduk, secara umum tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Banyumas masih rendah, pada tahun 2014 yaitu sebanyak 13,68 kg/kapita/tahun. Capaian ini jauh dari pola konsumsi harapan sebesar 31,40 kg/kapita/tahun. Potensi perikanan Kabupaten Banyumas yang bertumpu pada perikanan budidaya ini menjadikan tingkat konsumsi ikan rendah karena penduduk agak kesulitan memperoleh ikan dengan harga yang terjangkau.
Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan di Kabupaten Banyumas untuk kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami fluktuatif, tahun 2010 rata-rata pendapatan yang diterima sebesar Rp 469.623,34,00 per bulan, meningkat menjadi Rp. 2.337.700,00 per bulan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami penurunan rata-rata pendapatan yang diterima yaitu sebesar Rp. 908.286,00 per bulan. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan sekaligus mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2014 sebanyak 471 kelompok.
6. Urusan Industri
Kinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta cakupan bina kelompok pengrajin. Perkembangan perindustrian  di Kabupaten Banyumas pada tahun  2010-2014 menunjukkan perkembangan yang baik. Perkembangan  industri memiliki peran strategis dalam pembaangunan daerah, terutama terkait dengan penanaman modal, penggunan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja dan daya ungkit perkembangannya bagi sektor-sektor perekonomian  lainnya.
Pertumbuhan industri di Kabupaten Banyumas relatif cukup bagus terutama  indutri menengah dan industri kecil dan mikro. Selama kurun waktu 2010 - 2014 jumlah industri menengah meningkat dari sebanyak 77 unit pada tahun 2010  menjadi sebanyak 82 pada tahun 2014. Demikian pula dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri menengah, yaitu 3.949 orang pada tahun 2010 menjadi sebanyak 5.949 orang pada tahun 2014. Sedangkan jumlah industri kecil meningkat cukup baik, yaitu sebanyak 2.064 unit pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 2.091 unit pada tahun 2013. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan industri kecil  sebesar 7.899 orang pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2014 menjadi sebanyak 8.681 orang. Kondisi ini mencerminkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Banyumas semakin baik.Selain itu tumbuhnya industri juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Gambaran perkembangan jumlah industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja  terlihat pada tabel berikut : 
Tabel 2.56.
Pertumbuhan Jumlah Industri menurut Jenis dan
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Banyumas
Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Unit Industri
	 
	 
	
	
	

	a.
	Industri besar (unit)
	4
	4
	4
	4
	5

	b.
	Industri menengah (unit)
	77
	77
	77
	77
	82

	c.
	Industri kecil (unit)
	2.064
	2.071
	2.076
	2.085
	2.091

	d.
	Industri mikro (non formal) (unit)
	37.648
	37.951
	38.473
	38.473
	39.349

	2.
	Jumlah tenaga kerja yang terserap pada unit industri
	 
	 
	
	
	

	a.
	Industri besar (orang)
	1.075
	1.075
	1.075
	1.075
	1.275

	b.
	Industri menengah (orang)
	3.949
	3.949
	3.949
	3.949
	5.949

	c.
	Industri kecil (orang)
	7.899
	7.993
	8.083
	8.083
	8.681

	d.
	Industri mikro (non formal) (orang)
	75.500
	76.026
	77.130
	77.130
	83.184

	3.
	Tingkat penggunaan bahan baku impor (%)
	2
	2
	2
	2
	2

	 4.
	Pertumbuhan Industri
	-
	-
	-
	1.522
	42.038

	 5. 
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
	-
	-
	-
	587
	732


Sumber : Dinperindagkop Kab. Banyumas, 2014 
Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembinaan industri kecil dan menengah adalah perkembangan industri mikro (non formal) dari tahun 2010-2014 menunjukan perkembangan yang baik, terutama dalam peningkatan usaha, keterampilan, penggunaan bahan baku lokal dan penyerapan tenaga kerja lokal. Jumlah industri mikro (non formal) pada tahun 2010 adalah 37.648 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 75.500 orang, pada tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 38.473 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 77.130 orang dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 39.349 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 83.184 orang. Meskipun berskala kecil, sektor industri kecil terbukti besar perannya dalam menopang perekonomian Kabupaten Banyumas. Menurut Tambunan,” industri kecil di sentra-sentra dapat berkembang lebih pesat, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar dan dapat meningkatkan produksinya daripada industri kecil secara individu di luar sentra”.  Sementara itu Mudrajad Kuncoro menyatakan, “ industri kecil atau bisa juga disebut community based industry terbukti telah memajukan perekonomian di berbagai negara dengan tumbuh pesat karena ditopang oleh sejumlah usaha kecil dan menengah”.
4. Urusan Perdagangan

Kinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, ekspor bersih perdagangan, dan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Sektor perdagangan memiliki fungsi strategis dalam  perekonomian daerah, merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB Kabupaten Banyumas, terutama dari pengembangan perdagangan lokal dan regional, terutama perdagangan skala kecil dan menengah.  Kegiatan perdagangan di Kabupaten Banyumas telah dapat meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah.Perdagangan dibagi menjadi tiga bagian yaitu perdagangan lokal, regional atau nasional dan internasional. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur peningkatan kinerja perdagangan adalah  besarnya nilai ekspor, jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang tersedia. 
Kinerja urusan perdagangan  selama kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan  perkembangan yang meningkat. Nilai ekspor di Kabupaten Banyumas pada tahun 2010  sebesar US $ 5.845.167,00 meningkat secara signifikan pada tahu 2013 menjadi sebesar US $ 18.742.592,00 dan meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi sebesar US $ 21.229.327,00. Adapun komoditas  utama ekspor dari Kabupaten Banyumas adalah kayu olahan dan minyak atsiri dengan tujuan Negara USA, Perancis dan negara-negara Eropa, Jepang dan  Korea. Selain untuk ekspor, minyak atsiri juga dikonsumsi dalam negeri meskipun jumlahnya mungkin kecil.  Berkembangnya produk kosmetik, parfum dan peralatan kecantikan dalam negeri akan memacu pertumbuhan pemakaian minyak atsiri.  Pasar atsiri internasional yang masih terbuka luas, dengan permintaan rata-rata 1.500 ton/tahun dengan kecenderungan yang selalu meningkat, berpotensi mendorong sektor perdagangan ke depan lebih positif.  Namun demikian, hal ini masih terkendala dengan keterbatasan produksi, disamping hambatan yang bersifat teknis, kelembagaan klaster minyak atsiri di Kabupaten Banyumas juga tidak berkembang.Artinya, meskipun ada para pelaku dalam bisnis tersebut, tetapi masing-masing berjalan sendiri-sendiri, serta tidak terbentuk pola bisnis yang terorganisir dengan berbagai bisnis yang berkaitan.
Perkembangan sarana dan prasarana perdagangan, terutama pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Banyumas selama kurun waktu 2010–2014 menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Perkembangan ini  memberikan implikasi pada meningkatnya  kegiatan perekonomian daerah, terutama  digerakan oleh meningkatnya kebutuhan barang dan jasa  dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perkembangan capaian indikator Urusan Perdagangan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.57.
Perkembangan Capaian Indikator Urusan Perdagangan
di Kabupaten Banyumas Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB)/000 rp
	1.488.700.301
	1.667.718.895
	1.867.288.269
	1.867.288.269
	Bappeda

	2.
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHK)/000 rp
	710.896.399
	761.692.035
	816.231.140
	875.181.810
	Bappeda

	3.
	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
	-
	-
	-
	1,522
	400

	4
	Nilai Ekspor Perdagangan (US$)
	5.845.167
	15.478.137
	19.350.608
	18.742.592
	21.229.327

	5.
	Nilai Impor perdagangan 
(ribu US$)
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Jumlah pasar modern (minimarket/ supermarket/ swalayan) (unit)
	41
	53
	67
	99
	99

	7.
	Jumlah pasar tradisional (unit)
	25
	25
	27
	27
	26


Sumber : Dinperindagkop Kab. Banyumas, 2014 
Perkembangan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Banyumas menunjukan perkembangan yang positif. Jumlah pasar tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Banyumas dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan, pada tahun 2010 ada sebanyak 25 unit dan pada tahun 2014 menjadi 26 unit. Pasar tradisional terutama menampung perdagangan eceran dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari perlu mendapatkan fasilitasi pengembangan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Perkembangan jumlah pasar modern di Kabupaten Banyumas menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2010 ada sebanyak 41 unit dan tahun 2014 meningkat menjadi 99 unit. Pasar modern terdapat di pusat-pusat  perkembangan perekonomian dan sepanjang jalur utama perekonomian daerah, terutama Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya.
5. Urusan Ketransmigrasian

Kinerja makro urusan ketransmigrasian antara lain bisa diukur dengan indikator transmigran swakarsa dan kontribusi transmigrasi terhadap PDRB. Pembangunan bidang ketransmigrasian merupakan urusan pilihan Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Banyumas  selama lima tahun terakhir (2010 – 2014) telah memberangkatkan transmigrasn sebanyak 89  KK ke beberapa wilayah di luar Pulau Jawa. Pemberangkatan transmigran paling banyak terjadi pada tahun 2012 yaitu 25 KK.

Target capaian kinerja indicator ketrasmigrasian pada tahun 2014 dalam RPJMD Kabupaten Banyumas adalah sebesar 40 KK, target tersebut hanya tercapai 4 KK. Pencapaian kinerja makro urusan ketransmigrasian tergantung pada sistem kuota yangmenentukan jumlah transmigrasi yang akan dituju, disisi lain minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cenderung menurun  walau pada tahun 2014 ada kenaikan peminat mencapai 48 KK tapi yang diberangkatkan hanya 4 KK sesuai dengan Kuota yang ditentukan oleh pusat. Untukmeningkatkan pencapaian indikator makro urusan ketranmigrasian faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Upaya terobosan untuk meningkatkan kuota transmigrasi perlu dilakukan dengan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wilayah penempatan transmigrasi menjadi penting untuk mendukung capaian kinerja urusan ketranmigrasian sesuai dengan target  RPJMD. Perkembangan kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58.
Kondisi Makro Urusan ketransmigrasian 

Kabupaten Banyumas tahun 2010-2014
	No.
	Kondisi
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Jumlah Pendaftar (KK)
	90
	50
	26
	25
	48

	2.
	Jumlah transmigrasi yang berangkat (KK)
	20
	18
	25
	22
	4


Sumber :
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyumas, 2009-2014

Untuk meningkatkan capaian indikator makro urusan ketransmigrasian faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan  program perlu dikelola dengan baik. Upaya terobosan untuk meningkatkan kuota transmigran perlu dilakukan   untuk mendukung capaian kinerja.Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemeintah daerah wilayah penempatan transmigrasi menjadi penting untuk dilakukan.Dengan  demikian target RPJM juga dapat dicapai. 

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan.Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah antara lain bisa dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (paritas daya beli, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah dan nilai tukar petani. Pengeluaran per kapita menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa.Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2012 sebesar Rp 621.780,00.Capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran perkapita Jawa Tengah sebesar Rp 640.410,00. Kemudian nilai tukar petani selama tiga tahun juga menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari sebesar 102,80% di tahun 2009 menjadi 104,12% di tahun 2012.  Peningkatan nilai tukar ini mengindikasikan peningkatan dalam nilai tukar hasil pertanian, atau peningkatan tingkat harga pertanian relatif terhadap harga barang dan jasa lain mengakibatkan peningkatan pendapatan riil petani.  Peningkatan nilai tukar petani ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha tani, disamping tingkat kesejahteraannya secara umum yang meningkat.Kecenderungan peningkatan nilai tukar petani ini juga berpotensi memberikan insentif petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal.
Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar pengeluaran perkapita di Kabupaten Banyumas lebih rendah dibandingkan dengan Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal dan kabupaten Banjarnegara. Tetapi lebih tinggi dari Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Batang.
B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

Jalan merupakan sarana yang sangat vital dalam memperlancar arus barang dan orang. Jalan dengan kondisi baik akan menekan biaya transportasi dan mempermudah dalam melakukan distribusi barang dan orang. Dalam memperlancar arus barang dan orang di Kabupaten Banyumas terdapat jalan provinsi sepanjang 42,78 km dengan kondisi baik sepanjang 23,09 km. Sementara jalan kabupaten sepanjang 804,78 km dengan kondisi baik sepanjang 295,00 km. 

Dalam memperlancar arus orang yang berpergian, di Kabupaten Banyumas tahun 2012 terdapat terminal bus. Terminal kelas A di Kabupateen Banyumas sebanyak 1 unit yaitu Terminal Induk Purwokerto, dan terminal kelas B sebanyak 2 unit. Angkutan umum yang beroperasi sebanyak 410 bis Antar Kota Antar Propinsi dan 43 bis Antar Kota Dalam Provinsi yang bisa dipergunakan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi. Transportasi darat juga didukung fasilitas kereta api melalui stasiun Purwokerto. 

Tabel 2.59.

Fasilitas Infrastruktur Wilayah di KabupatenBanyumas

Tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1.
	Terminal
	
	
	
	
	

	
	· Jumlah Terminal Kelas A (unit)
	1
	1
	1
	1
	1

	
	· Jumlah Terminal Kelas B (unit)
	2
	2
	2
	2
	2

	2.
	Angkutan Darat
	
	
	
	
	

	
	· Jumlah bus AKAP
	100
	85
	47
	47
	47

	
	· Jumlah bus AKDP
	675
	675
	675
	675
	675


Sumber : Dinhubkominfo Kab. Banyumas, 2013.
Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum,  jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum selama empat tahun menunjukkan angka yang fluktuatif, yaitu berturut-turut adalah 2.122.716 orang di tahun 2008, 2.213.639 orang di tahun 2009, 2.588.742 orang di tahun 2010 dan 2.529.200 orang di tahun 2011. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih menunjukkan adanya peningkatan selama empat tahun, yaitu dari 63,55% di tahun 2008 menjadi 65,33% di tahun 2011. Rasio ketersediaan daya listrik selama tiga tahun juga menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari 71,00% di tahun 2008 menjadi 76,49% di tahun 2010. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik juga menunjukkan adanya peningkatan selama tiga tahun, yaitu dari 284.230 rumah tangga di tahun 2008 menjadi 311.130 rumah tangga di tahun 2010 dan naik 359.680 di tahun 2012.

Tabel 2.60.

Kinerja Makro fasilitas wilayah/infrastruktur 

Tahun 2010 – 2014

	
	Indikator
	Satuan
	
	Tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 
	Orang
	2.588.742
	2.529.200
	
	
	

	2
	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
	%
	64,44
	65,33
	54,54
	54,54
	54,54

	3
	Rasio ketersediaan daya listrik 
	%
	76,49
	-
	
	
	

	4
	Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik 
	Rumah

Tangga
	311.130
	-
	359.680
	359.680
	359.680


Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2008-2012.
C. Fokus Iklim Berinvestasi

Pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan akan lebih sulit dilakukan pemerintah daerah apabila tanpa adanya dukungan dari pihak swasta. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung penanaman modal yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah daerah, pihak swasta maupun terhadap masyarakat daerah. Tumbuhnya iklim investasi yang sehat dan kompetitif diharapkan akan memacu perkembangan investasi yang saling menguntungkan dalam pembangunan daerah.
Kabupaten Banyumas masuk dalam peringkat ke-10 pada survey daya saing daerah tahun 2010 yang diselenggarakan Provinsi Jawa Tengah.Namun demikian Kabupaten Banyumas masih memiliki sejumlah kelemahan yang perlu benahi. Secara umum permasalahan iklim investasi berkaitan dengan ketersediaan anggaran promosi investasi, realisasi investasi, ketersediaan pasar, ketersediaan dan kualitas informasi investasi teraktual, kecepatan waktu pelayanan perijinan, dan masih adanya beberapa jenis perijinan yang masih berada pada beberapa instansi, belum menyatu dalam Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
Fokus iklim berinvestasi antara lain bisa diukur dengan beberapa indikator yaitu angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perizinan dan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. Selama kurun waktu tahun 2010-2014, angka kriminalitas di Kabupaten Banyumas menunjukkan angka yang fluktuatif, yaitu 279 kasus pada tahun 2010 menurun pada tahun 2012 menjadi 235 kasus dan meningkat kembali pada tahun 2013 sebanyak 441 kasus. Jumlah demo yang terdata di tahun 2010 mencapai 75 kali menurun pada tahun 2013 menjadi 48 kali.Untuk jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah selama kurun waktu 2010-2014 masih menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebanyak 17 unit.
Tabel 2.61.
Kinerja Makro iklim berinvestasi tahun 2010-2014
	No.
	Indikator
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*)

	1.
	Angka kriminalitas 
	Kasus
	279
	205
	235
	441
	380

	2.
	Jumlah demo
	Kasus
	75
	-
	84
	48
	45

	3.
	Lama proses perijinan 
	Hari
	14
	14
	14
	14
	14

	4.
	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 
	Unit
	17
	17
	17
	17
	17


Sumber : Bappeda Kab. Banyumas, 2010-2014.
bahwa untuk 2014 mengalami penurunan angka demo di kabupaten Banyumas dan penurunan jumlah kriminalitas dari tahun sebelumnya.
Lama proses perijinan adalah indikator yang berada dalam kontrol pemerintah Kabupaten Banyumas, sementara angka kriminalitas dan jumlah demo merupakan faktor yang di luar kendali.  Sejak tahun 2010 hingga tahun 2014, waktu yang dibutuhkan untuk memproses perijinan tidak mengalami perubahan, sehingga ke depan perlu dikaji lebih lanjut agar prosesnya menjadi lebih sederhana.  Hal ini penting mengingat lamanya proses perijinan bisa mempengaruhi minat investor yang umumnya lebih menyukai kecepatan proses.  Lamanya proses perijinan juga bisa mempengaruhi persepsi biaya, meskipun dalam kenyataannya proses pemrosesan tersebut dilakukan secara transparan dan reliabel.
D. Fokus Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Dalam hal ini struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk  usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah  penduduk yang tergantung  pada penduduk usia kerja.

Rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk  yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif dan sebaliknya. Rasio ketergantungan penduduk selama tiga tahun cenderung menunjukkan adanya peningkatan, yaitu dari 52,26% di tahun 2008 menjadi 52,40% di tahun 2010. Angka rasio ketergantungan total pada tahun 2010 yang sebesar 52,40% ini artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 52 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. 

Tabel 2.62.

Kinerja Makro Sumber Daya Manusia Tahun 2009-2013
	No.
	Indikator
	Satuan
	Tahun

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012                                                                                   
	2013

	1.
	Rasio lulusan S1/S2/S3
	Rasio
	33.088/

2.300/

239
	3.769/

2.338/

240
	37.342/

2.580/

260
	41.578/

2.793/

283
	

	2.
	Rasio ketergantungan
	%
	52,26
	52,40
	-
	-
	


Sumber : Dindukcapil Kab. Banyumas, 2009-2012 (data diolah).

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 dan Realisasi  RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.                 

A. Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovasif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat
1. Urusan  Perencanaan Pembangunan
Kinerja pembangunan urusan  memiliki 4 indikator yaitu tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup serta penjabaran program RPJMD kedalam RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025 ditetapkan dengan PERDA Nomor 7 Tahun 2009.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018 telah ditetapkan dengan PERDA Nomor 10 Tahun 2013.Sedangkan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2014 penjabaran progran RPJMD ke dalam RKPD  pada tahun 2014  hanya 95,2%, atau hanya 177 program dari 186 program RPJMD.  

Berdasarkan indikator-indikator tersebut menunjukan kinerja urusan perencanaan menunjukkan kinerja yang baik. Tiga dari empat indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014 telah tercapai. Namun demikian untuk optimalnya kinerja urusan  dalam mencapai target RPJMD s.d. 2018, perlu ditingkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam proses penyusunan KUA-PPAS agar sesuai dengan RKPD serta penjabaran program pada RPJMD kedalam RKPD yang menjadi perhatian setiap SKPD. Capaian target RPJMD urusan  selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.63.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan  
	No.
	Program Prioritas
	Indikator Kinerja
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pengembangan Data/Informasi.
	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	1
	1
	1
	100
	(

	2.
	Program  Daerah.
	2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA
	1
	1
	1
	100
	(

	
	
	3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERBUP
	5
	1
	1
	100
	(

	
	
	4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
	100
	100
	95,2
	95,2
	(


      Sumber: Bappeda Kab. Banyumas
2. Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
Pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari sebanyak 11 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, untuk target 2014 telah tercapai. Namun demikian untuk optimalnya kinerja urusan kesatuan bangsa politik dalam negeri dalam mencapai target RPJMD s.d. 2018, perlu ditingkatkan kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta pembinaan politik daerah. Untuk penegakan Perda, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1000 penduduk , cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten,Tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), angka kriminalitas tertangani telah tercapai target RKPD tahun 2014. Capaian target RPJMD urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.64.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Dalam Negeri  
	No.
	Indikator Kinerja
	Target RKPD
Tahun 2014
	Capaian
Tahun
2014

	1.
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan).

	35
	12

	2.
	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan).

	90
	38

	3.
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk.

	1,1%
	2,1%

	4.
	Peningkatan cakupan penanganan kasus PERDA (orang).

	3.330
	5.265

	5.
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (kegiatan).

	95
	92

	6.
	Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik (%)

	100
	100

	7.
	Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana (titik)

	4
	4

	8.
	Penanganan mitigasi bencana geologi (%)
	47,1
	47,1


Tabel 2.65.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Dalam Negeri
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014 (%)
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
	47
	35
	12
	34,29
	(

	2.
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.
	2. Kegiatan pembinaan politik daerah
	90
	90
	38
	42,22
	(

	3.
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
	3. Penegakan PERDA (%)
	95
	80
	......
	…..
	(

	4.
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.
	4. Angka kriminalitas yang tertangani
	125
	195
	309
	158.,46
	(

	5.
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT).
	5. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
	1,4
	1,1
	2,1
	118
	(

	6.
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
	6. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
	65
	65
	57,20
	88
	(

	7.
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
	7. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
	6,4
	6,4
	……..
	……..
	(

	8.
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
	8. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
	100
	95
	92
	96,84
	(

	
	
	9. Tingkat  waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
	90
	80


	80
	100
	(

	
	
	10. Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik
	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	11. Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana
	4
	4
	4
	100
	(


Sumber: Dinhubkominfo Kab. Banyumas
jumlah limas per 10.000 penduduk berkurang karena sudah banyak limas yang usianya sudah tua sehingga mengundurkan diri dari limas dan meninggal dunia, jumlah limas di kabupaten Banyumas 10.297 orang, jumlah RT 9635 jumlah RW 1691,penegakan perda jumlah kegiatan adalah 6 kegiatan akan tetapi secara target kegiatan mencapai 100% dng rincian sbb :

a. bando jalan jumlah 11 buah sudah di tertibkan semua

b. reklame jumlahnya tidak terdapat (ribuan) setiap hari masih dilaksanakan penertiban

c. indomart jumlahnya 19 sudah dapat di tertibkan semuanya

3. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil menunjukkan kinerja yang baik, dari 8 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014 sebanyak7 indikator berstatus telah tercapai, untuk indikator rasio pasangan berakte nikah masih perlu lebih dioptimalkan lagi agar target RPJMD s.d. 2018 bisa tercapai. Perkembangan capaian target RPJMD urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.66.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Penataan Administrasi Kependudukan.
	1. Prosentase penduduk ber KTP
	80,76
	80,57
	81,09
	100
	(

	
	
	2. Prosentase bayi berakte kelahiran
	81,00
	61,00
	73,01
	100
	(

	
	
	3. Rasio pasangan berakte nikah
	0,91
	0,75
	0,1
	13,33
	(

	
	
	4. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
	1
	1
	1
	100
	(

	
	
	5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
	Sudah
	Sudah
	Sudah
	100
	(

	
	
	6. Jumlah Tempat Perekam Data Kependudukan yang terhubung dengan jariang SIAK (Kecamatan)
	
	27 
	27
	100
	(

	
	
	7. Jmlah Keluarga (KK)
	
	622.151
	633.989
	100
	(

	
	
	8. Prosentase Kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%)
	
	92,81
	93,55
	100
	(


Sumber: Dindukcapil Kab. Banyumas Tahun 2014
4. Urusan Statistik
Indikator kinerja urusan statistik dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018 adalah ketersediaan dokumen sebagai sumber data dan informasi untuk mendukung  daerah. Dokumen tersebut terdiri atas Buku Kabupaten Dalam Angka, PDRB Kabupaten, Indeks Harga Konsumen, Kecamatan Dalam Angka, Nilai Tukar Petani, Analisis Situasi Pembangunan Manusian, serta Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.Keseluruhan dokumen tersebut telah tersedia. Dengan demikian pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja yang cukup baik, dari sebanyak 7 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014 tercapai. Penyediaan data pembangunan untuk mendukung  yang berkualitas perlu terus ditingkatkan dengan mengembangkan database di setiap SKPD.Secara rinci capaian target RPJMD urusan Statistikdapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.67.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Statistik 
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 
	1. Buku ”Kabupaten Dalam Angka” (Dokumen)
	1
	1
	1
	100
	(

	
	
	2. Buku ”PDRB Kabupaten” (Dokumen)
	1
	1
	1
	100
	(

	
	
	3. Buku "Indeks Harga konsumen Triwulanan" (Dokumen)
	1
	1
	1
	100
	(

	
	
	4. Buku "Kecamatan Dalam Angka" (Dokumen)
	27
	27
	27
	100
	(

	
	
	5. Buku "Nilai Tukar Petani" (Dokumen)


	1
	1
	1
	100
	(

	
	
	6. Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusian (ASPM) (Dokumen)
	5
	1
	1
	100
	(

	
	
	7. Buku Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)  (Dokumen)
	5
	1
	1
	100
	(


Sumber:Bappeda, Kab. Banyumas 2014.

5. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan, Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
Kinerja pembangunan urusan otonomi daerah, Pemerintahan umum, Perangkat daerah, Kepegawaian, dan Persandian di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan oleh capaian target RPJMD dari 20 indikator target 2014 telah tercapai 18 indikator dan untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Ketimpangan Wiiliamson masih belum tercapai tapi untuk capaian 2018 dapat tercapai dengan peningkatan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Secara rinci capaian target RPJMD urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Perangkat Daerah Kepegawaian, dan Persandian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.68.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan,Umum Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2013
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
	1. Pertumbuhan Ekonomi
	6,26
	6,05
	6,71
	100
	(

	3.
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan4Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
	2. Laju inflasi kabupaten 
	4,50
	5,50
	7,09
	77
	(

	7.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	3. Indeks Gini
	0,460
	0,480
	0.485
	98,9
	(

	8.
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	75,54
	74,06
	73,69
	99,46
	(

	
	
	5. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 
	0,0100
	0,0104
	0,0004
	100
	(

	
	
	6. Angka Kemiskinan (%)
	16,84
	19,28
	18,28
	103
	(

	
	
	7. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah (sistem)
	1 
	1
	1
	100
	(

	
	
	8. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)
	100
	75
	75
	100
	(

	
	
	9. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
	2
	2
	2
	100
	(

	
	
	10. Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca
	Ada
	ada 
	Ada
	100
	(

	
	
	11. Jumlah Pegawai Pemda yang mengikuti diklat (orang)
	520
	520
	611
	117,5
	(

	
	
	12. Jumlah Pegawai Pemda yang lulus diklat (orang)
	520
	520
	611
	117,5
	(

	
	
	13. Rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklat PIM
	119
	96
	1.010
	100
	(

	
	
	14. Prosentase PNS lulusan S1
	70
	70,00
	    59,09
	85,57
	(

	
	
	15. Jumlah pegawai
	16.000
	15.700
	15.178
	96,67
	(

	
	
	16. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah (unit)
	17
	17
	17
	100
	(


Sumber: Bappeda, BKD, DPPKAD, Setda Kab. Banyumas
6. Urusan Kearsipan
Indikator kinerja urusan kearsipan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas terdiri atas prosentase pengelolaan arsip secara baku dan jumlah SDM pengelola kearsipan (orang).  Capaian kinerja pembangunan urusan kearsipan sampai dengan tahun 2014 terkendala banyaknya prioritas pembangunan lain, sehingga tidak ada peningkatan SDM pengelola kearsipan.  Kedua indikator urusan kearsipan  dalam RPJMD pada tahun 2014 belum tercapai, namun masih  ada peluang untuk mencapai target tersebut sampai dengan tahun 2018.  Capaian target RPJMD urusan Kearsipandapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.69.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kearsipan 
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
	1. Pengelolaan arsip secara baku (%)
	100
	85
	68
	      80
	(

	2.
	Program Penyelamatan Data Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.
	2. Peningkatan SDM  pengelola kearsipan


	550
	350
	233
	66,5
	(


Sumber:PerpusardaKab. Banyumas Tahun 2014
Untuk tahun 2014 Kantor Perpusarda tidak melakukan kegiatan bintek pengelolaan arsip sehingga jumlah SDM pengelola kearsipan sama dengan tahun sebelumnya.
7. Urusan Perpustakaan
Kinerja pembangunan perpustakaan di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang baik. Dari 12 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD semua target pada tahun 2014  telah tercapai, bahkan terdapat 7 indikator yang telah memenuhi target akhir  RPJMD. Meskipun demikian  Perpusarda masih perlu meningkatkan pelayanan, mengantisipasi era digital, serta mengoptimalkan kunjungan perpustakaan dengan kegiatan tematik, koleksi buku serta ruang baca yang aman dan nyaman. Perkembangan capaian target RPJMD urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.70.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Perpustakaan
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
	1. Jumlah perpustakaan
	1.011
	995
	996
	100
	(

	
	
	2. Perpustakaan Daerah (buah)
	1
	1
	1
	100
	(

	
	
	3. Perpustakaan Keliling (buah)
	7
	3
	3
	100
	(

	
	
	4. Perpustakaan Sekolah (buah)
	815
	815
	815
	100
	(

	
	
	5. Perpustakaan Desa (buah)
	100
	88
	
89
	100
	(

	
	
	6. Perpustakaan Rumah Ibadah (buah)
	4
	4
	4
	100
	(

	
	
	7. Taman Bacaan Masyarakat (buah)
	71
	71
	71
	100
	(

	
	
	8. Perguruan Tinggi
	13
	13
	13
	100
	(

	
	
	9. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)
	58.000
	44.500
	57.621
	129
	(

	
	
	10. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (orang)
	57.398
	50.809
	50.809
	98
	(

	
	
	11. Jumlah peminjam buku perpustakaan pertahun (orang)
	34.500
	28.500
	39.650
	139
	(

	
	
	12. Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah (orang)
	2.098
	1.433
	3.597
	251
	(


Sumber:PerpusardaKab. Banyumas
8. Urusan Ketransmigrasian
Kinerja urusan ketransmigrasianbelum optimal dan memerlukan upaya terobosan agar dapat mencapai target RPJMD. Berdasarkan target indikator urusan ketransmigrasian dalam RPJMD,  target tahun 2014 belum tercapai. Kendala pencapaian target tersebut antara lain dikarenakan pengiriman transmigran ditentukan oleh pemerintah pusat.  Di samping itu terdapat kecenderungan penurunan minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi. Pada tahun 2014 terdapat 48 kk yang mendaftar untuk mengikuti transmigrasi. Dari jumlah tersebut hanya  4 kk  yang dikirimkan.   Memperhatikan ketergantungan terhadap alokasi jumlah (kuota) transmigran dari pemerintah pusat yang menjadi hambatan pengiriman transmigran dari Kabupaten Banyumas, diperlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wilayah penempatan transmigrasi. Upaya ini menjadi penting untuk dilakukan untuk mendukung capaian target setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian target RPJMD s.d. 2018,Perkembangan capaian target RPJMD urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Transmigrasi
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.
	1. Jumlah Transmigran  (KK)
	150
	40
	4
	10
	(


Sumber:Dinsosnakertrans Kab. Banyumas
B. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas

1. Urusan Pendidikan 
Kinerja pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2014 menunjukan kinerja yang semakin baik.Dari 25 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tersebut, sebanyak 20 indikator telah tercapai dan 5 indikator hampir tercapai karena realisasi capaian 99% lebih yaitu indikator Angka Melek Huruf, Angka rata – rata lama sekolah, APK SMP/MTs/Paket B APK SMA/SMK/MA/Paket C dan APM SD/MI/Paket A. Sehubungan dengan hal tersebut, kinerja pembangunan pendidikan perlu lebih ditingkatkan agar indikator yang akan tercapai dapat segera dicapai pada tahun berikutnya. Pencapaian target  indikator pembangunan pendidikan tersebut perlu didukung oleh akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Perkembangan capaian target RPJMD urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.72.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Pendidikan 
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.


	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun.

Program Pendidikan Menengah.

Program Pendidikan Non Formal.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
	1. Angka melek huruf (%)
	94,74
	94,35
	94,01
	99,64
	(

	
	
	2. Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)
	7,98
	7,85
	
	
	

	
	
	3. Angka Partisipasi Kasar (APK) :
	
	
	
	
	

	
	
	· APK PAUD/ TK (%)
	82,92
	76,51
	75,80
	99,07
	(

	
	
	· APK SD/ MI (%)
	110,00
	107,78
	101,47
	94,15
	(

	
	
	· APK SMP/ MTs/ Paket B (%)
	98,89
	97,56
	97,93
	100,38
	(

	
	
	· APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C (%)

	85,94
	77,00
	80,45
	111,30
	(

	6.

7.
	Program Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan.

Program Pendidikan Luar Biasa
	4. Angka Partisipasi Murni:
	
	
	
	
	

	
	
	· Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A (%)
	95,00
	92,91
	91,18
	98,14
	(

	
	
	· Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B (%)
	85,00
	71,37
	71
	99,48
	(

	
	
	· Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/ SMK/ MA/ Paket C (%)
	58,00
	52,00
	52,84
	105,05
	(

	
	
	5. Angka Partisipasi Sekolah (%):
	
	
	
	
	

	
	
	· Pendidikan Dasar
	111,04
	95,30
	96,80
	101,57
	(

	
	
	· Pendidikan Menengah
	96,50
	50,00
	39,80
	79,60
	(

	
	
	6. Fasilitas Pendidikan :
	
	
	
	
	

	
	
	· Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)
	74,64
	66,69
	72,75
	109,09
	(

	
	
	· Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)
	100
	94,31
	87,81
	93,11
	(

	
	
	· Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)
	98,00
	94,45
	90,59
	95,91
	(

	
	
	7. Angka Putus Sekolah (%) :
	
	
	
	
	

	
	
	· Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
	0,00
	0,03
	0,07
	42,86
	(

	
	
	· Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
	0,23
	0,33
	0,24
	137,5
	(

	
	
	· Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
	0,50
	1,36
	1,04
	130,77
	(

	
	
	8. Angka  Melanjutkan  (%):
	
	
	
	
	

	
	
	· Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	· Angka Melanjutkan 
	99,00
	83,33
	76,90
	92,28
	(

	
	
	· (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	
	
	
	
	

	
	
	9. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
	
	
	
	
	

	
	
	· TK /Guru PAUD(%)
	100
	23,42
	29,51
	100
	(

	
	
	· Guru Dikdas, SD/ SMP ( %)
	
	72,31


	79,55


	100


	(

	
	
	· Guru Dikmen, SMA/ SMK (%)
	
	93,15
	93,09
	99,94
	(

	
	
	10. Angka Kelulusan (%) :
	
	
	
	
	

	
	
	· AL SD/MI
	96,93
	100
	100
	100
	(

	
	
	· AL SMP/MTs
	94,80
	93,43
	98,01
	100
	(

	
	
	· AL SMA/SMK/MA
	99.93
	100
	97,95
	97,95
	(

	
	
	· 
	
	
	
	
	


Sumber:Dinas Pendidikan Kab. Banyumas
2. Urusan Kesehatan
Pembangunan kesehatan menunjukkan kinerja yang baik, dari sebanyak 32 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD sebanyak 20 indikator telah tercapai, 7 indikator akan tercapai, dan 7indikator perlu perhatian/upaya keras. Indikator yang telah tercapai antara lain persentase balita gizi buruk, rasio posyandu pratama, posyandu madya, cakupan kompilkasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan desa/kelurahan UCI, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD.
Indikator yang akan tercapai antara lain Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Kematian Bayi, prevalensi gizi kurang, posyandu mandiri dan cakupan kunjungan bayi. Indikator yang perlu perhatian/upaya keras yaitu Angka Kematian Ibu, prevalensi gizi lebih, rasio poliklinik persatuan penduduk, rasio rumah sakit persatuan penduduk. Upaya untuk menekan Angka Kematian Ibu antara lain melalui peningkatan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 ke fasilitas pelayanan kesehatan, penanganan kelahiran oleh tenaga kesehatan, penyelenggaran kelas ibu hamil, dan peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit. 
Status gizi balita di Kabupaten Banyumas perlu ditingkatkan melalui pemantauan gizi bayi dan balita di Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita dengan gizi buruk/gizi kurang.Perkembangan capaian target RPJMD urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.73.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kesehatan 
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya.

Program Pemeliharaan Sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-Paru/RS Mata.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
	1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
	58
	95
	114,7
	82,82
	(

	
	
	2. Angka kelangsungan hidup bayi
	95
	91
	87,6
	96,26
	(

	
	
	3. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
	7,0
	8,00
	9,04
	88,49
	(

	
	
	4. Angka Harapan Hidup (tahun)
	70,17
	69,94
	69,89
	99
	(

	
	
	5. Persentase balita gizi buruk (%) 
	0,10
	0,14
	0,07
	150
	(

	
	
	6. Prevalensi gizi kurang %
	7,0
	9,40
	6,2
	151
	(

	
	
	7. Prevalensi gizi lebih (%)
	0,40
	1,46
	6,1
	68,49
	(

	
	
	8. Rasio Posyandu per satuan Balita :
	
	
	
	
	

	
	
	* Posyandu Pratama
	5,30
	6,70
	6,56
	97,91
	(

	
	
	* Posyandu Madya
	29,10
	30,10
	32,52
	108
	(

	
	
	* Posyandu Purnama
	48,20
	47,10
	45,05
	95,65
	(

	
	
	* Posyandu Mandiri
	17,40
	16,10
	15,86
	98,51
	(

	
	
	9. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan Penduduk :
	
	
	
	
	

	
	
	· Rasio Puskesmas persatuan Penduduk
	144,40
	144,40
	144,40
	100
	(

	
	
	· Rasio Poliklinik persatuan Penduduk
	0,76
	0,42
	0,02
	47,61
	(

	
	
	· Rasio Pustu persatuan Penduduk
	144,4
	144,4
	144,40
	100
	(

	
	
	· Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk
	0,11
	0,07
	0,01
	14,28
	(

	
	
	· Rasio Dokter persatuan Penduduk
	0,11
	0,10
	0,35
	350
	(

	
	
	· Dokter Spesialis
	0,16
	0,15
	0,08
	53,33
	(

	
	
	· Dokter Gigi
	0,02
	0,02
	0,06
	300
	(

	
	
	· Rasio Tenaga Paramedis persatuan Penduduk
	0,88
	0,80
	1,58
	197
	(

	
	
	· Perawat
	0,81
	0,78
	1,17
	150
	(

	
	
	· Bidan
	0,46
	0,44
	0,41
	93
	(

	
	
	· Kefarmasian
	0,08
	0,08
	0,11
	137
	(

	
	
	· Nutrisionis
	0,04
	0,04
	0,04
	100
	(

	
	
	10. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)
	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	11. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)
	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	12. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	13. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)
	100
	100
	       100
	100
	(

	
	
	14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
	70
	70
	100
	100,1
	(

	
	
	15. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD (%)
	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	16. Cakupan kunjungan bayi (%)
	100
	100
	98,2
	98,2
	(

	
	
	17. Cakupan Puskesmas
	144,40
	144,40
	144,40
	100
	(

	
	
	18. Cakupan Puskesmas Pembantu
	144,40
	144,40
	144,40
	100
	(


Sumber:Dinas Kesehatan Kab. Banyumas
C. Mengembangkan pusat-pusat unggulan ekonomi pedesaan berbasis komoditi sektor pertanian sebagai usaha inti dan sektor lainnya sebagai penunjang melalui penataan kelembagaan, permodalan, sumber daya manusia, akses pasar dan perlindungan dari pemerintah

1. Urusan Pertanian
Pembangunan urusan pertanian sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kinerja yang baik, meskipun dari 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, masih ada indikator yang akan tercapai dan indikator yang perlu perhatian/upaya keras untuk mencapainya. Untuk kinerja indikator produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, yang akan tercapai yaitu  produktivitas padi sawah dan produktivitas jagung. Untuk kinerja indikator produksi hortikultura yang akan tercapai yaitu produksi durian dan untuk target 2014 telah tercapai. Untuk lebih mengoptimalkan pembangunan urusan pertanian s.d. RPJMD 2018 maka perlu peningkatan luas panen padi atau bahan pangan lainnya, peningkatan produktifitas padi sawah, peningkatan produksi peternakan. Peningkatan luas panen padi atau bahan pangan lainnya dipengaruhi oleh banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.Peningkatan produktivitas padi sawah perlu ditingkatkan dengan penerapan teknologi pertanian, perbaikan saluran irigasi dan penyediaan sarana produksi lainnya. Capaian target RPJMD urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.74.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Pertanian
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
Program Peningkatan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
Program Pengembangan Agribisnis.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian.

	1. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per  hektar :
	
	
	
	
	

	
	
	· Produktivitas padi sawah (ton/ha)
	6,24
	6,04
	4,98
	82,45 %
	

	
	
	· Produktivitas padi gogo (ton/ha)
	4,50
	4,30
	4,88
	100 %
	(

	
	
	· Produktivitas jagung (ton/ha)
	7,50
	6,2
	6,10
	98,39 % 
	

	
	
	· Produktivitas kedelai (ton/ha)
	1,43
	1,31
	1,33
	100 %
	(

	
	
	2. Produksi Hortikultura:
	
	
	
	
	

	
	
	· Durian (kuintal)
	34.600
	31.659
	21.032
	66,43 %
	

	
	
	· Pisang (kuintal)
	190.500
	187.500
	86.970
	46,38 %
	

	
	
	· Cabe Merah (kuintal)
	13.140
	5.665
	2.301
	40,62 %
	

	
	
	3. Produksi Tanaman Perkebunan :
	
	
	
	
	

	
	
	· Cengkeh (ton)
	382,95
	262,95
	414,55
	100 %
	(

	
	
	· Kelapa Dalam (ton)
	14.962,41
	13.492,41
	13.303,27 
	98,60 %
	

	
	
	· Kelapa Deres (ton)
	55.114,56
	53.114,56
	49.568,52 
	93,32 %
	

	
	
	· Cakupan bina kelompok tani
	41,78
	41,78
	42,78
	100 %
	(

	
	
	4.  Jumlah Produksi

Peternakan :
	
	
	
	
	

	
	
	· Daging
	15.968.196
	14.971.323
	15.038.933
	100 %
	(

	
	
	· Telur
	17.103.465
	16.035.719
	16.383.221
	100 %
	(

	
	
	· Susu
	2.611.885
	2.401.222
	3.000.698
	100 %
	(

	
	
	5.  Nilai Tukar Petani
	107,55
	105,55
	-
	
	


Sumber : Dinpertanbunhut Kab. Banyumas, 2014.
2. Urusan Kelautan dan Perikanan
Kinerja pembangunan urusan perikanan cukup baik, hal ini ditunjukkan dari sebanyak 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, untuk target 2013 telah tercapai 2 indikator dan untuk indikator konsumsi ikan di perairan umum hampir tercapai yaitu 54 % dari target 100%  . Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan urusan perikanan s.d. RPJMD 2018, yang perlu menjadi perhatian oleh SKPD terkait adalah masalah produksi perikanan serta pengembangan budidaya perikanan agar mampu mencapai produksi perikanan yang banyak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Penambahan kawasan budidaya dan penyediaan sarana prasarana pembudidayaan menjadi penting dalam rangka meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Banyumas. Capaian target RPJMD urusan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.75.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kelautan dan Perikanan
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi     Perikanan.
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
	1. Produksi perikanan (ton)
	9.094,83
	8.199,52
	9.138,6
	100 %
	(

	
	
	2. Konsumsi Ikan (kg/Kpt/th.)
	13,85
	13,65
	    13,68 
	100 %
	(

	
	
	3. Penebaran Ikan di perairan umum  (ekor/th.)
	400.000
	300.000
	216.100
	54 %
	


 Sumber : Dinakkan Kab. Banyumas, 2014.
3. Urusan Pariwisata
Kinerja pembangunan pariwisata menunjukkan kinerja yang baik, dari 1 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2013 telah tercapai. Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan pariwisata s.d. RPJMD 2018 maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu mengembangan obyek-obyek wisata, promosi pariwisata dan pengembangan industri pariwisata yang nantinya diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Banyumas. Capaian target RPJMD urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel  berikut :
Tabel 2.76.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Pariwisata
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
	1. Jumlah Kunjungan wisata (orang)
	1.250.000
	1.050.000
	1.360.984
	110
	(

	2.
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
	2. Jumlah Kunjungan     Wisatawan Nusantara
	-
	1.359.359
	1.359.359
	100
	(

	3.
	Program Pengembangan Kemitraan.
	3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
	-
	1.625
	1.625
	100
	(

	4.
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
	4. Rata- rata lama tinggal Wisatawan Nusantara
	-
	1
	1
	100
	(

	5.
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
	5. rata-rata lama tinggal wisatawan Mancanegara
	-
	1
	1
	100
	(

	6.
	Program Pengembangan Kemitraan.

	6. Jumlah Hotel  (buah):

· Hotel Bintang
· Hotel non Bintang
	-
-
	9
164
	9
164
	100
100

	(


Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2014.
4. Urusan Perindustrian
Kinerja pembangunan urusan industri di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang baik, dari 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2013 telah tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan terbukti telah menambah jumlah perusahaan industri sedang dan industri kecil yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.Secara rinci capaian target RPJMD urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.77
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Perindustrian
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
4.
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah. 
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi.
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.
Program peningkatan kemampuan teknologi industri.

	1. Pertumbuhan Industri
	57.634
	45.652
	42.038
	92.08 %
	

	
	
	2. Cakupan bina kelompok pengrajin
	699
	554
	732
	100 %
	(


Sumber : Dinperindagkop Kab. Banyumas, 2014.
5. Urusan Perdagangan
Kinerja pembangunan urusan perdagangan di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan oleh capaian sejumlah 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, untuk target ke 2 indikator tersebut berstatus tercapai, sehingga perlu adanya peningkatan kinerja urusan Perdagangan agar taget RPJMD dapat tercapai pada tahun 2018. Secara rinci capaian target RPJMD urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.78.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Perdagangan
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. 
	1. Ekspor Bersih Perdagangan (ribu  US $)
	19.900.000
	19.600.000
	21.229.327
	100 %
	(

	2.
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
	2. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
	718
	1.890
	400
	100 %
	(

	3.
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Program Efisiensi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport.
	
	
	
	
	
	


Sumber : Dinperindagkop Kab. Banyumas
6. Urusan Ketenagakerjaan
Kinerja pembangunan ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang baik, dari sebanyak 6 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2013 memiliki status telah tercapai.Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan s.d. RPJMD 2018, yaitu perlu adanya peningkatan investasi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat,mengupayakan investasi di berbagai sektor perlu terus diupayakan agar mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Perkembangan capaian target RPJMD urusan Ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.79
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Ketenagakerjaan

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2013
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2013
	Capaian 2013
	
	

	1.
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	5,5
	7,5
	5,46
	137,36
	(

	2.
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
	2. Angka partisipasi angkatan kerja
	800.690
	780.690
	780.690
	100
	(

	3.
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
	3. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
	0,52
	0,58
	0,58
	100
	(

	
	
	4. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	5. Pencari kerja yang ditempatkan
	63,85
	60,23
	60,23
	100
	(

	
	
	6. Keselamatan dan perlindungan
	77,66
	39,05
	39,05
	100
	(

	
	
	7. Keselamatan dan perlindungan (tenaga kerja yang memperoleh perlindungan sosial)
	
	
	23.495
	100
	(

	
	
	8. Kasus Kecelakaan Kerja Perusahaan (orang)
	
	
	52
	100
	(


Sumber:DinsosnakertransKab. Banyumas
7. Urusan Kehutanan
Kinerja pembangunan urusan kehutanan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, untuk target 2013 telah tercapai. Walaupun demikian untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 perlu dilakukan peningkatan luas hutan rakyat, mengingat fungsinya yang sangat baik selain sebagai sebagai investasi sekaligus mengurangi lahan kritis. Capaian target RPJMD urusan kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.80.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kehutanan
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
4.
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
	1. Luas hutan kritis dan lahan kritis (ha)
	       4.770
	6.770
	5.795
	85,60 %
	

	
	
	2. Luas Areal Hutan Rakyat (ha)

 
	22.192
	20.392
	21.417
	100 %
	(


Sumber : Dinpertanbunhut Kab. Banyumas, 2014.
8. Urusan Pertanahan
Kinerja pembangunan urusan pertanahan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014 akan tercapai. Walaupun demikian untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 perlu dilakukan inventarisasi luas lahan bersertifikat dan yang belum bersertifikat, penyelesaian izin lokasi tanah peningkatan luas hutan rakyat, mengingat fungsinya yang sangat baik selain sebagai sebagai investasi sekaligus mengurangi lahan kritis. Capaian target RPJMD urusan kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Pertanahan

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
	1. Persentase luas lahan bersertifikat  (%)
	84,34
	82,82
	82,44
	99,51
	

	2.
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 
	2. Penyelesaian izin lokasi (izin)
	5
	5
	3
	60
	


Sumber:Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyumas
9. Urusan Ketahanan Pangan
Pembangunan urusan ketahanan pangan menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari capaian 7 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014 telah tercapai, namun perlu untuk memperhatikan pola pangan harapan, antara lain berupa pola konsumsi pangan masyarakat yang mengarah pada konsumsi yang beragam dengan gizi yang seimbang, serta peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan gizi yang seimbang. Capaian target RPJMD urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.82.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Ketahanan Pangan
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.
Program Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Program Pemberdayaan Petani melalui Demonstrasi serta Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan 
	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita (%)
	94
	84
	86
	100 %
	(

	2.
	
	2. Penguatan cadangan pangan (%)
	75
	55
	60
	100 %
	(

	3.
	
	3. Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah kondisi awal (%)
	95
	85
	90
	100 %
	(

	
	
	4. Stabilitas harga dan pasokan pangan (%)
	95
	86
	90
	100 %
	(

	
	
	5. Skor pola pangan harapan (%)
	90
	85
	90
	100 %
	(

	
	
	6. Pengawasan dan pembinaan pangan (%)
	75
	59
	70
	100 %
	(

	
	
	7. Penanganan daerah rawan pangan (%)
	64
	59
	60
	100 %
	(


Sumber : Bapeluh KP Kab. Banyumas
D. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing agribisnis dan usaha mikro, kecil dan menengah 

1. Urusan Penanaman Modal
Kinerja pembangunan urusan penanaman modal menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari 4 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2014, telah tercapai 3 indikator dan 1 indikator yaitu  rasio daya serap tenaga kerja akan tercapai. Walaupun demikian, karena investasi merupakan kunci utama dalam pengurangan pengangguran dan kemiskinan, maka untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 perlu optimalisasi peningkatan realisasi investasi menjadi prioritas pembangunan pada tahun-tahun mendatang, melalui peningkatan iklim investasi dengan optimalisasi kuantitas dan kualitas pelayanan perijinan, dan penyediaan sarana prasarana pendukung investasi. Untuk capaian target RPJMD urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.83.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Penanaman Modal
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
4.
	Program Peningkatan  Promosi dan Kerjasama Investasi.
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
	1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
	600
	560
	927
	100 %
	(

	
	
	2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (000.000)
	250.000
	230.000
	360.321,44
	100 %
	(

	
	
	3. Rasio daya serap tenaga kerja (%)
	13
	10
	9
	90 %
	

	
	
	4. Lama proses perijinan (hari) 
	14 hari
	14 hari
	14 hari
	100%
	(


Sumber : BPMPP Kab. Banyumas, 2014.
2. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pembangunan koperasi dan UMKM memiliki kinerja yang baik, ditunjukkan dari 5 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014, ke 4 indikator telah tercapai.dan 1 indikator tidak tercapai dan perlu perhatian  pada indikator Usaha Mikro dan Kecil karena jumlah sebelumnya akumulasi dengan jumlah Kelompok tani dan untuk tahun 2014 tidak diitung dengan kelompok tani. Untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 maka perlu menjadi perhatian kedua indikator tersebut yaitu persentase koperasi aktif dan peningkatan usaha mikro dan kecil. Untuk itu perlu ada upaya peningkatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro kecil dan menengah agar UMKM di Kabupaten Banyumas dapat semakin berkembang dan maju.Perlu dilakukan fasilitasi pembentukan koperasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan upaya mendorong masyarakat dan kelompok usaha untuk mendirikan koperasi. Capaian target RPJMD urusan Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.84.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Koperasi dan Usaha Kecil menengah
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD 
Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
4.
	Program Penciptaan Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
	1. Jumlah Koperasi (unit)

· Koperasi aktif (%)
· Koperasi Kategori Sehat
· Koperasi Kategori tidak Sehat (%)
	74,00

	70
70
30
	75,9
96,23
3,77
	100 %
100 %
	(

	
	
	2. Usaha Mikro dan Kecil
	583.097
	581.932

	63.504
	10,91%
	

	
	
	3. Jumlah Tenaga kerja  UMKM (orang)
	-
	95.000
	95.719
	100 %
	(

	
	
	4. Jumlah UMKM yang telah memiliki ijin Usaha (unit)
	-
	-
	-
	-
	(

	
	
	5. Jumlah UMKM yang telah memperoleh fasilitas permodalan usaha (orang) 
	-
	1.200
	1.783
	100 %
	(


Sumber : Dinas Perindagkop Kab. Banyumas, 2014
E. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrutur daerah yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat 

1. Urusan Lingkungan Hidup 
Kinerja pembangunan lingkungan hidup tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja RPJMD untuk target 2013 dari 15 indikator yang ditargetkan 14 indikator berstatus telah tercapai, namun indikator pelayanan pencegahan pencemaran air belum tercapai . Untuk mengoptimalkan kinerja urusan lingkungan hidup s.d. RPJMD 2018 maka perlu adanya upaya penurunan jumlah kegiatan usaha yang tanpa AMDAL, UKL, maupun UPL, serta perlu ditingkatkan pelayanan perijinan usaha dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan. Perkembangankinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.85.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Lingkungan Hidup

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH.
	1. Penegakan hukum lingkungan (%)
	100
	100
	100
	100
	(

	2.
	Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan
	2. Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
	100
	100
	13,3
	13,3
	

	3.
	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup.
	3. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
	100
	44,00
	0
	0
	

	4.
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
	4. Jumlah dokumen lingkungan yang diterbitkan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (dokumen)
	600
	200
	825
	412
	(

	
	
	5. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan /tanah untuk produksi biomasa (%)
	20
	10
	20
	100
	(

	
	
	6. Cakupan penghijauan wilayah kawasan lindung di luar kawasan hutan dan lahan kritis (Ha)
	32,00
	64,25
	125,85
	100
	(

	
	
	7. Pertambangan tanpa ijin (%)
	5
	19
	29
	100
	(

	
	
	Pemanfaatan Air Tanah (%)
	38
	18
	18
	100
	(

	
	
	8. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)


	90
	83
	84,14
	100
	(

	
	
	9. Rasio Penerangan Jalan Umum (%)
	62,5
	57
	57
	100
	(

	
	
	10. Pengelolaan kerusakan lingkungan pasca tambang(%)
	30
	15
	15
	100
	(

	
	
	11. Pemanfaatan energi baru terbarukan (unit)


	925
	800
	800
	100
	(


	
	
	12. Penanganan mitigasi bencana geologi (%)


	71,1
	30
	30
	100
	(

	
	
	13. Penertiban distribusi BBM dan gas (agen)


	650
	400
	400
	100
	(

	
	
	14. Pemahaman masyarakat terhadap usaha panas bumi (%)


	100
	20
	20
	100
	(


Sumber:BLH dan Dinas ESDM Kab. Banyumas, 2014
2. Urusan Pekerjaan Umum
Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum belum optimal, terlihat dari sejumlah 9 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2013, berstatus telah tercapa sebanyak 5 indikator dan 4 indikator hampir tercapai untu itu perlu upaya untuk pencapaian kinerja indikator tersebut. Untuk itu agar lebih mengoptimalkan kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum s.d. RPJMD 2018 maka yang perlu menjadi perhatian yaitu, adanya perbaikan bangunan terhadap bangunan irigasi yang rusak dalam rangka menunjang peningkatan produksi pertanian. Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum sesuai dengan target RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.86.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Pekerjaan Umum

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program pembangunan Jalan dan Jembatan. 
	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)
	76,93
	52,71
	50,98
	96,72
	(

	2.
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
	2. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 km/Jam) (%)
	74,93
	62,50
	61,26
	100
	(

	3.
	Program Pengembangan dan Pengadaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
	3. Rasio Jaringan Irigasi
	37,69
	37,69
	37,69
	100
	(

	4.
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.
	4. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
	79,40
	56,99
	59,56
	89,68
	(

	5.
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
	5. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
	3,07
	3,35
	3,42
	100
	(

	6.
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
	6. Persentase penanganan sampah
	15,03
	13,62
	13,25
	97,2
	(

	7.
	Program Pengendalian Banjir.
	7. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
	0,57
	0,53
	   0,52,
	99
	(

	8.
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 
	8. Persentase Penduduk berakses air minum
	59,40
	57,11
	55,09
	96,4
	(

	9.
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
	9. Persentase Luas pemukiman yang tertata
	8,48
	6,48
	5,98
	92,2
	(


Sumber:BLH dan DCKKTR Kab. Banyumas, 2014
3. Urusan Perumahan
Kinerja pembangunan perumahan rakyat di Kabupaten Banyumas menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari capaian target RPJMD untuk target 2013 dari 7 indikator,berstatus tercapai. Namun untuk tetap mengoptimalkan kinerja pembangunan urusan perumahan rakyat s.d. RPJMD 2018 maka perlu memperhatikan pembangunan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, cakupan pelayanan sanitasi, memberi bantuan kepada masyarakat bagi rumah tidak layah huni, meningkatkan jaringan listrik sampai dengan perdesaan. Secara rinci perkembangan capaian target RPJMD urusan perumahan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.87.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Perumahan

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Lingkungan Sehat Perumahan.
	1. Persentase rumah tinggal bersanitasi
	41,37
	39,39
	56,20
	100
	(

	2.
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	2. Prosentase rumah layak huni
	88,46
	87,46
	87,54
	100
	(

	
	
	3. Rumah tangga pengguna air bersih (%)
	57,86
	55,63
	63,78
	100
	(

	
	
	4. Rumah tangga ber-Sanitasi (%)
	41,37
	39,78
	56,20
	100
	(

	
	
	5. Lingkungan pemukiman kumuh (%)
	6,33
	6,85
	..6,98....
	100
	(

	
	
	6. Persentase lingkungan pemukiman kumuh perkotaan  (%)
	
	
	0,45
	100
	(

	
	
	7. Rumah tangga pengguna listrik (%)
	90,00
	85,00
	91,61
	100
	(


Sumber:Dinas Kesehatan, Dinas ESDM dan DCKKTR Kab. Banyumas, 2014
4. Urusan Perhubungan
Pembangunan perhubungan menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan oleh 4 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014 berstatus tercapai sebanyak 3 indikator dan untuk indikator rasio ijin trayek belum tercapai. Sehingga Untuk dapat lebih mengoptimalkan kinerja urusan Perhubungan agar target RPJMD s.d. 2018 tercapai maka perlu perhatian untuk capaian indikator peningkatan ijin trayek, penambahan jumlah terminal bis serta peningkatan pelayanan  kepemilikan KIR angkutan umum, seta diimbangi jalan yang layak. Capaian target RPJMD urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.88.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Perhubungan

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitasi Perhubungan.
	1. Rasio ijin trayek
	0,074
	0,054
	0,044
	81,48
	(

	2.
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.
	2. Jumlah Terminal Bis (buah)
	6
	4
	3
	75
	(

	3.
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
	3. Kepemilikan KIR angkutan umum (buah)
	4.625
	3.625
	7.384
	203,69
	(

	4.
	Program Peningkatan  dan Pengamanan Lalu Lintas.
	4.    Jumlah kendaraan wajib kir
	
	
	11.764
	100
	(


Sumber:DinhubkominfoKab. Banyumas
5. Urusan Komunikasi dan  Informatika
Kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kinerja yang baik, ditunjukkan dari 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014 2 indikaor berstatus akan tercapai untuk 1 indikator  belum tercapai dan memerlukan perhatian pada indikator web site milik pemerintah daerah  . Sehingga untuk mencapai capaian target RPJMD s.d. 2018 perlu adanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika dalam rangka mempermudah akses informasi yang dibutuhkan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berbasis internet dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Oleh karena itu pada tahun mendatang diperlukan pengembangan dalam pemanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Capaian target RPJMD urusan Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.89.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Komunikasi dan Informatika

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
	1. Web site milik pemerintah daerah (buah)
	56
	24
	1
	4,1
	

	2.
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
	2. Pameran/expo (kegiatan)
	2
	2
	1.
	50
	(

	
	
	3. Jumlah jaringan komunikasi
	13
	12
	8
	66
	(


Sumber:DinhubkominfoKab. Banyumas, 2014
F. Menciptakan keterkaitan, kesejajaran dan keadilan pembangunan antar kawasan perkotaan dan perdesaan 

1. Urusan Penataan Ruang
Kinerja pembangunan urusan tata ruang telah menunjukkan hasil yang cukup baik, ditunjukkan oleh capaian target RPJMD 2014 dari 2 indikator RPJMD 2014 berstatus telah tercapai. Untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan urusan penataan ruang s.d. RPJMD 2018 maka perlu adanya tindakan terhadap bangunan yang melanggar Perda tata ruang dan bangunan, peningkatan penertiban terhadap rumah belum ber-IMB.Capaian kinerja pembangunan urusan penataan ruang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.90.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Penataan Ruang

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Perencanaan Tata Ruang.
	1. Prosentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
	15,80
	10
	10,77
	100
	(

	2.
	Program Pemanfaatan Tata Ruang.
	2. Bangunan ber- IMB per satuan bangunan (%)
	33,00
	23
	22,03
	95,78
	(

	3.
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
	
	
	
	
	
	

	4.
	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
	
	
	
	
	
	

	5.
	Program Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian  ke Lahan Non Pertanian.
	
	
	
	
	
	


Sumber:DCKKTR dan BPMPP Kab. Banyumas, 2014
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan tergolong baik, dari 7 indikator dalam RPJMD untuk target 2014, 2 indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator hampir tercapai Walaupun demikian maka untuk mencapai target RPJMD s.d. peningkatan kualitas penanganan dan perbaikan mekanisme pengaduan dan penanganan kasus KDRT kedepan perlu dioptimalkan. Perkembangan capaian target RPJMD urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.91.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Pemberdayaan Perempan dan Perlindungan Anak

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.

2.

3.

4.
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
	1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
	50,00
	46,00
	44,00
	95,62
	(

	
	
	2. Rasio KDRT
	0,01
	0,01
	0,01
	100
	(

	
	
	3. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)
	65,00
	61,00
	60,00
	99
	(

	
	
	4. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan


	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	5. Persentase perempuan di lembaga legislatif
	30,00
	30,00
	16,00
	53,33
	(

	
	
	6. Rasio kekerasan terhadap anak
	35,00
	45,00
	47
	95,74
	(


Sumber:DinsosnakertransKab. Banyumas, 2014
3. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kinerja pembangunan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera terlihat dari 3 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2014berstatus telah tercapai. Dan 2 indikator akan tercapai. Untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 maka kedepan diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ber-KB melalui berbagai penyuluhan KB dan peningkatan pelayanan KB bagi masyarakat, termasuk bagi penduduk miskin. Jumlah Pra KS dan KS I di Kabupaten Banyumas menunjukkan penurunan menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang keras dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perkembangan capaian target RPJMD urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.92.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Keluarga Berencana.
	1. Rasio akseptor KB
	74,00
	73,00
	73,20
	100
	(

	2.
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
	2. Cakupan Peserta KB Aktif (orang)
	372.000
	273.000
	248.138
	90,89
	(

	3.
	Program Pelayanan Kontrasepsi.
	3. Cakupan peserta KB aktif (%)
	74,00
	73,00
	73,20
	100
	(

	4.
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.
	4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
	160.000
	200.000
	267.214
	131,22
	(

	5.
	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat.
	5.    Rata- rata jumlah anak

perkeluarga (anak).
	2,20
	2,20
	2,25
	97,77
	(

	6.
	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
	
	
	
	
	
	


Sumber:Bapermas PKB Kab. Banyumas
4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan tahun 2014 menunjukkan kinerja cukup yang baik, dari 8 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, untuk target 2014 telah tercapai untuk 5 indikator dan ada sebanyak 3 indikator belum tercapai yaitu rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) , rata – rata jumlah kelompok binaan PKK dan LPM berprestasi. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 yaitu perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembinaan terhadap kelompok masyarakat, pemeliharaan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan. Capaian target RPJMD urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.93.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2013-2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
	1. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  (%)
	37,59
	37,07
	37,21
	100
	(

	2.
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 
	2. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  (kelompok)
	127
	118
	135,36
	114,58
	(

	3.
	
	3. Jumlah LSM
	136
	37
	29
	78,37
	(

	
	
	4. LPM  Berprestasi  (%)
	1,20
	0,91
	0,3021
	50
	(

	
	
	5. PKK aktif  (%)
	70,28
	68,39
	67,15
	98,18
	(

	
	
	6. Posyandu aktif  (%)
	100
	100
	100
	100
	(

	
	
	7. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Juta rupiah)
	1.571
	1.142
	16.96
	148,51
	(

	
	
	8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)
	57,14
	57,14
	57,14
	100
	(


Sumber:Bapermas PKB Kab. Banyumas, 2014
Jumlah LSM yang aktif adalah LSM yang mendaftarkan kembali ke Kantor kesbang pada tahun 2014, karena masa berlaku SKT (surat Keterangan Terdaftar) adalah 3 tahun dan tahun 2014 banyak LSM yang masa SKT nya habis.

5. Urusan Sosial
Kinerja pembangunan urusan sosial tergolong belum optimal, ditunjukkan dari 2 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, untuk target 2014 telah tercapai. Untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 maka kedepan yang perlu dilakukan yaitu penyediaan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi serta penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perkembangan capaian target RPJMD urusan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.94.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Sosial

	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.

2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status

Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
	1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
	16
	15
	15
	100
	(

	2.
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Program Pembinaan Anak Terlantar
	
	
	
	
	
	

	4.
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma.
	
	
	
	
	
	

	5.
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.
	
	
	
	
	
	

	6.
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial,
	
	
	
	
	
	

	7.
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
	
	
	
	
	
	


Sumber:DinsosnakertransKab. Banyumas
G. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian, memiliki keimanan serta menjunjung tinggi kemajemukan dan kerukunan antar umat beragama agar hidup toleran dan damai berlandaskan iman dan taqwa 

1. Urusan Kebudayaan
Kinerja pembangunan kebudayaan tergolong cukup baik, dari 4 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2013 telah tercapai 3 indikator dan untuk indikator Benda Situs dan cagar Budaya yang dilestarikan belum tercapai. Dalam rangka untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018, maka diperlukan kinerja pembangunan kebudayaan antara lain pembinaan terhadap grup kesenian yang ada, penambahan gedung kesenian, penyelenggaraan seni dan budaya serta pemeliharaan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Perkembangan capaian target RPJMD urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.95.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kebudayaan
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
4.
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Program Pengembangan Nilai Budaya.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

	1. Jumlah grup kesenian (grup)
	1.523
	1.469
	1.469
	100
	(

	
	
	2. Jumlah gedung kesenian (unit)
	4
	3
	3
	100
	(

	
	
	3. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	4
	3
	3
	100
	(

	
	
	4. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (buah)


	80
	60
	59
	98
	


Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2014.
2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kinerja pembangunan pemuda dan olahraga menunjukkan kinerja yang baik, dari 8 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD untuk target 2013 telah tercapai. Untuk mencapai target RPJMD s.d. 2018 diperlukan optimalisasi antara lain penambahan lapangan olah raga, pembinaan secara terus menerus kepada klub olah raga, jumlah gedung olah raga, serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi di bidang olah raga dan kepemudaan.  Perkembangan capaian target RPJMD urusan Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.96.
Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Banyumas Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	No.
	Program Prioritas
	Kinerja Indikator
	Target RPJM s.d.
2018
	Capaian Kinerja RKPD Th. 2014
	Kinerja RKPD Th. 2014
	Status
Capaian

	
	
	
	
	Target 2014
	Capaian 2014
	
	

	1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda. 
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan.
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Pemuda.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga.
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

	1. Lapangan olahraga
	662
	540
	540
	100
	(

	
	
	2. Jumlah klub olahraga (klub)
	747
	550
	202
	36,72
	(


	
	
	3. Jumlah gedung olahraga (unit)
	70
	53
	51
	96,22
	

	
	
	4. Jumlah organisasi olahraga (organisasi)
	204
	202
	202
	100
	(

	
	
	5. Jumlah organisasi pemuda (organisasi)
	120
	115
	115
	100 
	(

	
	
	6. Peningkatan Prestasi Olahraga :
	
	
	
	
	

	
	
	· Tingkat Provinsi (emas)
	135
	90
	90
	100 
	(

	
	
	· Tingkat Nasional (emas)
	20
	37
	37
	100 
	(

	
	
	· Tingkat Internasional (emas)
	7
	5
	5
	100 
	(

	
	
	7. Peningkatan Prestasi Kepemudaan :
	
	
	
	
	

	
	
	· Tingkat Provinsi (prestasi)
	6
	3
	4
	100 
	(

	
	
	· Tingkat Nasional (prestasi)
	3
	3
	2
	66
	

	
	
	· Tingkat Internasional (prestasi)
	5
	1
	1
	100 
	(

	
	
	8. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (buah)
	1
	1
	1
	100 
	(


Sumber : Dinporabudpar Kab. Banyumas, 2014.
Keterangan :

1. Telah tercapai   (
2. Akan tercapai    (
3. Perlu perhatian/upaya keras   (
2.3 Lingkungan Strategis

1. Internal

a. Kekuatan (Strength)

1)  Geo-Strategis

Letak Kabupaten Banyumas berada diantara 5 Kabupaten yaitu Sebelah Utara dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.  Sebelah Timur dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap. Sebelah Barat dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.  Dimana sebagai jalur utama transportasi yang menghubungkan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat. Kabupaten Banyumas sangat potensi dalam bidang jasa dan pariwisata dan dengan lahan pertanian yang cukup luas, kamupaten Banyumas didominasi dengan sektor pertanian.

Kekuatan lainnya yang dimiliki adalah kondisi topografi yang terdiri dari daratan dan pegunungan yang sangat medukung pada pengembangan pertanian.

2)  Sumber Daya Manusia

Salah satu kekuatan besar yang dimiliki Kabupaten Banyumas dalam  mendukung  pembangunan  adalah  jumlah  penduduk yang cukup besar. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, namun juga didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan IPM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, kondisi ini menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas

b.  Kelemahan (Weakness)

1)  Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yang cukup besar, tetapi tidak diiringi dengan penyebaran penduduk secara merata dan tingkat pendidikan yang masih rendah, dapat menjadi kelemahan yang dimiliki Kabupaten Banyumas dalam proses pembangunan  ke  depan.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Selain itu penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan, juga   menjadi   kendala   dalam   proses   pembangunan Kabupaten Banyumas. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya kantong-kantong ekonomi yang  tidak  seimbang  antara perkotaan dan pedesaan.

Masih  tingginya  jumlah  penduduk  miskin  dan penganggur di Kabupaten Banyumas menjadi tugas rumah yang cukup besar  untuk  segera  diselesaikan  dalam  proses  membangun Kabupaten Banyumas ke depan. Hingga tahun 2014, jumlah penduduk miskin Kabupaten Banyumas mencapai 296.304 jiwa  atau 18,28% dari total penduduk Kabupaten Banyumas. Selain itu, angka pengangguran juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 41.923 orang atau 5,73% dari total angkatan kerja.

Kondisi ini berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Banyumas secara ekonomi maupun sosial yang berada di bawah standar hidup layak, serta keterbatasan akses masyarakat pada sumber-sumber penghidupan yang lebih baik. Hal ini merupakan kelemahan Kabupaten Banyumas yang harus segera dilakukan penyelesaian strategis agar percepatan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud.

Selain  itu  kualitas  sumber  daya  aparatur  pemerintah yang  belum  memadai  menjadi  salah  satu  penyebab  produk kebijakan pemerintah yang kurang efektif. Disisi lain penetapan kebijakan anggaran yang kurang proporsional dan belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan hakiki dari pelaksanaan pembangunan.

2.  Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1) Ekonomi Global

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional  dan  daerah.  Peluang  akses  pasar  untuk  produk- produk Indonesia termasuk Jawa Tengah terbuka cukup besar, terutama ke Cina, yang berpenduduk lebih besar dari Eropa. Sementara dengan diberlakukannya AEC 2015, maka peluang kerjasama  perdagangan  serta  pintu  pasar  dengan  negara- negara ASEAN juga semakin terbuka bebas.

Dengan semakin terbukanya peluang dan pangsa pasar global,  serta  diiringi  kebutuhan  akan  produk-produk  yang hanya dihasilkan di Indonesia, maka peluang Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan nilai tambah pada produk lokal dan khas juga semakin tinggi. Peluang inilah yang harus bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh Kabupaten Banyumas, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas.

2) Perkembangan Teknologi

Teknologi saat ini telah menguasai dunia. Dengan teknologi yang semakin maju dan tak terbatas, terutama teknologi informasi, menjadikan akses informasi ke seluruh belahan  dunia  mudah  didapatkan.  Hal  ini  menjadi  peluang besar bagi Kabupaten Banyumas pada khususnya, guna mempromosikan produk barang dan jasa lokal ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara.

Selain itu, sejalan dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang pembangunan lainnya, juga merupakan peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta produktivitas produk- produk lokal, sehingga mampu memberikan nilai tambah dan mengembangkan varian produk-produk lokal yang mampu bersaing di pasar global.

b. Ancaman (Threat)

1) Globalisasi

Globalisasi sebagai sebuah bentuk proses interaksi antar individu dan negara tanpa dibatasi wilayah teritorial administratif, tidak hanya membuka peluang positif bagi relasi Indonesia dengan negara-negara lainnya di dunia, tetapi juga memberikan ekses negatif bagi perkembangan karakter dan budaya bangsa. Selain itu, globalisasi kerap menjadi sumber pemiskinan ekonomi suatu negara, apabila tidak dibarengi dengan proteksi yang kuat dari negara tersebut.

Kondisi yang terjadi saat ini, krisis Eropa belum menemui titik terang serta perekonomian AS belum sepenuhnya pulih. Hal ini akan berdampak pada ekonomi dunia yang semakin sulit diprediksi.

Disamping itu, dengan berlakunya AEC perlu diwaspadai dampak negatif yang mungkin muncul, antara lain membanjirnya produk-produk negara-negara anggota ASEAN. Jika hal ini tidak disikapi dengan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan  produk  dalam  negeri  secara bijak,    maka tidak menutup kemungkinan AEC dapat mengancam perekonomian Indonesia terutama di daerah.

2) Perubahan Iklim

Fenomena perubahan iklim merupakan fenomena global yang dapat mengancam penghidupan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya El Niño, La Niña dan Indian Dipole). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Indonesia, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain-lain.

Anomali cuaca tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas    pertanian,    yang    berdampak    pada    upaya meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan. 

Kejadian bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi indikasi tingginya ancaman kehidupan di Kabupaten Banyumas. Dari tahun ke tahun, frekuensi kejadian bencana tersebut semakin meningkat.   Tidak   hanya   diakibatkan   oleh   alam,   namun bencana   ini   lebih   banyak   akibat   ulah   manusia   yang memberikan andil pada terjadinya fenomena perubahan iklim di dunia. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim terutama untuk Indonesia yang rawan terhadap dampak perubahan iklim dunia.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi   permasalahan   pembangunan   daerah   dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi,  demografi,  kesejahteraan  masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2014. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah dengan memperhatikan capaian MDGs dan lingkungan strategis daerah.

Berdasarkan  hasil  analisis  gambaran  umum  kondisi  daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2014, capaian MDG’s  dan  lingkungan  strategis,  maka  permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas yang teridentifikasi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan adalah:

1) Masih cukup tingginya jumlah penduduk miskin;

2) Cukup    banyaknya    jumlah    pengangguran    yang    disebabkan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan
 kesempatan  kerja,  dan  pendidikan  tenaga  kerja  belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja;

3) Belum optimalnya upaya pemenuhan kesejahteraan pekerja terkait dengan pemenuhan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), jaminan sosial tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja;

4) Belum   optimalnya   upaya   pemenuhan   kebutuhan   pangan   bagi masyarakat secara berdaulat, baik dari ketersediaan, distribusi, maupun diversifikasi;

5) Belum  optimalnya  upaya  peningkatan  investasi  yang  disebabkan kurangnya informasi dan promosi investasi; serta kepastian dan kemudahan pengurusan perijinan, regulasi dan waktu pengurusan;

6) Keberadaan koperasi dan UMKM yang belum optimal dalam perannya sebagai salah satu penyangga dan penggerak perekonomian daerah, terkait dengan kelembagaan, SDM, akses pasar dan modal, serta kualitas produk;

7) Belum   optimalnya   pengembangan   pariwisata,   terutama   terkait pengembangan daya saing obyek wisata daerah, dan SDM;

8) Belum  optimalnya  ketersediaan,  keterjangkauan,  kualitas,  kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;

9) Masih  cukup  rendahnya  derajat  kesehatan  masyarakat  terutama terkait kematian ibu dan bayi, balita dengan gizi buruk, dan penyakit menular;

10) Belum optimalnya penanganan PMKS;

11) Masih   rendahnya   kualitas   hidup   dan   perlindungan   terhadap perempuan dan anak, serta belum optimalnya strategi pengarus- utamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam sistem birokrasi dan semua pranatanya;

12) Masih  maraknya  permasalahan  sosial  dan  budaya  di  kalangan pemuda serta   belum   optimalnya   peran   serta   pemuda   dalam pembangunan ;

13) Masih rendahnya minat baca masyarakat ;

14)  Belum  optimalnya  kualitas  pelayanan  infrastruktur  yang  sejalan dengan
dinamika   aktivitas   kehidupan   masyarakat   baik   sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengembangan wilayah;

15) pelayanan jaringan listrik untuk masyarakat yang belum optimal;

16) Masih  tingginya  ketimpangan  pendapatan  masyarakat  dan  kesenjangan antar wilayah;

17) Belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan bencana baik untuk pengurangan  risiko  bencana,  tanggap  darurat,  dan  penanganan pasca bencana, serta belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;

18) Belum  optimalnya  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dalam mendukung perwujudan reformasi birokrasi;

19) Masih belum optimalnya pengelolaan aset daerah, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya asset idle, serta kontribusi aset yang belum signifikan dalam peningkatan pendapatan daerah;

20) Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam berdemo- krasi, serta masih belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pemilih pemula;

21) Masih perlunya peningkatan peran pemerintah bersama masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah.

2.5. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat  dirumuskan  isu strategis pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2016 sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Fenomena empiris secara historis mengemuka bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan- hubungan kekuasaan (power relations) yang terbentuk dari cara produksi – konsumsi manusia terhadap sumberdaya strategis, antara lain berupa tanah, air, dan udara; akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; serta ruang dan waktu.

Selain  itu,  kemiskinan  merupakan  masalah  pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, Presentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas pada tahun 2014 sebesar 18,28 % walaupun mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 18,44% namun masih lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 13.58 % dan nasional 11,25 % maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat,  perkuatan  kelembagaan  penanggulangan  kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri. 

Isu pengangguran di Kabupaten Banyumas hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Banyumas saat ini, terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor industri pengolahan dan perdagangan.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Kabupaten Banyumas berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya lokal termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda.

Upaya  penanganan  pengangguran  dilakukan  secara terintegrasi  dengan  pembangunan  kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja

2. Kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi pendidikan

Kurangnya pemerataan keterjangkauan, ketersediaan, mutu dan relevansi pendidikan ditandai dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,80 tahun (setara kelas 2 SMP) di tahun 2013; Angka Melek Huruf  94,8%; pada tahun 2014 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 101,47 %; APK SMP/MTs sebesar 97,93%; APK SMA/SMK/MA sebesar 80,45%; Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,07%, SMP/MTs sebesar 0,24%, SMA/SMK/MA sebesar 1,044%; Angka Kelulusan SD/MI mencapai 100%, SMP/MTs mencapai 98,01% dan SMA/SMK/MA mencapai 97,95% yang diharapkan bisa mencapai 100%.

3. Belum optimalnya  akses, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan perlindungan sosial.

Dari isu belum optimalnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana, dan perlindungan sosial maka dapat dilihat dari kondisi Kabupaten Banyumas untuk Angka Kematian Ibu masih tinggi pada tahun 2014 sebanyak 114,7/100.000 KH; jumlah ini lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 112,05/100.000 KH. Angka Kematian Bayi masih tetap tinggi dan prosentasenya sama dengan tahun lalu sebanyak 9,04/1.000 KH; Status Balita Gizi Lebih 6,1% meningkat dari tahun 2013 yang berjumlah 1,89%, Gizi Kurang 6,2% menurun dari tahun lalu sebesar 9,53%  dan Gizi buruk sebesar 0,07 % menurun dari 0,18%; Peserta KB Aktif sebesar 73,81%.

Dari data tersebut masih adanya upaya penekanan angka kematian ibu dengan peningkatan kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit. Meningkatkan status gizi balita di Kabupaten Bayumas dengan pemantauan gizi bayi dan balita di Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita dengan gizi buruk/gizi kurang  dan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana

4. Belum optimalnya Iklim Investasi dan Usaha.


Pada tahun 2014 realisasi investasi di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar  589.016.435.717 menjadi rupiah 360.321.440.329 rupiah, atau penurunan 39%.  Untuk hal tersebut  perlu ditingkatkan dengan adanya regulasi di bidang investasi, ketersediaan infrastruktur wilayah, dukungan sumber daya manusia, serta pelayanan perijinan yang diberikan kepada investor. Dengan perbaikan iklim investasi diharapkan akan menggerakan sektor riil yang bermuara pada pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Rendahnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata.


Potensi pariwisata di Kabupaten Banyumas cukup banyak dan beragam jenisnya, namun dari potensi yang ada selain masih ada yang belum tergarap secara optimal juga masih rendahnya produk, jasa pariwisata, kurangnya sarana prasarana dan daya tarik wisata serta masih rendahnya kualitas SDM pelaku pariwisata yang berakibat pada menurunnya kunjungan ke obyek wisata dan lama tinggal wisatawan, rata-rata tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara hanya 1 (satu) hari dalam 5 tahun terakhir.  

6. Rendahnya daya saing produk lokal Koperasi, IKM dan UMKM.


Kendala yang dihadapi dalam pengembangan produk lokal, koperasi, IKM dan UMKM terutama dalam hal perijinan usaha, permodalan, ketrampilan manajemen dan penggunaan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut menjadi terhambatnya perkembangan usaha, pendapatan usaha  dan pemasaran. Pada tahun 2014 jumlah UMKM di Kabupaten Banyumas sebanyak 63.504 unit usaha dan yang fasilitasi permodalan usaha, baru mencapai 3 %. 

7. Belum optimalnya produktifitas pertanian dalam arti luas secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas.

Permasalahan ini memberikan andil pada menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu dipacu untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian. Penyebab dari munculnya isu ini antara lain luas panen padi atau bahan pangan lainnya dipengaruhi oleh pola tanam petani dan iklim, lama musim penghujan, yang secara umum menjadi penentu jenis tanaman yang akan ditanam sebagian besar di Kabupaten Banyumas. 

8. Kurangnya  ketersediaan infrastruktur daerah untuk menunjang perkembangan wilayah.

Meningkatnya  dinamika  kehidupan  sosial,  ekonomi,  budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Kabupaten Banyumas,   baik   secara   regional,   nasional   maupun   internasional,membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Kabupaten Banyumas secara regional dan nasional. Dalam hal ini tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi  serta  masih  adanya  kesenjangan  antar  wilayah, memerlukan  pengembangan  infrastruktur  secara  terpadu,  integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang

9. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup, serta tingginya potensi bencana alam.


Kabupaten Banyumas berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir,  longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain–lain  dan ada kecenderungan peningkatan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Berkaitan sampah juga berpotensi mencemari lingkungan, volume produksi sampah perkotaan yang tertangani baru mencapai 10% dari volume produksi sampah  Selain itu, luas lahan kritis masih cukup tinggi masih adanya penambangan tanpa ijin.

10. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik.

Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional dan juga daerah. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik serta mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. 

Upaya peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Reformasi birokrasi secara berkelanjutan termasuk penataan kelembagaan Peningkatan pelayanan public melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan; optimalisasi ruang partisipasi publik, penerapan janji pelayanan terkait kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi; percepatan capaian SPM; Pengembangan sumber daya aparatur yang terintegrasi, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti dengan sstem pembinaan karir yang terbuka;

Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum rembug.

11. Pemenuhan kebutuhan energi belum merata.

Kebutuhan energi di wilayah Kabupaten Banyumas cukup tinggi namun belum terjangkau jaringan listrik dari PLN secara merata. Sehingga untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, selain ditempuh dengan pemenuhan jaringan listrik PLN, juga perlu pembangunan sumber energi alternatif, khususnya pada daerah terpencil antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pengembangan potensi energi baru terbarukan. 

12. Belum terwujudnya kesetaraan gender dalam pembangunan. 


Kemajuan pembangunan gender dan pemberdayaan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD). Capaian IPG Kabupaten Banyumas sebesar 65,02  dan capaian IDG sebesar 57,52. 
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